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RISALAH

RAPATPARIPURNA (I)
DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG
3 (TIGA ) RAPERDA NON APBD TAHUN 2016

SIFAT RAPAT

ACARA RAPAT

RABU
10 Agustus 2016

09.00 wrB.

Gedung DPRD Kabupaten Rembang

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten

Rembang

Terbuka

Pembukaan;

Penjelasan Bupati tentang 3 ( tiga
Tahun Anggaran 2016;

Penutup.

) Raperda Non APBD

PIMPINAN RAPAT

1. NamA : H.MATDKAMIL.MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

SEKRETAR]S RAPAT
l. Nama : DTs.ACHMADMLTALIF

2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

Hari
Tanggal

Waktu

Tempat

L JENIS RAPAT

u.

III.

1.

2.

J.

IV.

V.



JLIMLAHANGGOTA

l. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. FraksiGerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. FraksiHarapan

Jumlah

ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi PersatuanPembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

: 10 orang

: 8 orang

: 6 orang

: 8 oranpi

: 5 orang

:4 orang

:4 orang

:45 orang

: 10 orang

: 6 orang

: 5 orang

: 7 orang

:4 orang

: 3 orang

: 3 orang

: 38 orang

: - orang

:2 orang

: l orang

: l orang

: I orang

: 1 orang

: 1 orang

Jumlah : 7 orang



IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Ass alamu' alaikumllr. lltb.

Yang terhormat

Yang saya hormati

Yang saya hormati

Yang saya hormati

Yang saya hormati

Puji dan syukur Alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah

SWT, yang telah memberikan nikmat dan kelapangan kepada kita semua

sehingga pada hari ini kita dapat hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna I

dalam rangka membahas 3 ( tiga ) Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2016 dengan keadaan sehat walafiat.

Mudah-mudahan Rapat Paripurna ini maupun di dalam pembahasan

Raperda nantinya berjalan lancar dan selalu memperhatikan situasi,

kondisi dan kepentingan umum, khususnya kepentingan masyarakat

Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten

Rembang.

Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten

Rembang.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang,

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,

Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan

Camat se KabuPaten Rembang

Pimpinan Partai Politik, rekan-rekan wartawan,

dan para undangan yang tidak dapat saya sebutkan

satu persatu.



Kabupaten Rembang sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan

pembangunan di Kabupaten Rembang dapat berhasil dengan baik'

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD

Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang yang dibuah dengan Peraturan DPRD Kabupaten

Rembang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentangTata Tertib

DPRD dijelaskan bahwa "Rapat Paripurna untuk menetapkan

Peraturan Daerah dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri

oleh pating sedikit 2/3 ( dua pertiga ) dari iumlah anggota DPRD " '

lvlenurut laporan yang saya terima dari Sekretariat DPRD

Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45

orang,yanghadirsecarafisikdanmenandatanganidaftarhadiradalah

sebanyak 35 orang. Dengan demikian, Rapat Paripurna hari ini telah

memenuhikuorum.

Selanj utnya dengan mengucap "Bismillahirrohmanirrohim" tepat

pukul 11.15 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan

terbuka untuk umum.

( Ketuk palu 3 kali )

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut' perlu kami sampaikan

bahwa pada Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun ?014



tentang Pemerintahan Daerah disebutkan " Perda tentang RPJMD

ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih

dilantik ".

Merujuk ketentuan tersebut, dan atas dasar disampaikannya

Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Rembang Tahun 2016-2021 oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten

Rembang pada tanggal 8 Agustus 2016 serta dengan memperhatikan

tahapan-tahapan pembahasan sebagaimana ketentuan perundang-

undangan, maka Badan Musyawarah dan TAPD Kabupaten Rembang

pada rapatnya tanggal 8 Agustus 2016 dalam membahas jadwal

pembahasan KUA/PPAS Perubahan Tahun 2016, sepakat menetapkan

jadwal untuk pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021

bersama dengan 2 ( dua ) Raperda yang telah disampaikan kepada

DPRD.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

sebagaimana jadwal yang kami kirim kepada saudara-saudara,

perlu saya jelaskan bahwa terdapat 5 ( lima ) Raperda Non APBD yang

telah masuk untuk dimintakan pembahasan.

Dua Raperda yaitu :

1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun

2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun

201 I tentang Retribusi Jasa Usaha,

memerlukan tindak lanjut setelah dievaluasi Gubernur.

Dan tiga Raperda yang lain, Yaitu :



1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

201I tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian

Menara Telekomunikasi;

2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

3. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 20 16-2021 ;

merupakan usulan pembahasan rancangan raperda.

Dengan demikian, pembahasan yang semula membahas 5 ( lima )
Raperda berubah menjadi 3 ( tiga ) Raperda.

Adapun dua Raperda yang memerlukan tindak lanjut setelah dievaluasi

Gubernur, akan diselesaikan di tingkat Bapemperda.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya, akan saya bacakan susunan acara dalam rapat

paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;

2. Penjelasan Bupati atas 3 ( tiga ) Rancangan Peraturan Daerah yaitu :

- Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 20 | 6-2021 ;

- Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

20ll tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan

- Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

3. Penutup.



Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuki acara kedua, dan

merupakan agenda pokok dalam rapat paripurna ini yaitu " Penjelasan

Bupati atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah".

Sel anj utrya kepada Saudara B upati d ipers ilahkan.

=:== PENJELASAN BUPATI ATAS 3 RAPERDA =:===:

Y ( Penjelasan Bupati atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan

Daerah terlampir )

Terima kasih Saudara Bupati atas penjelasannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan telah disampaikamya penjelasan atas 3 ( tiga ) Rancangan

Peraturan Daerah oleh Bupati maka selesai sudah acara rapat paripurna

pada hari ini.

Selanjutnya setelah rapat paripurna ini akan dilanjutkan dengan

Rapat Fraksi dalam menyusun Pemandangan Umum Fraksi atas 3

Raperda, untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna Il tanggal 15

Agustus 2016, bersama dengan Jawaban Bupati terhadap Pemandangan

Umum Fraksi.

Sebelum rapat paripurna saya tutup, perlu kami sampaikan bahwa

berdasarkan surat dari Pimpinan Fraksi Demokat Nomor 0l/VI[-
FDl20l6 tanggal 9 Agustus 2016 Perihal : Pergantian Pimpinan Fraksi,

terjadi pergantian terhadap susunan Pimpinan Fraksi Demokrat

Kabupaten Rembang. Pasal 36 ayat (2) Tata Tertib DPRD Kabupaten



Rembang menjelaskan bahwa Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk

dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat

paripurna. Merujuk ketentuan tersebut maka kami umumkan Susunan

Pimpinan Pengurus Fraksi Demokat DPRD Kabupaten Rembang

Periode 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Ketua : EKA SISWA KARTIKA

Wakil Ketua : MUGIYARTO, S.T.

Seketaris : IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.

Interupsi Saudara M. Asnawi, S.Pdi. ( Fraksi PKB )

" Maaf Pimpinan kami bukan menyoal masalah kepengurusan

Fraksi Demokrat, karena itu urusan rumah tangga mereka sendiri

tetapi kami menayakan soal bagaimana kami bisa menyusun

Pandangan Umum Fraksi jika kami belum menerima materi

raperdanya. Terima kasih Pimpinan"

Tanggapan dari Pimpinan Rapat ( H. Majid Kamil MZ )

" Ini gini kemarin pas rapat Banggar memang 3 Raperda tersebut

hanya ditunjukkan sekilas oleh Pak. Hari. Sebentar saya tak

konfirmasi dulu sama Pak Mualif' Ooo.'gini saya sudah

dikonfirmasi oleh Pak Mualif bahwa 3 raperda tersebut sudah

diterima tetapi masih difotocopy. Gimana bisa dimaklumi

yaa..2"

Saudara M. Asnawi, S.Pdi. ( Fraksi PKB )

" Terima Kasih Pimpinan"



Akhirnya terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas

segala kekurangan selama saya memimpin rapat hari ini.

Dengan mengucap "Alhamdulillaahirobbil'alamiin'6 tepat pukul

11.40 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

Wassalaamu' alaikum Wr. lAh

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA, SEKRETARIISEKRETARIS,

Utama Muda
198803 10ll



LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA ( I ) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG 3

RAPERDA NON APBD TAHUN ANGGARAN
20t6

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

: Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD

dan Camat Se Kabupaten Rembang;

: Pengantar Bupati atas 3 Raperda Non APBD

Kabupaten Rembang Tahun 2016;

: Surat dari Pimpinan Fraksi Demokrat Nomor
0I/VIII-FD/2O16 tanggal 9 Agustus 2016
Perihal : Pergantian Pimpinan Fraksi



DALAM RANGKA PEMBAEASAN 5 RAPERDA

EARUTANGGAL : RABU ,t0 AGUSTUS 2016
PUKUL : (D.fi) WIB

1

12

FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGU:TAN

H. I\,LA"IID KAMIL MZ

MOKHAMADZAENURI

SULISTYO WETI ARL{M

HENRY PURWOKO, S.Pd

MOIIAIVfMAD ANSHORI

FRAKSI DEMOKRAT

EDI K{RTONO, S.Pd, M.H

. HIKIIAH PURNAMAWATI

EKA SISWA KARTIKA

FRAKSI PARTAT KEBANGKITAN
BANGSA

. BISRI CHOLIL LA

MOT{-{\4MADIMRON

MU liAtvllvtA.D .A,SN.{W L S. pdi



FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

KURNIAWAN, S.E, M.M

MUHAMMAD BAHAUD DURO

FRAKSI PARTAI GERINDRA

HEzuKURNIAWAN. S.E

PUJI SANTOSO, SP, M.H

AYU ARDIYAH MAYASAzu

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

TOT PAERAN, S.H, MSi

H. JOKO SUPzuHADI, S.H

FRAKSI HARAPAN

PARAMITA PRAPANCA A.N.R S.Pd

<eterangan:

1l:ljin
2 S : Sakit

3C:Cuti
4 DL : Dinas Luar

DPRDKABUPATEN REMBANG



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HAOIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA IDPRD KABT]PATEN REMBANG

DALAM RANGKA PEMBAI{ASAN 5 (LIMA) RAPERDA

HARI/TANGGAL : RABU, 10 AGUSTUS 2016
PUKUL :09.00 WIB

SEIWAt,l

I9E803 l0ll



6

7

DAFTAR HADIR TAi,IU UNDANGAN

MPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG

OALAM RANGKA PEMBAHASAN 5 (LIMA) RAPERDA

HARI/TANGGAL: RABU, 10 AGUSTUS 2016

PUKUL :O9.OO WIB

12

l3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

STAF AHLI BUPATI

STAF AHLI BUPATI

STAF AHLI BUPATI

STAF AHLI BUPATI

ASISTEN II SEKDA

tqt
l4qtarwootuBAG. TATA PEMERINTAHAN

BAG. ADM. PEREKONOMIAN

BAG. KESEJAHTERAAN

BAG. ADM, KEUANGAN

BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN

Dto "<r P

;16 Pr- r+t(

{/O/ 7&v// UtEo,,O

$ufu 6upXrr,

DINAS KESEHATAN

DINPERINDAGKOP & UMKM

NINI I ITKAN Ctuo^-



NO BADAN/BAG'DINAS'KANTOR NAMA JABATAN TANDA TANGAN

30 DISHUBKOMINFO A.Auz,ry *ffi,
31 DINAS DUKCAPIL uil*&n w nh
32 DINSOSNAKERTRANS

('32

33 DINBUDPARPORA JJ

34 DINAS ENERGI & SDM Fmpaf.- ,\+-t--.-- _)-ffi)
35 BADAN LINGKUNGAN HIDUP l&suohg *AA
36 KANTOR KESBANGPOLINMAS kn-Tuttu k4
37 KANTOR PERPUST & ARSIP Z g-' N;qa,rwo lk l/r-r+a ,,4 't-
38 KANTOR KPPT Sr; {ua;yarlt l<i"K(gT (---.-'kht*F
39 RSUD dT, R. SUTRASNO l+ej,";;- *L=_-_..-.
40 SATPOL PP 40

41 rMrfrf_111?u9
PDAM

41

Hern*oo, Lu, k*42

43 PERCETAKAN DAEMH

44 PD. BANK PASAR

45 BPD JATENG CAB. REMBANG l+,, r lerltoAuat
46 BRI CAB, REMBANG

J 46

47
47 PD BPR BKK LASEM

48 PT.RBSJ
48

49
49 APOTIK DAEMH

io 
f 
**ro* KEMENTRTAN AGAMA I 

p7 c l,a\ --#-
--L--:-::e-

51

52

53

tf!!!1r1911s'-
?l! *! l!Y?"19
RUMAH TAHANAN

51

52

53

54 PERHUTANI KPH MANTINGAN 1(L
EE

;; l;.-*;;*r r, 
^rro*r,o*, 

o

56 KANTOR PERHUTANI SPH IV
56

57 KANTOR POS DAN GIRO 57

58 TELKOM REMBANG
58

59

----z--:y
59 PLN CAB, REMBANG

60 BAWASLU KAB. REMBANG

61 BPN KAB.REMBANG /4 t%go Jtuo, ) $ d,-
62 MNTOR PAJAK

/62



OAFTAR HADIR CAMAT

RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG

DALAM RANGKA PEMBAHASAN 5 OIMA) RAPERDA

HARYTANGGAL:RABU, l0 AGUSTUS 2016

PTIKUL : 09.00 WIB

NO JABATAN NAMA TANDA TANCAN

I CAMATREMBANG Saee fr ntl
) CAMATKALIORI

'=\--
3 CAMAT SUMBER 3

4 CAMAT SULANG 4

5 CAMAT BULU 5

6 CAMAT PAMOTAN 6

1 CAMATGIJNEM 7

8 CAMAT SALE (

9 CAMAT LASEM
-Tr*n- Wh-:--r

l0 CAMAT PANCUR -T)^*F" v,o N/
ll

I
ll CA}4AT SEDAN

t2l, CAMAT SLUKE

r3 Il3 CAMATKRAGAN I

l4 CAlvlAT SARANG
,4u 1

h
o\2
I

KAB. REMBANG

198t03 r 0l I
wdu\:>+er{962(



NO BADAN/BAG'DINAS/KANTOR NAMA JABATAN TANDA TANGAN

63 UP3AD (ASET DAERAH ) 63

64 KANTOR PEI-ABUHAN 64

65 KANTOR KPU KAB. REMBANG 65

66 SEKRETARIS KPU KAB.
REMBANG 66

67 PELABUHAN PERIIGNAN TASIK
AGUNG 67

68 BTPN KCP. REMBANG 68

69 PERUM PEGADAIAN 69

70

71

BSM,BANK DANAMON 70

DHARMA WANITA PERSATUAN x-q.<rn.q*r*^' <ah,ru,fni^; 7'r / /,
72 GERAMN PMMUKA

73 PMI CAB. REMBANG 73

74 STIE. YPPI REMBANG 74

75 bPc ppP 75

76 DPC PARTAI DEMOKMT 76

77 DPO PARTAI GOLKAR 77

78 DPD PAN 78

79 DPC PARTAI HANURA 79

80 DPC PKS 80

81 DPC PARTAI MSDEM 81

a2 DPC PARTAI GERINDRA 82

83 DPC PKB 83

?1
85

DPC PDI PERJUANGAN 84

SUAM MERDEKA 85

86 CAKMTV 86

87 RADIO CBFM 87

88 RADIO R2B 88

89 MAJALAH BANGKIT 89

90 PATI EKSPRESS 90

91 RADIO MATAAIR 91

92 MIMBAR MKYAT 92

93 CARAKA CANDI 93

94 KEDAULATAN RAKYAT 94

95 95
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r^stoxalls. IELICIUS

DBflLt{ PIMPINA.I'I CABAIiIG

PARTAI DEMOKRAT
I(ABUPATEN REMBAI{G
SebeErlrt: M:geB.rl RT. 04 RW 0Z' Ksc. Rembsrg l(ab. ReEbang

Phonc t (o29s) 692206 - tuL (Ar95) 692206

Dengan Hormat,
il;b*s* dengsn kebijalon internal Parui Demolsat, dengan ini kami sampaikan

;;; 8". *ri" dan jabatan dalam Fraksi Demokrat di DPRD Kabupaten Rembang'

sebagai berikut .

Ketus : Ekg Sbwa Ksrtikt
\trk Ketua : MugiYarto

' Sekretsrb : lnro'ltus Solichah

Demikian susulan baru nama dan jabaran fraksi demokrat DPRD Kabupaten Rembang

;";*itffiitaru .ut p"riu*" i- kerjasarnanya kami sampaikan terima kasih'

Nouror : 001/PD.RBG/VIII/20I6
L^arnpiran : -

Pgihal :Pernberitahuan

Rembang,6 Agustu 2016

Kcpada
Yth. Pimpinal DPRD Kabupaten Rembang

Mclalui Sekretaris DPRD KabuPaen
Rembarg

di
Ternoat

DEWAN PIIVIPINAN CABANG
PARTATDEMOKRAT

KABUPATEN REMBANG
KETUA

DEf..SroGfilSi{,LIM



PENJELASAN BUPATI REMBANG

DALAM RAPAT PARIPURNA

PENGANTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN REMBANG

Rabu, 10 Agustus 2016

Assalamu al ai ku m warah m atu I I ahi waba rokatuh.

Yang kamihormati:

- Pimpinan dan Anggota Dewan Petwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan

Daerah;

- Sekretaris .Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten

Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat

Daerah Kabupaten Rembang;



- Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas

dan Kepala Kantor se-Kabupaten Rembang;

- Camat se-Kabupaten Rembang; serta

- Para hadirin sekalian yang berbahagia.

Segala puji milik dan bagi Allah yang melimpahkan

taufiq, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua'

-semoga Ailah--senantiasa memberikan petunjuk'

bimbingan dan keselamatan kepada kita semua dalam

mengemban amanah selaku abdi negara dan abdi

masyarakat.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta

hadirin yang saya hormati;

Saat ini merupakan era untuk keria, kerja dan

kerja sebagaimana ditekankan oleh Presiden Joko

Widodo dalam berbagai kesempatan' Berbagai

instrumen berupa peraturan perundang-undangan

maupun instruksi telah diterbitkan guna mendukung

pelaksanaan program-program pemerintah' Oleh

karena itu, Kami mengajak segenap komponen di

Kabupaten Rembang untuk menyelaraskan dengan



langkah-langkah yang sedang dilaksanakan

Pemerintah.

Namun di tingkat pemerintah daerah kita masih

akan terkendala dengan rencana perubahan susunan

perangkat daerah sebagaimana amanah Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan! Pemerintahan

- - - -Daeral':"-berikut.-'parubahannya. Kita akan mencoba

untuk mempercepat dan mengurangi ekses dari

transisi ini. Kita akan tetap melakukan kerja, kerja dan

kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta

hadirin yang saya hormati;

Peraturan daerah (perda) sebagai implementasi

kebijakan-kebijakan daerah sekaligus dasar hukum

penyelenggaraan pemerintahan daerah harus

senantiasa menyesuaikan perkembangan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi serta kondisi

sosial masyarakat. Berkaitan dengan adanya

perubahan peraturan perundang-undangan 'dan

dinamika masyarakat Rembang, perlu melakukan



pembentukan perda baru dan perubahan atas perdd-

perda yang telah ada.

Dalam kesempatan Rapat Paripurna kali ini, kami

menyampaikan tiga rancangan perda untuk dilakukan

pembahasan, yaitu:

a. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka
-.-r- n- ---l- --L..- .tr,i.a a .t,1.tr.

rvrcr rrir i9€ i vaetatl I cl rul r zv to-1vz t I

b. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi;

c. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan

masing-masing raperda pada penjelasan berikut :

l. Raperda tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran Visi, Misi,



program Kepala Daerah terpilih yang

penyusunannya berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

dan memperhatikan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD

memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakdn

pembangunan Daei'ah Ca:': l<cua:'':ga;':'Dacrah'

program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat

Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan

bersifat indikatif untuk iangka waktu lima tahun'

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang

Tahun 2016-2021 berdasarkan ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional'

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah berikut perubahannya'

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan'

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah serta memperhatikan



Permendagri Nomor U Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor I
Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara'

Penyusunan' Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah'

Adapun visi yang akan kami wujudkan adalah

-''Tenrujudnya Masyarakat Rembang Yang

Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian

Dan Sumbei Daya Manusia' Yang Dilandasi

Semangat Kebersamaan' Pemberdayaan

MasYarakat.Dan Kewirausahaan"

Untuk mencapai Visi Kabupaten. Rembang

Tahun 2016-2021 tersebut, akan ditempuh melalui

tufuh misi Pembangunan, Yaitu:

1) Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap'

transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai

prinsip pemerintahan yang amanah'

2) Membangun kemandirian ekonomi dan upaya

penanggulangan kemiskinan berbasis

sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan



3)

4)

masyarakat,serta terjaminnya kelestarian

lingkungan hidup;

Meningkatkan investasi serta mengembangkan

pariwisata dan ekonomi kreatif;

Melaniutkan pembangunan infrastruktur yang

merata dan berkualitas serta berdimensi

kew;iaiai'an;

5) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

dan pendidikan yang teriangkau bagi semua

lapisan masyarakat, termasuk pendidikan

keagamaan;

6)Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan'

sosial, dan mengembangkan budaya lokalserta

meningkatkan upaya pengendalian penduduk

dan tertib administrasi kependudukan;

7) Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas

ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan

perikanan.

Dalam melakukan penyusunan RPJMD Tahun

201F:2021 Pemerintah Kabupaten Rembang telah



melakSanakan kegiatan dalam tahapan sebagai

berikut

. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD yang

dimulai pada bulan Maret tahun 2016 dan

melibatkan segenap pemangku kepentingan

melalui forum konsultasi publik serta nota

kesepakatan ahtara tsupatl dan Ketua- IJPRL)

terkait keb'rjakan umum, program pembangunan

daerah, indikasi rencana program prioritas dan

kebutuhan pendanaan;

. Penyusunan Rancangan RPJMD dimana

Bappeda telah memfasilitasi penyusunqn

rancangan Renstra Perangkat Daerah pada

bulan Mei tahun 2016 dan telah dirumuskan

indikator kinerja daerah yang telah

memperhatikan ketentuan perundangan yang

berlaku;

. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD pada

bulan Juni tahun 2016 dan pengintegrasian

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam



rangka penyempurnaan Rancangan Akhir

RPJMD;

. Perumusan Naskah Akademik Raperda RPJMD

Kabupaten Rembang Tahun 2016'2021 pada

bulan Julitahun 2016.

Adapun tahapan yang masih harus kita lalui

-bersama---adalah pembahasan dan persetujuan

Raperda RPJMD oleh DPRD, Evaluasi Raperda

RPJMD oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

dan PenetaPan Perda RPJMD'

Secara garis besar Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 mengatur

tentang Ketentuan Umum' Ruang Lingkup RPJMD

Kabupaten Rembang Tahun 2016'2021'

Sistematika RPJMD Kabupaten Rembang Tahun

2016-2021, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan

RPJMD, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan

PenutuP



ll. Raperda tentang Perubahan Atas' Peraturan

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun

2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan

Retribusi Pengendalian

Telekomunikasi

---- - 'Pe.rubahan Perda Nomor 3 Tahun 2011

Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan

konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi

Republik lndonesia Nomor 46/PUU-Xlt/2014

tanggal 17 November 2014 yang petitumnya

menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 tidak

sah secara hukum dan dinyatakan dihapus karena

telah membuat ketidakjelasan norma yang

terkandung pada Pasal 124 sehingga

bertentangan dengan Pasal 152 dan Pasal 161

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Palak Daerah dan Retribusi Daerah' yang

berakibat beban ekonomi tinggi sehingga

Menara

IO



merugikan hak-hak konstitusional rakyat di bidang

komunikasi dan ketidakadilan hukum bagi

penyelenggara telekomunikasi sehingga

bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F

UUD 1945. Adapun penjelasan Pasal 124

menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan dua

Dan dalam petitum selanjutnya menyatakan

Penjelasan Pasal 124 konstitusional diubah

dengan frase kalimat Penetapan iarif retribusi

didasarkan pada biaya pengawasan dan

pengendalian menara telekomunikasi.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas

perlu melakukan penyesuaian terhadap

pengaturan tarif dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011

tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi Kebutuhan

dengan biaya pengawasan dan pengendalian

sebagai faktor penghitungya.

II



lll. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan'

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun

2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan

Pengajuan Raperda tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang ilomor 4

Tahun 2OOB Tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan merupakan tindak

lanjut berlakunya Undang-Undang Nomo:' 24

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Uncang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi KePendudukan'

Perlu kita ketahui bersama bahwa Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 memberikan

penekanan peran aktif Pemerintah dan

Pemerintah Daerah dalam pemenuhan atas hak-

hak administratif penduduk melalui pemberian

pelayanan publik serta memberikan perlindungan

yang berkenaan dengan penerbitan dokumen

t2



kependudukan. Dengan adanya perubahan

Undang-Undang Administrasi Kependudukan

diharapkan mampu mendukung akurasi

terbangunnya database kependudukan di

kabupaten/kota, provinsi maupun database

kependudukan secara nasional

Oleh karena itu Pemer;r';tah Kabupaten

Rembang perlu melakukan penyesuaian terhadap

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4

Tahun 2OOB tentang Penyelenggaraan

Administrasi KePendudukan.

Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin

yang saya hormati;

Demikian beberapa hal yang perlu saya

sampaikan sebagai pengantar pengajuan Raperda

tentang Raperda tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2016'2021, Raperda

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman

l3



Penyelenggaraan dan Retribusi pengendalian Menara
Telekomunikasi dan Raperda tentang perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4
Tahun 20OB Tentang penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.

Selanjuhya mohon untuk dapet dibahas dan
menCepatlersetujuan dari Dewan peruakilan Rakyat

Daerah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan
petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin, ya
Robbal'Alamin.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu alai4um warahmatuttohi wabarckatuh.

l4





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEMH
KABUPATEN REMBANG

fl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691t94 l(odc Pos 59212
REMI}ANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA ( II )
DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG
RAPERDA NON APBD TAHUN 2016

Hari
Tanggal

Waktu

Tempat

SENIN
l5 Agustus 2016

09.00 wrB.

Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD ltabupaten Rerrtb4ng

tr. SIFAT RAPAT : TCTbUKA

III. ACARA RAPAT :

l. Pembukaan;

2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 Raperda;

3. Skors;

4. Jawaban Bupati terhadap Pentandattgan Llntunt Fraksi atas

(lima ) Raperda;

5. Pembentukan Panitia Khusus untuk 3 (linra) Raperda;

6. Skors;

7. Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus;

8. Penutup.

ry. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAI\{II,I\,IZ
2. Jabatan : Ketua DPRD l(abupaterr Renrbarrg

V. SEKRETARIS RAPAT

l. Nanra : Drs. ACllMAl) MllAl,ll,'
2. .lithatart : Sclirctarisl)l)ltl)lr,itbttpitlcttllt'ttrlr;ttttl



u. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahteta

7. FraksiHarapan

Jumlah

ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

l. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi llarapan

: l0 clrang

: 8 orang

: 6 orang

: 8 orang

: 5 orang

: 4 orang

: 4 orang

: 45 orang

: l0 orang

: 8 orang

: 5 orarrg

: 6 orang

: 3 orang

: 4 orang

: 2 orang

VIII.

: 38 orang

: - ol'allg

: - orang

: I orang

: 2 orang

: 2 orang

: - orang

: 2 rlrarrg

Jumlah : 7 orang



Ix. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, SE

LAGU INDONESIA RAYA.

Assalaamu' alaikum lltr, ll b.

Yang terhormat

Yang saya hormati

Yang saya hormati

Yang saya hormati

Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Forum Koordinasi Pimpinarr Daeralt Kabupaten

Rembang.

Pimpinan dan anggota DPRD l(abtrpaten Rembarrg.

Penjabat Sekretaris Daerah l(abupaten Rembang,

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,

Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan

Camat se Kabupaten Rembang

Pimpinan Partai Politik, rekatr-rekall wartawal'I, dan

para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu

persatu.

Yang saya hormati

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah swl'. Tuhan

Yang Maha Esa yang telah memberikan berhagai l'ratryal< nil<ntat l<epada l<ita

semua, yaitu nikmat umur, nikmat sehat dan niktnat yang lain sehingga l<ita

dapat melaksanakan Rapat Paripurna II DPRD membahas 3 ( tiga ) Raperda

Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2016, yaitu :

Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daeralt Notrror 4 Tahun 2008

tentang Penyelenggaraarr Adm inistrasi l(epend ud u kan ;

Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Notrror 3 Tahun 201 I

tentang Pedoman Penyelenggalaan dan Retribusi Pcrrgendalian Menara

Telekomunikasi;

1.

2.



3. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 201 6-2021 ;

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.
Ketentuan kuorum yang berlaku dalarn rapat paripurna l<edua ini

adalah sama dengan ketentuan yang berlaku pada Rapat paripurna pertama

tanggal 10 Agustus 2016 yaitu rapat paripurna untuk nrenetapkan peraturan

daerah dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit

2/3 darijumlah anggota DPRD. Haltersebut teftuang pada pasal g0 ayat (l)
huruf b Tata Tertib DPRD Kabupaten Rernbang.

Adapun menurut catatan yang saya teri,ra cla'i Sekretariat DpRD

Kabupaten Rembang bahwa darijumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang,

yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalarn rapat

paripurna ini adalah sebanyak 38 orang.

Dengan demikian kuorum rapat telah terpenuhi dan rapat paripurna

dapat kita mulai.

Untuk itu dengan mengucap "Bismillaahirrohnraanirrohiim,' tepat

pukul 11.35 WIB Rapat Paripurna DPRD saya rryatal<an dibul<a dan

terbuka untuk umum.

( Ketuk polu 3 kali )

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Terdapat beberapa agenda-agenda pokol< yang lrarLrs kita laksanakar:

dalam Rapat Paripurna Kedua hari ini. scbagainrana yarrg telalr

dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD lrersanra 'I APD l(abupatcn



Rembang pada tanggal 8 Agustus 2016. Dan untul< lebih.ielasnya akan saya

bacakan susunan acara dalam Rapat Paripurna ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;

2. Penyampaian Pemandangan Umunt Fral<si-Fraksi atas 3 ( tiga )
Raperda yaitu :

- Raperda tentang Pprubahan Atas Peraturan Daerah Nontor 4 Tahun

2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukarr;

- Raperda tentang Perubahan Atas Peraturarr Daerah Nornor 3 Tahun

2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian

Menara Telekomunikasi; dan

- Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

3. Skors:

4. Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Unrurn Fral<si-Fral<si atas 3 (

tiga ) Raperda;

5. Pembentukan Panitia Khusus membahas 3 ( tiga ) Raperda;

6. Skors;

7. Pembentukan Pimpinan Panitia Khusus menrbahas 3 ( tiga ) Raperda;

8. Penutup.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hornrati.

Kita masuki acara kedua, yaitu Penrandalrgan [Jrnurn Fral<si-Fral<si

atas3(tiga)Raperda.

Agar bcrjalan tcrtib, l<cpacla Sautlara-sntrrlirla yang tliturr.irrli rtrcrvaltili

fraksinya untuk nrenyampaikan Pcnrandangan I Itrrurrr, saya minta

menunjukkan.lari terlebih dahulu :



l. FraksiPartaiPersatuan Pembangunan : Sdr. Mulrantmad Zaenuri

2. FraksiDemokrat : Sdr. Edi l(aftono, S.Pd. M.H.

3. FraksiPartaiKebangkitan Bangsa : Sdr. Ilyas

4. FraksiPDI Perjuangan-Nasdem : Sdri. Nanik Sri Sundari

5. FraksiPartaiGerindra : Sdr. Puji Santoso, S.P. VI.H.

6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr. H. Joko Suprihadi, S.H.

7. Fraksi Harapan : Sdri. Nur,Jannalr

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari Juru Bicara Fraksi Partai

Persatuan Pembangunan dipersilahkan.

=:: PEMANDANGAN UMUM FRAKSI. FRA KSI

D ( Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atos 3 ( tiga ) Raperda

terlampir )

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fral<si atas penyampaian

pemandangan umumnya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara selanjutnya yaitu Jawaban Bupati terhadap Pemandangan

Umum Fraksi-Fraksi atas 3 ( tiga ) Raperda.

Oleh karena dalam jawaban bupati iui nrenrerlukan wal<tu dalam

penyusunannya, maka rapat paripurna saya skors sanrpaijanr 14.00 tepat.

( Ketuk polu I kali )

=: SKORS ===========



Sehubungan waktu yang diberikan kepada Saudara BLrpati untuk rnenyusurt

jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi telah habis, maka

skors saya cabut dan tepat pukul 14.55 WIB rapat paripurna saya buka

kembali.

( Ketuk palu I kali )

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Ivlarilah kita masuki acara keempat, yaitu Jawaban Bupati terhadap

Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 3 ( tiga ) Raperda.

Kepada Saudara Bupati dipersilahkan.

:-JAII/ABAN BUPATI TERHADAP PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI ATAS 3 (TIGA ) RAPERDA---

atas 3 ( tiga ) Raperda terlampir )

Terima kasih Saudara Bupati atas perryanrpaian jarvabannya.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Memasuki acara kelima yaitu Pernbentukan l(earrggotaarr Panitia

Khusus membahas 3 ( tiga ) Raperda.

Berdasarkan hasil Rapat Pimpinan t)l'}lLl) l..abupirtcrr ltcurbang

tanggal 9 Agustus 2016, bahwa dalam nrcmtralras 3 ( tiga ) Rapcrda dibentul<

2 ( dua ) Panitia Khusus, dongan penrbagian ttrgas sehagai herilitrt :

- Panitia Khusus I rnembahas :

Rapcrcla tcntallg Rcncrttta Pcrnbarrgrrrrirn.larrglirr Mcrrcnglrlr [)aclirlr

I(abrrpatcn Rcnrbarrg Tlrhrrrr 20 l6-202 I .



- Panitia Khusus II membahas :

l.Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

2008 tentang Penyelenggaraan Adm in i stras i Kependudukarr ; dan

2.Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian

Menara Telekomunikasi.

Adapun untuk keanggotaannya adalah berasal'dari anggota Fraksi

dengan komposisi sebagai sebagai berikut :

NO NAMA FRAKSI

JUMLAH ANCCOTA

PANSUS I PANSUS

II

l. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 5 4

2. Fraksi Demokrat 3 4

J. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 3 2

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem 4 3

5. Fraksi Partai Gerindra 2 3

6. Fraksi Karya Sejahtera 2 )

7. FraksiHarapan 2 2

ruMLAH 21 20

Dengan memperhatikan komposisi dan pernbagian tugas Panitia

Khusus, selanjutnya oleh Fraksi-Fraksi DPRD telah diusulkan nanla-nama

calon yang didudukkan dalam keanggotaan Panitia Khustts, baik dalam

keanggotaan Panitia Khusus I maupun Panitia Khustts II. Atas dasar usulan

dari masing-ntasing faksi tersebut. nraka tclalr l<arni srtsttrt Ilattcangart

Keputusan DPRD Kabupaten Rernbang tentang Susunatr Keanggotaan

Panitia Khusus, scbagaitnatta lotocopy yatrg bcratla tlitangatr saudara-

sarrtlitra attggotit DI'Rl) yarrg lrlttlir tlitlltttt t'ltpltl prtlipttttril itti.



Namun sebelum nantinya susunan keanggotaatt Pansus disahkan

dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Rernbang, maka perlu

persetujuan terlebih dahulu dari Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat

Paripurna ini. Saya tawarkan kepada rekan-rekan anggota :

" Apakoh Calon Anggota Panitia Khusus I, clan Ctlon Anggota Panitio

Khusus II membahas 3 ( tiga ) Raperdo Kahupoten Rgmbong Tohun 2016

sebagaimana tercantum dalam Rancongan Keputusun DPRD dapat

disetujui ? "

SETUJUUUU!!!

( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yayg hadir nrcnvetujui )

( Ketuk palu I kali )

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hornrati.

Dengan telah diberikannya persetujuan oleh anggota terhadap

keanggotaan Panitia Khusus, selanjutnya perlu dibentuk pinrpinan pada

masing-masing Panitia Khusus.

Pasal 65 ayat (7) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang nrenyebutkan "
Ketua, wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan olch anggota panitia

khusus ". Memenuhi ketentuan tersebut, maka kami berikan waktu kepada

anggota masing-masing Pansus untuk melaksanal<an perlilihan pirnpinan.

Adapun tempat yang digunakan adalah sebagai beril<ut :

- Pansus I menempati ruang Kornisi D, Pansus II nrenenrpati ruang

KomisiC.

l-lasil dari peutilihan pinrpinan, sclaniutrrya agnr rliscrahliarr hcpada

l)itnpinitn I)l)lll) untrrli tliurtrrrrrliirn rlirlirru lrr;lirl ;l;rlipurrrir irri.

) Interupsi Sdr. H. .loko Srrprihadi. S.ll. ( Fralisi l(ar-r,a Scialrlcr'^ )



" Maaf Pimpinan untuk pemilihan pirupinatr Patrsus ntenurut saya

dalam rapat tersebut harus quorull'l dulu baru kita nlelakul<an

pemilihan pimpinan, tetapi saat ini yang hadir kan masih kurang. Jadi

saya mohon untuk Ketua Fraksi masing - ntasing agal' rnenghubungi

anggotallya untuk bisa hadir kesini. Terinta kasih Pimpinan "

F Jawaban Pimpinan rapat ( H. Majid Kamil MZ )

" Lha ya...yang hadir saat ini kita itung dulu...untul< pansus l.iumlah

2l anggota yang hadir saat inijumlahnya I I anggota jadi kan sudah

quorum karena setengah plus satu, jadi pansus I sudalr cukup. Dan

untuk pansus II jumlah 20 yang hadir saat ini jurnlahnya l0 anggota

jadi masih kurang 1 orang dan tadi sudah merrghubungi salah satu

anggota untuk hadir kesini jadi rapat penrilihan Pinrpinan Pansus

dapat kita mulai"

Untuk keperluan tersebut, maka Rapat Paripurna saya skors

selama l0 menit.

( Ketuk palu I kali )

:- ACARA PE M I LI H AN P I M PI NAN P/ NSUS==-=

Sehubungan waktu yang diberikan untuk acara perniliharr pirnpinan

Pansus telah habis maka skors saya cabut dan tepat pukul 16.05 WIB Rapat

Paripurna saya buka kembali.

( Ketuk palu 1 kali )



Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita lanjutkan acara yaitu Pembentul<an Pimpinan Panitia

Khusus. Berdasarkan berita acara pemilihan Pimpinan Pansus yang telah

diserahkan kepada kami, maka dapat karni umumkan susunau Pimpinan

Panitia Khusus membahas 3 (tiga) Raperda Kabupaten Rembang Tahun

2016 adalah sebagai berikut :

Panitia Khusus I.

Ketu a : Sdr.NurHasyim

WakilKetua : Sdr. Puji Santoso, S.p. M.H.

" Apakoh dapat disetujui ?"

SETUJUUUUU

( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadiT nrcnyetujui )

( Ketuk polu I kali )

Panitia Khusus II.

Ketua iSdr.Sugiharro

WakilKetua : Sdr. Muhammad Imron

" Apakalt dapat disetujui ?"

SETI.]JTIUUI,IIJ

( Dengan suara bulat semua anggoto DPRD yang hadir menyerujui )

( Ketuk palu I koli )



Pimpinan Sidang ( H. Majid Kanril MZ )

" lniada Tambahan dari Sdr. Gunasih...silahkan...!I|!"

Sdr. Gunasih, S.E. ( Wakil Ketua DPRD )

" Terima kasih pimpinari..ini gini Karni nrohon untuk pas pernbahasan

disana jadwal di hari pertama hari jum'at itu rapat internal Pansus

dengan tenaga ahli, jadi kita bisa tauya sepuasnya terkait raperda

tersebut dan hari kedua pas sabtu baru bersama dengan SKPD terkait

dan didampingi oleh tenaga ahli jadi kami mohon untuk semua agar

fokus dan serius dalam membahas raperda tersebrrt."

) Sdr. H. Joko Suprihadi, S.H.

" Tambahan pimpinan... tadijawaban Bupati atas pemandangan umunl

fraksi agar bisa dibawa kesana apakah jawaban tadi sudah sesuai

dengan raperdanya atau tidak? Terim kasih "

) Tanggapan WakilKetua DPRD ( H. Gunasih, S.E.)

" Oke nanti biar jawaban Bupati tadi diemailkan oleh Setwan ke tenaga

ahli biar dipelajari apakah sudah sesuai yang diiabarkan dalam raperda

tersebut"

Untuk selanjutnya susunan Pimpinan Pansus ntentbahas 3 ( tiga )

Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2016 beserta kearlggotaanrlya, akan

ditetapkan dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Rembang.

Peserta Rapat dan hadirin yang sayt hornrati.

Acara demi acara dalam Rapat Paripurna hari ini telah kita lalui,

maka selesai sudah rapat paripurna licdtta hari ini.'l'crirna kasilr alas

perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalanr saya



memimpin rapat. Untuk rapat paripurna terakhir yaitu rapat paripurna ketiga

dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 20 I 6.

Akhirnya dengan mengucap "Alhamdulillaahirobbil .alamiin,,

tepat pukul 16.10 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan

ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

ll/ass a laamu' a I ai k u m llt r. Llt b.

DEWAN PERM.KILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA SEKRETARIS

AD MUALIF
Pembi Utarna Muda

04 198803 r oilNlP. 1962



LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (
KABUPATEN REMBANG TENTANG
NON APBD TAHUN 2OI6

II ) DPRD
RAPERDA

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRAN IV

LAMPIRAN V

: Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, liorunt
Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Carnat

Se Kabupaten Rembang;

: Pemandangan Untunt Praksi- l-'raksi terhadap 3

Raperda ;

: Jawaban Bupati atas Pentandangan Umum Fraksi

tentang 3 Raperda:

: Keputusan DPRD Kabupaten Rernbang Nonror l2
Tahun 2016 tentang Pembentttkan Keanggotaan

Panitia Khusus I dan ll Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Rembang Dalarn Membahas 3

Rancangan Peraturan Daerah;

: Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor I I
Tahun 2016 tentang Penetapan Pimpinan dan

Keanggotaan Panitia Khustts I dan Il Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Dalarn Membahas 3 Rancangatt Peraturan Daerah;
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Anggota
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H. SUPADI
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12 EDI KARTONO, S.Pd, M.H

'13 IMRO'ATUS SOLIC}IAH, S.E, M.H
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JABATAN T,\NDA't'4NGAN

FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN
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H.M. MURSYID. S.T
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30 DONNY KL'RNiAWAN, S.E, M.M Anggota

JI FRIDA IRIANI -- -Ou*r"" (

- , -Allgco!4

Anggota

32 MUHAMMAD BAFIAUD DUROR, Spi

FRAKSI PARTAI GERINDRA

HERI KURNIAWAN, S.E

34 H. CHASANUDDIN Aoggota '
PUJI SANTOSO, SP. tvl.H . . _ ._ Anggora 
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36 H. YUDIANTO, S.H
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38

39

H. tSIvIl.RI, S.H
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PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR FORKOMPINOA
RAPAT PARIPURNA lI DPRD KABTIPATEN ltElVItlztNG

DALAM RANGKA TVIEMBAI{AS 3 (ilc^) ITAPERDA

HARI : SENIN.IS AGUS'IUS 2016

PUKUL : 09.00 WIB

PRD KAB. REMBANG



DAFTAR HADIR CAM.qT
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REIIBANG

DALAM RANGKA MEIVTBAIIAS 3 (TIGA) RAPERDA

HARI : SENTN , l5 AGUSTUS 2016

PUKUL :09.00 \VIB

NO JABATAN NAMA TANDA TANGAN

I CAMATREMBANG il,er4 ,4'
2 CAMAT KALIORI 1

3 CAMAT SIJMBER ,I
4 CAMAT SULANG 4 /?
5 CAMAT BULU Yt}Ilr,evN q,c 'b \-l
6 CAMAT PAMOTAN ll1', lrlr tz-u 61
7 CAMATGIJNEM t 7

8 CAMAT SALE 1 )8
9 CAMATLASEM Ker4ytr I , tY'a - /l
l0 CAMAT PANCUR

.fr.**A t ,n }f----
u CAMAT SEDAN

t2 CAMA'I'SLUKE I2

t3 CAlv[{T KIL{GA}I t3

l4 CAMAT SARANG W, but"ttCIn F 4 \Flzq



DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG

DALAM RANGKA MEMBAHAS 3 (TIGA)RAPERDA

HARI : SENIN , 15 AGUSTUS 2016
PUKUL :O9.OO WIB

NO BADAN'BAG/DINAS/KANTOR NAMA JABATAN TANDA TANGAN

2 3 4 5

'I STAF AHLI BUPATI V! a,rrF"u.f thb
2 STAF AHLI BUPATI rlpor €++q' __qa
3 STAF AHLI BUPATI

lr

4 STAF AHLI BUPATI
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?1 +{^^4
t

8 BAG. TATA PEMERINTAHAN ALU-r^**-
I
'10

11

BAG. HUKUM

1PH,I+D p^)
b.*-*1"

BAG. HUMAS

BAG. ADM. PEMBANGUNAN

12 BAG. AOM. PEREKONOIVIIAN

/h;l hxv.l"lo)13
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NO BADAN'BAG'DtNAS/KANTOR NAMA JABATAN TANDA TANGAN

30 DISHUBKOMINFO 29't_y<rc_-  ut../
tlr$r-31 DINAS DUKCAPIL {M l/*-r''*

32 DINSOSNAKERTMNS -@141"
33 DINBUDPARPORA 'uf-y116 w(
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?d Lobio

*-*b!
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, 34tr
tl '.-t)
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,rh:36 KANTOR KESBANGPOLINMAS b

37 KANTOR PERPUST & ARSIP tru Wlyw Vr,U,,r**
38 KANTOR KPPT {ci Sufi,rh w- u*fl

r-urr
39 RSUD dr. R. SUTMSNO 39

40 SATPOL PP cL, "r 10, , ' 40

41 TIM PKK KAB. REMBANG 41

42 PDAM g#N ue I 4

43 1Ex9_ElSl ?I\E-RAH

PD. BANK PASAR

43

4444

45 BPD JATENG CAB, REMBANG 45
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47 
-- '-'

46 BRI CAB. REMBANG
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APOTIK DAERAH

47
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49
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50 KANTOR KEMENTRIAN AGAMA
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51

,, /-t t,

51 r-
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66
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71

71

73

74

75

76

77
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DPD PARTAI GOLKAR

DPD PAN

DPC PARTAI HANURA

80 DPC PKS

81 DPC PARTAI NASDEM

82 DPC PARTAI GERINDRA

DPC PKB

DPC PDI PERJUANGAN
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RADIO CBFM
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90
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UP3AD (ASET DAERAH )
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KANTOR KPU KAB. REMBANG
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BTPN KCP. REMBANG
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PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No.88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

3 (TIGA} RAPERDA KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2015

Senin, 15 Agustus 2016

Dibacakan oleh: MUKHAMAD ZAENURI

Assalamu a,laikum Warohmatullahi Wabarokatuh....

Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua ....

BIS M ILIAH I RRO H M AN I R ROH I M.....

Alhomdulittohi Robbil o'lomiin, osholotu wossolomu o'lo Soyyidino Womoulono

Muhammodin, wo'olo olihi wosohbihi aimo'iin.'., Ammo bo'du ...

Yong komi hormoti :

=> Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang

=> Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang

=> Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

=> sdr. Pj. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala

Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan

para Camat dilingkunpian Kabupaten Remhang



=> Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf

=> Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LsM, Rekan-rekan

Wartawan, dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pemandangan Umum ini, terlebih

dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadlirat ALLAH swT, atas

segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada

kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan'hadir pada Rapat

Paripurna, dalam keadaan sehat Wal afiat tidak kekurang suatu apapun'

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi besar kita,

MUHAMMAD SAW, para shahabat, dan seluruh keluarganya.

Sdr. Bupati don wakil Bupoti, se'iro segenop Sidong Dewon yong komi Hormati,.,,

Bahwa 2 (dua) hari lagi, kita seluruh bangsa lndonesia, akan melaksanakan

perayaan peringatan Hari ulang tahun Kemerdekaan Negara Republik lndonesia,'

maka pada kesempatan ini pula, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

menyampaikan Selamat menyongsong Hari Ulang Tahun dan Dirgahayu

Kemerdekaan Rl yang ke 71, semoga kedepan Negara Kita tercinta Republik lndonsia

lebih jaya.

Kemarin tepatnya tanggal 14 Agustus 2016, di lapangan alun-alun kota

Rembang, telah dilaksanakan upacara Hari Pramuka yang ke 55, ntaka pada

kesempatan ini pula kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyampaikan

selamat Hari Pramuka yang ke 55, lebih ksususnya kepada Pramuka Kwarcab

Rembang, semoga kegiatan Pramuka di kabupaten Rembang ke depan lebih

bergairah, semangat dan Sukses.

Mengawali penyampaian Pemandangan umum, terhadap Tiga Raperda tahun

2016, yang paparan penjelasanya telah disampaikan oleh sdr. Bupati, dalam rapat

paripurna, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016, kami dari Fraksi Partai

persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten

Rembang, yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan 3 (ti8a) Raperda tahun

2015 ini, dapat terselesaikan, dan dapat segera untuk dilakukan pembahasan'

Adapun 3 (tiga) Raperda dimaksud antara lain adalah :

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Rembang Tahu n 2OtG - 2O2L.

2, Raperda tentang Perubahan, atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008,

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan



3. Raperda tentang Perubahan, atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011,

tentang Pedoman Peneyelenggaraa n dan Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi.

Sidqng Dewon yong komi hormotl.,,.,,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang mendalam, terhadap ke tiga

Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas, kami dari Fraksi Partai persatuan

Pembangunan, dalam Pemandangan Umum lni, menyampaikan beberapa catatan

sebagai usulan dan masukan, untuk dijadikan bahan pertimbangan, didalam

pelaksanaan pembahasan, antara lain :

1. Materi Rancangan Raperda RPJMO 2016 - 2021 ini, diterima oleh DPRD,

baru tanggal 08 Agustus 2015, sehingga waktu untuk melakukan kajian sangat

pendek, sikon ini menjadikan kita kesulitan, untuk memperoleh pemahaman

materi yang akan dibahas, bahkan sangat kurang untuk memahaminya, untuk

itu pada kegiatan-kegiatan yang akan datang, mohon agar penyajian materi

Rancangan seperti dimaksud dapat diberikan dengan tenggang waktu yang

cukup untuk melakukan telaah dan kajian.

2, Penyajian data yang ada didalam penyusunan Raperda RPJMD 2016 - 2O2t'

sebagian besar wujud dalam bentuk persentase, mohon agar dituangkan juga

wujud angka yang riel, sehingga dalam melakukan rasionalisasi dan kajian.

untuk pemahaman, dapat lebih cepat dan jelas, dengan demikian ahirnya

akan dapat menghasilkan suatu kebijakan/keputusan yang tepat, sesuai

dengan yang diharaPkan.

3. Setelah kami mencermati Rancangan RPJMD 2015-2021 ini, khususnya pada

BAB lV, tentang ANALISA ISU-ISU STRATEGIS, pada bab ini memuat banyak

hal, tentang kekurangan dan kelemahan atau tidak tercapainya program-

program di tahun yang sudah lalu, dan pada BAB V. tentang VlSl, MlSl,

TUJUAN DAN SASARAN , Serta pada BAB Vl. Tentang STRATEGI DAN

ARAHAN KEBIJAKAN. Pada bab ini memuat tentang Program solusi dan

penyelaian pada bab lV, Maka demi untuk Mewujudkan Masyarakat

Rembang Yang Sejahtera, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan,

mengajak pada semua pihak khususnya dari jajaran excutif untuk mau bekerja

yang lebih keras lagi.

4. Mencermati Rancangan RPJMD 2015 -2O2lini, pada BAB ll. A2'a, tentang

Strategi Pengembangan Kawasan, Bahwa utnuk program kedepan, akan

banyak usaha industri dan usaha lainya di kabupaten Rembang, hal ini

tentunya akan mempengaruhl tata ruang di Kab. Rembang, untuk hal tersebut

kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan, agar Perda No.

14 tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang



tahun 2011-2031, mohon ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan

perkembangan yang ada.

Untuk perihal pelayanan pada masyarakat, kususnya pelayanan KTP, Kartu

Keluarga dan Akte Kelahiran, mohon agar bisa dilakukan pelayanan yang lebih

dekat, misalnya bisa dilakukan pelayanan diwilayah di ex Kawedanan, di

kabupaten Rembang, hal ini , juga sesuai dengan yang diusulkan oleh para

Camat pada rapat Komisi'

Berkenaan dengan Raperda tentang Pedoman Penyelenggalaan dan Retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi, setelah Raperda dimaksud disahkan

dan diundangkan menjadi Perda, kami minta agar SKPD terkait selalu

melakukan monitoring dan pengawasan secara periodik, agar Regrrlasi/Perda

tersebut, dapat dijadikan pedoman pelaksanaan oleh pihak-pihak yang

berkepentingan.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan,

Tentang Tiga Raperda Tahun 2015 ini , karena waktu pembahasan yang sangat

pendek, dan dengan banyaknya kegiatan yang lain, mari kita selalu mohon pada

ALLAH SWT, semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dan kelancaratr, sehingga

apa yang kita lakukan mandapatkan hasil, dan manfaat yang maksimal untuk

Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang tercinta.

Trima kasih atas segala perhatianya, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

Billahi Taufiq Wal Hidayah .....

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang, 15 Agustus 2016

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIS

5.

KETUA

(h'n"r/
SUGIHARTO ZAIMUT UMAM NS



PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS

RAPERDA RPJMD
DAN 4-{EfrfiPEr) RAPERDA

L Lfu").

FRAKSI DEMOKRAT

DPRD KABUPATEN REMBANG

Rembang, 15 Agustus 2016

ibacakan oleh : EDI KARTONO, S.Pd., M.H.



DEWAN PERWAK]LAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang

Telp. (0295) 691194; 693290; 693291

PANDANGAN UUUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS

RAPERDA RPJMD DAN 4{E{VlffrI) RAPERDA

e- L!*r).
SENIN, 15 AGUSTUS 2016

Dibacakan oleh : EDI KARTONO, S.Pd., M.H. ,

Assalamu' alaiku m Wr. Wb.

Selamat pagidan Salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kamihormati:

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten

Rembang

3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang

4. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan,

Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan

Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang

5. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama Staff

6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-

rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur

kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat

dan hidayahNya sehingga pada siang hari ini masih diberi



kenikmatan hidup dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas 5

(lima) Rancangan Peraturan Daerah.

Dalam kesempatan ini pula kami tidak lupa menyampaikan selamat

jalan kepada calon haji yang mau berangkat ke tanah suci semoga

selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dalam menjalankan semua

rukun ibadah haji di tanah suci dan semoga pulang , ke tanah air

dengan sehat, selamat dan semoga menjadi haji yang mabrur.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang

Terhormat,

Kami Fraksi Demokrat mengucapkan terima kasih kepada Bupati

dan Wakil Bupati terpilih telah disampaikanya raperda tentang

RPJMD sesuai dengan amanat UU no 23 tahun 2014 bahwa Bupati

dan Wakil Bupati terpilih selambat lambatnya 6 bulan setelah

pelantikan harus menetapkan perda tentang RPJMD.

Pada tanggal 8 Agustus'2016 kemarin disaat rapat Bamus

menjadwalkan pembahasan pada KUA - PPA perubahan 2016 pada

jam 13.10 WIB raperda RPJMD diterima sekertariat DPRD, karena di

ketentuan UU no 23 tatiun 2014 bahwa apabila perda RPJMD

terlambat ( lebih dari 6 bulan setelah pelantikan ) maka Bupati dan

Wakil Bupati serta Anggota DPRD tidak menerima gali selama 3

bulan. Sehingga bamus yang seyogyanya membahas jadwal KUA -

PPA perubahan menjadi pembahasan raperda RPJMD padalral

sudah beberapa kali kita peringatkan untuk segera dikirim raperda

RPJMD.

Kami menyangkan kinerja eksekutif yang benar benar sangat

lamban, padahal uji publik draf awal sudah dilaksanakan pacla awal

puasa kemarin, ada apakah dengan kinerja PEMKAB Rembang saat

ini???. Kemarin dinas PU yang memble sehingga kegiatan tidak

jalan dan sekarang bagaimana???? Ada apa???.



Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang

Terhormat,

Perlu Kami sampaikan normatifnya bahwa RPJMD adalah

REPELITA ( rencana pembangunan lima tahun ) di era orde baru jadi

RPJMD adalah masterplan/blue print Rembang dalam lima tahun

mendatang. Sehingga KUA - PPA perubahan 2016 dan KUA - PPA

2017 sudah berpedoman pada perda RPJMD , kami khawatir KUA -

PPA2017 belum selaras dengan raperda RPJMD.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang

Terhormat,

Berdasarkan sajian raperda tentang RPJMD kami masih melihat ada

beberapa hal yang perlu ditingkatkan target pencapaianya antara

lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebisa mungkin sampai dengan tahun

ke 2 bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen

dengan mempermudah perijinan investasi.

2. Prosentase penduduk miskin di masa ahkir jabatan bupati dan

wakil bupati kami berharap bisa menekan sampai dibawah 10

persen.

3. Untuk prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik

sampai dengan tahun 202'l kok hanya 60,10 persen kami

fraksi demokrat meminta agar dalam tahun ke 2 ( 2018 )

persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik sudah

mencapai 80 persen mengingat silpa anggaran tahun 2015 dan

2016 masih sangat tinggi sehingga sangat mungkin untuk

program perbaikan jalan dan jembatan yang mendukung

pertumbuhan industri di,Kabupaten Rembang.

4. Selebihnya tentang indikator capaian kinerja pembangunan

daerah secara umum kami meminta untuk ditingkatan.



Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang

Terhormat,

Terkait dengan raperda tentang perubahan perda no 3 tahun 2011

tentang pedoman penyelengaraan dan retribusi pengendalian

menara telekomunikasi, kami fraksi demokrat mengharapkan agar

ada penambahan pasal terkait sanksi yang terlambat atau tidak

bayar bahkan ijin sudah habis belum diperpanjang, kami berharap

tindakan tegas dari Pemkab Rembang karena sangat banyak kasus

seperti itu.

Terkait dengan raperda tentang perubahan perda no 4 tahun 2008

tentang penyelenggaran administrasi kependudukan kami fraksi

demokrat berharap bisa mempermudah dan menyederhanakan

layanan-layanan terkait dengan administrasi kependudukan di

Kabupaten Rernbang dan juga tentang pelayanan mulai dari

Kecamatan sampai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang

Terhormat,

Demikianlah pandangan umum Fraksi Demokrat ini kami sampaikan,

akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua,

Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu

undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan

seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha

Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan

perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalam u' alaiku m Wr. Wb.



Rembang, l5 Agustus 2016

FRAKSIDEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

EKASTSWA KART-lKA j:,l',' IMRO'ATUS HAH, S.E., M.H.



r ri t xrrltaorlt ra t^iol^*er.ab.

Pcmandangan Unrunr
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATDN REMBANG
. TI|RHADAP

RANCANGAN 3 (TIGA) RAPERDA
KABUPATEN REMBANG TATIUN 2OI6

Disampaikan oleh Ilyas
pada sidang paripurna DPRD kabupaten Rernbang, senin, l5 Agustus 2016

Assalamu 'alaikunt wr wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab
Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten

Yang kami Hormati, Pirnpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DlrllD Kabupatcn Renrbang,
beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Pj. Sekretaris Daerah dan para calon Sekrctaris Daerah scrta
Sokretaris Dl'ltD kabupatcn [{embang beserta.ja.larannya.

Yang kami Hormati, kawan-kawan pers, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali pemandangan umum (mohon maat) Saudara Bupati perkenankan kami rnenyarnpaikan
usulan atau tepatnya ajakan dengan pertanyaan "SKPD mana saia yang sudah menerima kartu
merah atas minimnya serapan anggaran yang sudah ditetapkan mcnjadi l)craluran Daerah?"

Selanjutnya kamijuga sampaikan usulan agar dalam sidang sidang yang terhornrat ini akan lebih
elok jika dihadirijuga oleh para camat dan'SKPD. Dalam rapat paripurna t)l)Rl) yang tcrhonnat
ini dapat dijadikan sebagai ajang silatunahmi yang barangkali ada mis inforrnasi antara legislatil
dengan eksekutif.

Selamat Hari Pramuka l4 Agustus semoga nilai nilai setya yang didharnrakan, dan dharnra yang
dibuktikan. Mudah mudahan Ka Kwarcab semakin meningkatkan dharnra bhakti Pranruka untuk
masyarakat, dan khususnya para pelajar.

Sidang Sidang Yang Kami Hormati

Adalah suatau kehornratan bagi kita sernua untuk memtrahas RP.IMI) 20 l(r-202 I yang nren jadi
piiakan bagi Bupati-Wakil Bupati Rcmbang tcrpilih untuk nrcrnbrrngrrrr Ilcrrrhlrrg lchih blrik hgi.
l)a<la waktu yang bcrsamaan kita juga akan rncmbahas dua pcrubahan ralrcrda lcntarrg
pengendalian menara telekomunikasi dan penyelenggaraan adrrinistrasi kependudukan.

llcrikut katni sunrpaikan pr:rnandangarr urrrunr kanri tcrhl(lill) kcliga rirllcltlir tcrschul.

Raperda RP.IMD

Sebaiknya raperda RPJM dibahas secara terpisah dengan raperda lain agar dalanr nrcnyusun
rilncirngrttl nrogrflrn logislnsi tlncnth lurrrrs lris:r rrrtrrrlrrlrl l.r'iorit;rs Mcrnil;rlr rr:rrr:r r:r1rr.rrl;r r,;rrr11

stratcgis datt ntana yang rncnturrgk irr karr [risa dipariputrrakirrr sccirra hcrsanrir.



Dalam proses pembuatan RPJMD ini agar melibatkan stakeholder melalui dcngar pendapat untuk

;;rg,rt",U, densi terjadinya hasil doiumen RPJMD yang rnenriliki lranvak kekurangan
'a;i;;"k;fi 

"h. 
sinkonisasi antar" Run"ungun pembangunan Jangka Panjang.Daerah (RP.lPD)

ZOOi-iAZS,mako pembangunan dan janji atau program Bupati-Wakil Bupati'

ff.na"f."Vu nplMi kabupaten Rembang 2016-2021 mampu secara tepat menyusun perumusan rsu

,ir.i.gir, pri.rl,as pe*bangunan, dan arih kebiiakan yang rnengarah pada pcnvelesaian masalah

vans dihadapi kabupaten Rembang.

ffiil;;1]f,!'il.g" r.p."i lingfungan hidup, rata kelola pernerinrahan ya*g baik, pelavanan

p"iaia*"r, p"f"y"n'un nir"t 
"tanian 

[erlinaungan anak rnendapatkan perhatian yang lebih Ada

i;;;"6;ntara keinginan kuat untuk ,e,ibangu,t tatanan ekononti dcngan sektor sektor

strategis tersebut.

i[;lt i;h,*eskipun Saudara Bupati Dalam Nota Pengantar Raperda telih nrenyanrpaikan

nelibatan oublik sebagaim.nu disebuitun pada halarnan 8 dan 9' karni mengusulkan agar.clalarn

ffiffiud; pu,-";;"* rn*in ritu p.rtukan untuk m.elakukan proses petibaran.stake holders.

liriruuuput.n nembang yang cukup panjang dibanding dengan visi visi daerah lain,

f.r*riraiy. fr4asyarat"i R.niU"ng yul' S.ja'tt.ta,.Uet.tui Peningkatan Perekopomian dan

ir*uJra.vi Manusia, yung oltuni"rl slmangat Kebersamaan, Pernberdayaan Masyarakat dan

f"*t"rtifr-", jika tiiak lati hati akan. sulit untuk dijabarkan dalam RP'IMD'

i"r"rfi *"rirg'frase dan dilsi seperti Sijahtera, Semangat Kebersamaan, Perrberdayaan rnenriliki

,""t".-*i"tint"s yang sulit untuk diukur. Hal ini penting agar publik dapar mengukur capaian

kinerja Bupati-Wikil Bupati dalam 100 hari, I tahun' dan seterusnya'

i"ri t.f"i. a.ngun trtulut 
-,iiti 

t.Uug"i pif,n"n uniuk mencapai visijuga rnas.ih kita temukan hal

hal vans sifatnva belum terukur. seuer-apa'trat itu antara lain rnenciptakan stabilitcs.politik yang

;ilff" "d"il;;il;il;;nduduk 
dan tertib arministrasi. Atau menciptakan kedaulatan

p"ung'un yung t.Uetulnya bukan menjadi kewenangan daerah'

F.niingtugi t"ri agar RPJMD ini bukan sekedai dokunren yang kcnrudiatr tidak rneniadi acttan

litu u"?tu#" dalam 
-membangun 

rencana jangka menengah kabupalcn Rcnrhang'

Kami berharap Rplrrm *.niJi tonsumii pibtit< seuagaimana misi kabupatcn llernbang poin

Pertama ..^-.- ^..t,^r; 1.,,i aDrr\rl'
Demikian pemandangan umum kami terhadap raperda RPJMD' yang sekali lagi RPJMD itli

menjadi milik masyarakat Rernbang'

Saudara Pimpinan Sioang, Bupaii-Wakil Bupati dan Hadirin yang kanri llormati

Sebelum kami lanjutkan p.ru-ia'unlun umum ini, kami sampaikan selamat kcpada nrasvarakal

Rembang yang trr"n *.ny".uut-t iri Kemerdekaan RI dengan antusias. scmoga ntenanrbah kita .

untuk cinta tanah air atau hubbul wathan'

Raperda pengendalian menara telekomunikasi

Pnnsipnya kami s"p^tut a.nfr,ip;;;;;;;"pt'da ini yang memang mengurrtungkan masyarakat'

i.iirJti, *p*aa ini kami t.:rnpultun informasi yang berhubungan dengan-B'[S atau menara

telekomunifasi yaitu tentang balon google yang berpotensi rrengBantikan IJ-I'S 
-

;,r;ilEffi;'ioon a"m*-Urntrk 6alo-n terbaig akan membantu penyaluran inliastruktur agar

penduduk wrlayah terpenc,i il;;;;;.rrsakan-akses inrernet yang sarna dcngan penduduk di

wilayah-wilaYah terj angkau.

SetiapbalondiProjectLoonakansepertiBTS,.melayang'''YaknrberltrrtgsiscportinlcnaraBTS
(hase transceiver stcttionl padi-il]1u.nyu, tetapi melayang di udara dan nreniangkau claerah yang

lebih luas.
Sctiapbalon<liProjccrl,oonakantcrhangclikctinggianktrrarrglclrilr2()kiltlrrrclr:rt|arilrcrttrttkaan
laur (60.000 kaki). Masing-muring ,-nr*iili.langkiuan radius 40 krtt. sctlttrtgkan l3'l'S biasr hanya

sekitar 5 km. f)an lebih murah

Raperda penyelenggaraan administrasi kcpcnd utlu kan

kc;rl:tttlttdttk;ttt tcrlt:tttthal .iitrak yit ttg c trl trp .llttrlr

Pimpinan sidang dan hadirin yang katni rnulvakan "'
-"iriigri p",r*,,,fi1l.,,,.,r.t,,,,gui,',,,i,,'i,,r ,i,i f,,iiti rrl!:rrllll;rk l(:l):r(lit rrlir\\';rr:rl':tl l'rth l(ctrrh:rtt1'' ttttlttk

selalu mencurahkon s"genuf,- t"nuga dan likiran uttlu lritltgsa tlatl ncg^ra t,'ct.rrla l);rtvttlt ltliau

Kl l. Mrrslholh Risri. "nang'sn ini irksa,rn gangsirr6 Ja<li kita hartts tttclti:r11;t li cscirttSanga tt

rrgangsi*g lrcrputar. xur",ri'ir"grtu garrg(iitg ticrllcrlri, tttakit itLittt llrtttettt 5:tttl"sit tllrtt ttug'ltra itti "



sekian

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rembang,' I
Fraksi Partai

iw Sekretaris



PilPmflnrcm

FRAKSI PARTAI PDI PEIl,lLiANG;\N NASDEM

DEWAN PERWAKILT\N Rr\K\';\l' DAERAH

KABT.IPATEN RENI I},\NG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Kode pos 5921 2 Rttg.

PEMANDANGAN TIMTIN{

FRAKSI PARTn I DEMOKRnSI INDONIiSIA l'l:lt.ltiAN(;AN NASI)l:M

DEWAN PEITWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATh,N IIEIv{BANG

TENTANG:

3( TIGA ) RAPERDA 20r6

Tanggal : 15 Agustus 2016

Dibacakan Olch :

Assalamu' alaiku m waro h ntatu llo lr i wa bo rokotu h

Salam sejahtera bagi kita semua

MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, Plt Bupati Rembang

Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Renrlratrg

Yang terhorntat, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten llcrntrang

Yang terhormat, FORKOMPINDA Kabuparen Rembang

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten BupaLi, Kabag dilingkungan Sclda Kirh. llcrrrhlrrg

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Calnat se-Kabrrpatctr llcnrhang

l)ara l'anru Undangarr yarrg llcrbalragia.



Liadirin sidang paripurna yang kami mulyakan'

Dalam kesempatan ini kami fraksi PDI Perjuangan Nasdem sebclunl memyampaikan inti

pemandangan umum ini kami terlebih dahulu mengucapkan selantat l{ari .ladi Provinsi Jateng

yang ke- 66 di tahun 2016 semoga provinsi Jateng ini senrakin rtraju,dan kami juga

mengucapkan HUT RI yang ke - 7l yang jatuh pada tanggal 17 agustus 2016 semoga ini

menjadi momen untuk kita bersama -sama semakin semangat untuk ntervuittdkan pentbangrnan

di kab. Rembang kedepan. Dalam penyampaian pemandangan urnunl terhadap 3 ( tiga )

Raperda yaitu :

a. Raperda tentang RPJMD ( Rencana pembangunan jangka Mcnengah daerah ) kab.

Rembang tahun 2016 -2021,

b. Raperda tentang perubahan atas peraturan Daerah no 4 tahun 2008 tentang

penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,

c. Raperda tentang perubahan atas Peratura daerah no 3 tahun 20 t I tentang Pedoman

Penyeenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekonrunikasi ,

Ada beberapa hal yang akan kami sarnpaikan, diantaranya:

2.

Kami berpendapat bahwa penyarnpaian materi RP.IMD ini yang baru kanri terinra pada

tanggal 8 agustus 2016 adalah sangat terlanlbat. Apalagi pada rvaktu yang lrersanraan

kami juga ada kegiatan- kegiatan lain .Sehingga dengarr scrnpitnya rvaktu tentu sa.ia kami

kurang bisa mempelajari RPJMD secara utuh.

L.lntuk menunjang industrialisasi di Kab. Rembang kanri bcrltara;r baltu,a rcncana tata

ruang dapat dipersiapkan lebih maksimal sehingga dapat senrakin nteuarik investor untuk

berinvestasi di Kab. Rembang.

Unhrk rnenekan angka kemiskinan , Pemkab Rembang bisa ntcngintervensi perusaltaan

yangada di Kab. Rembang agar mengutantakart pcuycrapar) tcrllga kcrja local.

Kanri nrenghimbau agr ada kejelasan dalatrt pcrrycdialn pcriiinan tnenara

telekomunikasi agar pihak Pemkab ,Rembaug bisa ikut bcltartggung.iarvatr dalanr proses

pengawasan dan bisa memikirkan dampak adanya ntenara tclckontunikasi yang ada di

Kab. Rembang.

L

3.

4.



Iladirin Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan

Demikian Pemandangan Umum dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem, setnoga dapat bermanfaat

dan berguna bagi kita semu4 kurang lebihnya mohon tnaaf'

WaBillahi Taufiq wal Hidayah

Wassalamu alaikum wr. Wb.

MERDEKA.!!!

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDF.M

DEWANPERW YAT

KETUA SEKRETARIS

ALI IRCIIAM ST



PEMANDAI\GAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )

DPRD KABUPATEN REMBANG

ATAS

3 RAPERDA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016

PARTAI

GER.ffiffiffiffiA
GERAKAN INDONESIA RAYA

REMBANG, 15 AGUSTUS 2016



Pemandangan Umum
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDO]{ESIA RAYA
DEWAN PERWAKILA}{ RAKYAT DAERAH KABUPATEN REI\{BANG

TERHADAP
3 ( TIGA ) RAPERDA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016

Disampaikan oleh Puji Santoso, SP, MH.
Pada sidang paripuma DPRD Kabupaten Rembang, Rabu 15 Agustus 201 6

Aisalomu'alaikum wr. wb,

Salam Indonesia Royo--.

Yang terhormat Saudara BUPATI dan WAKIL BUPATI Rembang.

Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD dan segenap anggota Dewan.

Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Yang kami hormati Saudara Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Itembang.

Yang kami hormati Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten Bupati, Kepala Badan,

Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Carnat se Kabupaten

Rembang

Yang Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pirnpinan

Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia

Segala puji bagi ALLOH ROBBUL'ALAMIN, Sholawat dan salam semoga

tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dan segenap ulnatnya.

Sebelum kami menyampaikan Peman'dangan Umum Fraksi, kami ucapkan selamat

hari Pramuka, yang jatuh pada tanggal 14 Agustus. Pramuka ( Praja Muda Karana )

yang berarti anak muda yang suka berkarya, mari kita tingkatkan semangat

berkarl'a untuk membangun bangsa.

Selanjutrya, kami ucapkan selamat hari Proklamasi Kemerdekaan Republik

Indonesia yang ke 71, 'MERDEKA", mari kita satukan seluruh semangat

kemerdekaan secara bersama-sama unfuk membangun dan mengatasi masalah-

masalah yang ada di Kabupaten Rembang.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormrt;

Pada hakekatnya 3 Raperda di ajukan ke DPRD tersebut, Fraksi Gerindra bisa

menyetujui untuk dibahas. Namun, Fraksi Gerindra akan memberikan beberapa catatan

kitis dan pertayaan sebagai berikut :



1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah'fahun 2016 -

2021

Menurut fraksi Gcrindra bahwa Misi bupati yang nomor I yaitu "mcwujrrdkan

pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatil dan berkeadilan sesuai

prinsip pemerintahan yang manah" ini perlu dipertegas semangatnya karena waktu

yang diberikan dalam menyusun RPJMD adalah 6 bulan dan bclurn dimanfaatkan

seefektif mungkin. Seharusnya Raperda RPJMD ini bisa dibahas 3 - 4 butan

setelah Bupati dilantik, karena ini akan berdampak pada Program atau Kegiatan

yang ada di Anggaran Perubahan Tahun 2016 ini. Sampai saat ini rakyat

Kabupaten Rembang telah menunggu Rumusan RPJMD yang rcalistis dan dapat

menyenhrh langsung pada kebutuhan masyarakat. Fraksi Gerindra berharap data

yang disajikan diusahakan disusun seakurat mungkin, schingga perlu

diseragamkan definisi masing-masing data dalam penataan disetiap SKPD. FIal ini

mutlak diperlukan agar sebuah perencanaan bisa terukur dengan benar. Terkait

dengan isi reperda ada beberapa hal yang perlu kami kitisi :

- Apakah peran Aparat Pemerintah Kabupaten Rembang sudah Optimal dalam

menyusun rencana untuk meningkatkan kesej ahteraan masyarakat? Karena kita

tahu bahwa Kabupaten Rembang merupakan Kabupaten termiskin se jawa

Tengah nomor 5.

- Terkait dengan visi Bupati Rembang " Terwujudnya Masyarakat Rembang

yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya

Manusia, yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat

dan Kewirausahaan", apakah rumusan tersebut sudah mcnunjukan apa yang

akan dicapai dalamkurunwaktu 5 tahun mendatang?

- Tentang misi bupati nomor 7 " Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kapasitas

Ekonomi Rumah Tangga Berbasis Pertanian dan Perikanan" bagaimana

stratcgi mcwujudkannya? Scrrrcntura disatu sisi trattyrtk lrllulrt pcr(atti:tlt yatlg

beralih fungsi, baik untuk permukiman maupun pertokoan. Apakah pcmerintah

mampu mencegah kubutuhan masyarakat akan perumahan, setncntara di

pedesaan setiap kali membangun perumahan tanpa nrelihat pcruntukan

tanahnya dan tanpa meminta ijin mendirikan bangunan (lMIi). Sclain itu

produksi pcrikanan yang ccndcrtrrrg tncnrlrun karcttit Pclarltrg,itn knpal

cantrang.

llapcrda tcntang pcrubuhan atas pcrflttlran dacrah kabtrpalcn rctrthitng ntttnor 3

tahun 201I tentang pedoman penyelenggaraan dan retribusi pcngcndalian mcnara

tclckorrrur r ik rrsi

)



Fraksi Gerindra sangat menyayangkan atas keterlambatan Pemcrintah Kabupatcn

Rembang atas perubahan Perda Nomor 3 tahun 20ll ini. Karcna hal tersebut

berdampak pada hilangnya potensi Retribusi pengendalian menara telekornunikasi

Tahun 2015 yang tidak dapat diterima yaitu senilai Rp. 1.012'817.00,-. Padahal

Perda tersebut telah terkena Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17

November 2014 dan dibacakan pada tanggal 26 Mei 2015. Itu artinya seharusnya

Pemkab Rembang mengajukan Perubahan Perda ditahun 2015, karena pada tahun

2015 DPRD membahas Raperda Non APBD di Bulan Desember' Karni juga

berharap dalam menentukan besamya tarif Retribusi, I)cmcrintah harus

mempertimbanglan Prinsip-prinsip pemungutan pajak yang mcliputi Kepastian

Hukum, Keadilan, Kemudahan dan Efisiensi'

3. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupatcn rclnbang nomor 4

tahun 2008 tentang penyelenggu aan admini strasi kependu du kan

Kami menyambut baik atas perubahan perda ini, karcna UU nomor 24 tahun 2013

telah mengembalikan semangat awal bahwa penduduk berhak atas Dokurncn

Kependudukan. Karena ini suatu hak, maka akan wajar dan patut bila Pemerintah

berkewajiban memenuhi hak penduduk dan tidak wajar bila Hak Penduduk

dibebani dengan biaya penyelenggaraan baik melalui pungutan rctribusi maupun

sanksi administrasi berupa denda. Dengan adanya pclirnpahan wewenang ini,

Pernerintah kabupaten rembang akan mendapatkan data yang validitasnya dapat

diandalkan dengan akurasi mutlak dalam suatu sistem yang tcrintegrasi secara

nasional.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Fraksi Gerindra berharap bahwa pembahasan Raperda ini harus dilakukan secara

serius dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek. Kami juga berharap

bahwa raperda ini nanti akan dibahas bersama dengan steakholder yang tcrkait baik itu

dinas dan instansi terkai! pengusaha jaringan telokomunikasi maupun masyarakat umum'

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan. Teriring doa dan semangat

kerakyatan semoga Raperda ini bisa dibahas dengan penuh tanggunS,.iawab, cennat,

hikmad, dan tepat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa sclalu mcnuntun niat

baik ini. Serta membuahkan hasil yang optimal, berguna, dan bcrmanfaat bagi

masyarakat Kabupaten Rembang.

Wassalana'alaikum Wn l/b.

/fu**/ IIDRI Kt'RNIAWAN. SE.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl.DiponeSoro No 88 Rembang - TelP (0295) 693290

@

ffi

1.

7.

PEAAANDANGAN UMUM FRAKSI
ATAS 3 RAPERDA

Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kab. Rembang Th. 7016 -
2021
Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab.
Rembang No.3 Th.2011 ttg Pedoman
Penyetenggaraan dan Retribusi Pengendatian
Menara Tetekomunikasi.
Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab.

Rembang No.4 Th.2008 ttg Penyetenggaraan
Administrasi Kependud ukan.

DISAMPAIKAN DALAM

RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. REMBANG

HARI SENIN TGL 15 AGUSTUS 2016
JURU BICARA : JOKO SUPRIHADI, SH

3.



Assalamu' alaikum Wr. Y{b,

Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD

Kabupaten Rembang

Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten

l:fh' hormati sdr. pejabat sekretaris Daerah Kabupaten

Rembang

Yang kami hormati Staf Ahti, Asisten Sekda, Kepata Badan, Kepata

Dinas, Kepata Kantor, Kepata Bagian Setda dan Camat di

[ingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM,

rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawati penyampaian pemandangan umum fraksi kati ini,

perkenankanlah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur

ke hadirat Attah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan,

kesetamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua selringga kita bisa

hadir datam suasana yang berbahagia ini.

Juga kami mengucapkan setamat utang tahun kemerdekaan bangsa

dan negara Repubtik lndonesia yang ke-71, semoga Tuhan Yang Maha

Kuasa senantiasa memberi kesetamatan dan kekuatan kepada kita semua

untuk membangun negara menuju masyarakat yang maju dan sejahtera.

Saudara Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin sekalion.

Tibatah saatnya kami menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi

Karya Sejahtera atas 3 Raperda yaitu
'l . Raperda tentang RPJMD

2. Raperda tentang Perubahan Perda No. 3 Tlr 201 I ttg. Pedon'lan

Penyelenggaraan dan Retribusi Pengenclalian Menara

Tetekomunikasi.



t.

3. Raperda tentang Perubahan Perda No. 4 Tahun 2008 tentang

Penyetenggaraan Administrasi Kependudukan yang diajukan oleh

Sdr. Bupati pada hari Rabu tgl 10 Agustus yang latu, sbb,

Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kab. Rembang Th. 2016 - 2021.

1. Saudara Bupati menyebutkan bahwa proses penyusunan draft
RPJMD ini bertangsung setama 6 butan, dimutai butan Maret 2016
sampai dengan butan Agustus 2016 dengan mbtatui berbagai
tahapan. Tetapi kami temukan penyusunan RpJMD ini kurang
cermat, hat ini bisa kita Jihat datam batang tubuh Raperda tidak
menyantumkan pasa[ 8, tetapi datam penjetasan Raperda
menyebutkan pasa[ 8.

2. RPJMD. adatah penjabaran visi dan misi kepata daerah seperti apa
yang disampaikan padd saat kampanye da'hutu. Visi, misi maupun
RPJMD bukantah kitab suci yang hanya untuk disimpan di atmari
besi; tetapi dokumen penting yang menjadi pedoman kepata
daerah datam metaksanakan tugas dan kewajibannya datam
metayani masyarakat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan
yang diinginkan. Visi, misi dan RPJMD diimptemantasikan dalam
APBD setiap tahun untuk dilaksanakan dengan baik oteh
Pemerintah Daerah dengan jajaran SKpD.

3. Vis] misi yang bagus, tetapi tidak ditindak lanjui dengan penetapan
indikator kinerja pembangunan daerah terhadap capaian kinerja
penyelenggaraan urusan pemerintahan Kab Rembang Th ZO16 -
2021. Hat ini bisa kita tihat datam aspek kesejahteraan
masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi pd th. 2015 sebesar 5,49 %
tetapi tarjet kinerjanya sampai th 2021 hanya sebesar 5,90%. Hat
ini menunjukkan datam kurun waktu 5 tahun pemerintah hanya
menarget pertumbuhan ekonomi naik 0,41 %. padahat taju inftasi
th 2015 sebesar 2,66% sedangkan target kinerja inftasi pada th
2021 meningkat menjadi 5,1yo - 6,0%. Atau setama 5 th inftasi naik
sebesar 2,34/o - 3,347o. Hat ini menunjukkan tingkat daya beli
rnasyarakat dtm kurun 5 th mendatang menjadi menurun, sehingga
kalau target pengurangan penduduk miskin pd th 2015 sebesar
18,90% dan target th 2021 menjadi 11,55 o/o, menjadi tanda tanya'
besar. Katau konsep ini dipertahankan maka akan mengancam misi
ke-2, yaitu Membangun kemandirian ckonorni clan upaya
penanggutangan kemiskinan berbasis sumber daya claerah, maupun
pemberdayaan masyarakat, serta terjamirrnya ketestarian
tingkungan hidup.



lndeks GlNl.
lndeks GlNl merupakan patrameter untuk menurrjukkan tingkat
ketimpangan masyarakat dari sisi pendapatan. Didatam tahun 2015

menunjukkan indeks GlNl sebesar 0,32 yang menggambarkan

tingkat kesenjangan menengah. Sementara target kinerja sampai

dng th 2021 stagnan atau masih sebesar 0,32. Semestinya Saudara

Bupati datam kurun waktu 5 tahun mampu menurunkan angka

dibawah 0,30, sehingga tingkat pendapatan masyarakat merata.

Misi ke 4 yaitu metanjutkan pembangunan infrastruktur yg merata
dan berkuatitas serta berdimensi kewitayahan. Hat ini betum bisa

digambarkan datam penetapan indikator kinerja pembangunan
daerah terhadap capaian kinerja penyetenggaraan urusan
pemerintahan Kabupaten Rembang th 2016 -2021. Hat ini bisa kita
tihat dari proporsi panjang jalan dan jembatan Kabupaten
Rembang pada tahun 2015 jatan dan jembatan yang datam kondisi
baik sebesar 48,98 Yo, sementara target kinerja th 2021 hanya

sebesar 78,98Yo. Padahat seturuh masyarakat Rembang mengetahui
bahwa existing anggaran pembangunan jatan dan je'mbatan pada

tahuun 2015 hanya tertaksana sekitar 30 %. Seandainya anggaran
tahun 2015 bisa tertaksana secara maksimat, kami yakin pada th
2015 panjang jatan dan jembatann yang datam keadaan baik
mencapai hampir 70 %. Sehingga target kinerja pada akhir masa
jabatan Saudara Bupati dan Wakil Bupati, jatan dan jembatan yang

datam kondisi baik mampu menarget minimum 90 %. Maka kami

katakan bahwa target sebesar 78,97 % pada tahun 2021 "kurang
prestisius".

Dari sisi target keuangan.
Sektor pendapatan asti daerah (PAD) mengatami penurunan yg

sangat drastis. Hal ini dpt kita lihat pada th 2015 PAD sebesar

11,86 Yo, kemudian menurun setiap tahunnya sampai pada target
kinerja th 2021 menjadi 7,70 %. Ha[ ini menggambarkan target
kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang selama [irna tahun tidak
menunjukkan kinerja yang baik.

ll. Tentang 2 (dua) MPERDA yang [ain.

'1. Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab' Rembang No' 3 Th.

2011 ttg Pedoman Penyetenggaraan dan Retribusi Pengendatian
Menara Tetekomuni kasi.
Akibat dibatatkannya pasa[ 124 yang dianggap bertentangan dengan
pasal, 152 dan pasat 151 Undang-undang No. 28 Th 2009 ttg Pajak
Dacrah dan Retribttsi Daeralt otoh MK rlottr,latr kollrtlttsall No

46lPUU-Vlll2014 yang merupakan dasar dari llorrl-rcttLukatr Per<la

No 3 Th ?011 ttg Pedoman Penyelenqo,araalr rlan Rotribttsi

4.

5.

6.



Pengendatian Menara Tetekomunikasi, sesuai dengan UU No. 12 Th
2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka FKS

sepakat bahwa Raperda ini pertu ditakukan pembahasan
perubahan.

2. Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. Rernbang No. 4 Th.
2008 ttg. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dengan bertakunya Undang-undang Nomer 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan, yang memberikan penekanan peran
aktif pemerintah dan pemerintah daerah dalam mbmenuhi hak-hak
administrasi penduduk metalui pemberian pelayanan publik serta
memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan
dokumen kependudukan, FKS sepakat untuk penyesuaian atas UU

tersebut didatam Perda Kabupaten Rembang No 4 Th 2008 ttg
Penyetenggaraan Administrasj Kependudukan, agar petayanan
pubtik tebih baik tagi.

Saudaro Bupati, Wokil Bupati dan paro hodirin sekalion.

Demikianlah pemandangan umum Fraksi Karya Sejatera dan

selanjutnya 3 Raperda ini akan dibahas datam rapat-rapat Pansus nanti.

Sebetum turun dari mimbar ini kami mengingatkan bahwa kita sebagai

manusia Jawa tidak boteh "ketangan jawa"ne, maka akan kami

sampaikan sebuah Piweting Jawa, sbb.

"Aja sok ngendel-endelake katuwihanmu, dpd maneh mamerake

kasugihan, kapinteran lan katungguhanmu, "adigang-adigung-adiguna".

Anggonmu ngongasake dhiri mau, dhonge enggon awakmu mung bakal

dadi ora aji. Luwih prayoga tirunen pratambange pari, kang saya isi lan

mentes matah sangsaya ndhungktuk. Pari kang ndhangak nudhuhake nek

kothong mtompong tanpa isi".

Artinya: Jangan pernah menunjukkan ketebihanmu, apalagi

memamerkan kekayaan, kepandaiaan dan kedudukanmu, "adigang-

adigung-adiguna". Katau kamu demikian, suatu saat clirimu menjadi

tidak ada harganya. Lebih baik ikuti sifat padi, yang semakin isi dan

bernas semakin merunduk. Padi yang rnenenga(lalr rnr:nrrnjrrkh,rrr kosorrg

mtompong tanpa isi.



Bita ada kat'a yang kurang frkenan 
pada penyampaian

Pemandangan Umum f'"t"i-tt"ti ini' kami mohon maaf yang sebesar -

besarnya' Semoga Tuhan YME'senantiasa memberikan rahmah dan

berkah kepada kn" ;;;" datam menjatankan tugas dan pengabdian

membangun KabuPaten Rembang'

JOKO SUPRIHADI' SH

Rahayuingkang sdmya pinonggih' wassalamu' olbikum W r' W b'

DPRD KABUPATEN REMBANG
"' ?i'aiisi KARYA sEJAHTERA

Sekretaris'
Ketua,

H. ISMARI,SH



FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PEMANDANGAN UMUM

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH :

L RPJMD KAB. REMBANG TAHUN 20t6 - 202t

2. PEDOMAN PENYELENGGARAAN Eg RESTRIBUSI

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

3. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dibac:rl<:ur C)lch : Nur.l:rnnllr

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabuparen Rembang

Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rernbang

Pejabat Sekreraris Daerah Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD, Staf AhIi Bupati, Asisten Sekrctaris Dacrirh. h.cpala

Dinas/Badan/Kantor/Bagian/lnstansi Vcrtikal sc l(ahu;tatcn Rcnrbrrng.

Camat se Kabupaten Rembang

Kerua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab. Rembang clan

hadirin yang berbahagia.

Assalaam u'alaik um Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat AIah SWT atas limpahan

Rahmat serta KaruniaNya, sehingga pada hari ini kita dapat rnenyampail<an

Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Rapcrcta clalarn kcadaan schat.



Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Memperhatikan penjelasan Bupati dalam rapat paripuma Pengantar

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, maka i<ami dari fraksi

Harapan perlu kiranya menyampaikan beberapa hal :

l. -fcntang Rapcrcla RPjMD l(ahtrpatcn Rcnrl'rirng 'l'irhtrn '2016 - 2021.

Mengingat bahwa RPJMD adalah panduan dalarn Pen)'usunxn rencana

pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan, rnaka dalaur pcllytlsun"lrulya

harus disertai dengan data-data kuantitatif yang cukup ut'ttltk tncmbautn

memberilan gambaran kondisi riil Kabupaten Rernbang.

2. Tentang Raperda Pedoman Penyclenggaraan clan Rcstrihusi Pcngcncl:rlian

Menara Telekomunikasi. Dalam Pengawasan dan pcr.rgcnclalian mcnara

telekomunikasi ini sebaiknya urelibatkan unsur petlerintah dcsa sehin6ga

pengawasan akan lebih melekat dan kondusifitas di area nenara

tclckomunikasi lcbih tciaga.

3. Tentang Rapercla Penyelenggaraan Aclni-nisrrasi Kcpcnclr-rclul<an. Uutul<

mendukung lcrbangunnya darabase kependudukan cli l(abupateu

Rembang, perlu juga disiapkan sarana dan prasaranrl yang tncncul<npi,

mengingat data kependudukan sangat vital untul< perencanaan

pembangunan dan juga merupakan hak masyarakat.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami mulial<au,

Demikianlah pemanclangan umutn dari Frll<si Ftnrapall, sclu()grl pcmhlhitsrtn

3 (riga) Raperda ini d.rpat berjalan clcngan bail< dan tichl< lcp.rs chri 1:rctttnjul<

Allah SWT. Aamiin.

B illahi ruut'i qw al hiday ah.



Vassalaamu'alaikum warahmaa'ltahi Wabankatuh'

Rembang, i5 Agustus 2016

FMKSIHAMPAN

DPRD KAB. REMBANG

L,...

I

Sekretaris

SAHNINGSIH, SE

Wakil Ketua



TANGGAPAN BUPATI REMBANG ATAS
PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN

DAERAH KABUPATEN REMBANG

Assa lamu al aiku m wa rah matu I toh i wa b a rokatuh.

Yang terhormat:

- Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Rekan-rekan Forum Komunikasi pimpinan

Daerah;

- Sekretaris Daerah, Staf Ahti Bupati, Asisten

Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian

Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;

- Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas

dan Kepala Kantor se-Kabupaten Rembang;

Senin, 15 Aqustus 2016



- Camat se-Kabupaten Rembang; serta

- Para hadirin sekalian yang berbahagia.

Marilah kita senantiasa memanjatkan puji

syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan seru sekalian

alam, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk

senantiasa mengabdi kepada-Nya, khususnya

dalam menjalankan pemerintahan Kabupaten

Rembang.

Di sela-sela Peringatan Hari Jadi

Kabupaten Rembang, Hari Jadi Provinsi' Jawa

Tengah dan Proklamasi Kemerdekaan Republik

lndonesia ke tujuh puluh satu, kita meluangkan

waktu untuk melakukan pembahasan Raperda

Kabupaten Rerqrbang. Dengan semangat peringatan

tiga hari yang bersejarah tersebut semoga

menambah semangat kita untuk menghasilkan

peraturan daerah yang berkualitas dan bermanfaat

bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan,

serta hadirin Yang saya hormati,



Kami menyampaikan terima kasih dan

penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh

Anggota DPRD Kabupaten Rembang melalui fraksi

masing-masing yang telah menyampalkan

pemandangan umum terhadap tiga raperda yang

kami ajukan, dan secara garis besar memiliki

pemahaman yang sama terhadap kebutuhan

pembentukan raPerda tersebut.

Adapun pertanyaan dan masukan dalam

pemandangan fraksi-fraksi' Kami berikan

penjelasan sebagai berikut:

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2016'2fi21

MenanggaPi Fraksi PPP serta PDIP

Nasdem terkait keterlambatan penyampaian

Raperda RPJMD 2016'2021 kepada DPRD

dapat Kami jelaskan bahwa ini merupakan

konsekuensi tahapan pembahasan sesuai

Permendagri 54 Tahun 2010. Kami sampaikan



terima sebagai masukan untuk perbaikan di

masa yang akan datang

Sedangkan untuk data dalam Raperda

RPJMD 2016- 2021 dalam bentuk persentase,

bahwa beberapa data penyajiannya

mengharuskan kami untuk menyampaikan dalam

bentuk prosentase. Namun demikian apabila

masih dipandang perlu akan kami sempurnakan

dan didalami lebih jauh pada saat pembahasan

Raperda.

Terkait usulan peninjauan kembali terhadap

Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Rembang tahun 2011-2031, perlu sampaikan

bahwa saat ini Kami sedang melakukan evaluasi

terhadap Perda RTRW di Kabupaten Rembang

mengingat perkembangan dan dinamika

pembangunan yang semakin pesat menuntut

perubahan perencanaan, pemanfaatan dan

pengendalian penataan ruang daerah.



MenanggaPi usulan Fraksi PKB agat

pembahasan Raperda RPJMD agar dibahas

secara terpisah dengan Raperda lain perlu Kami

sampaikan bahwa kebutuhan tiga Raperda ini

merupakan prioritas mendesak yang harus

segera ditetapkan. lni menjadi evaluasi bagi Tim

Penyusun Perda dari eksekutif dan Bapemperda

DPRD untuk mengelola waktu pembahasan'

Terkait dengan proses penyusunan RPJMD

telah sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2OO4 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan' Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010'tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan' Pengendalian'

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



Pembangunan di Daerah. Dalam tAhapan

tersebut telah dilaksanakan pelibalan stakeholder

menurut mekanisme Forum Konsultasi Publik

dan Musrenbang RPJMD dengan mgngundang

seluruh pemangku kepentingan sampai dengan

ke tingkat desa.

Adapun terkait dengan Perumusan Visi

Kepala Daerah merupakan ketetapan yang tidak

dapat dirubah sebagai janji politik yang

disampaikan dalam tahapan pemilihan kepala

daerah. Guna mewujudkan visi tersebut telah

dijabarkan melalui perumusan 7 (tujuh) misi

yang didalamnya memuat indikator-indikator

yang terukur, sehingga dalam pelaksanaannya

dapat dilakukan evaluasi kinerja baik secara

tahunan maupun evaluasi akhir masa jabatan'

Seperti contoh dalam mencipatakan stabilitas

politik tidak hanya berujung pada pengendalian

penduduk dan tertib administrasi melainkan

mempunyai beberapa sasaran terukur' yaitu:



a. Menurunnya kasus ganguan terhadap

keamanan dan ketertiban masyarakat,

dengan indikator sasaran: Jumlah Linmas per

Jumlah 10.000 Penduduk; , CakuPan

penegakan peraturan daerah dan peraturan

kepala daerah; Persentase luas tanah

bersertifikat

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat,

dengan indikator sasaran: Persentase

Pemilih dalam mengggunakan hal pilih pada

Pilpres dan Pileg serta Pilgub.

Meningkatkan kualitas penanganan pada

masyarakat PMKS, dengan indikator

sasaran: Persentase PMKS yang ditangani.

Meningkatnya keberdayaan masyarakat,

kualitas hidup perempuan dan pemenuhan

hak anak, dengan indikator sasaran:

1) Rasio KDRT

2) Cakupan Pemenuhan hak anak

b.

d.



A

f.

3) Persentase perempuan yang menduduki

jabatan di lembaga pemerintah

4) Posyandu aktif

5) Persentase swadaya masyarakat

terhapap program pemberdayaan

masyarakat

6) Persentase desa/kelurahan yang

mempunyai Sistem lnformasi Desa.

Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal,

situs dan cagar budaya, dengan indikator

sasaran: Persentase Benda, Situs dan

Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.

Terkendalinya pertumbuhan penduduk,

dengan indikator sasaran:. Cakupan perserta

KB aktif; Cakupan Pasangan Usia Subur

yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet

Need dan DO); Angka Pemakaian

kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah

usia 19-49; CakuPan PUS Pesera KB

anggota Bina Keluarga Balita (BKB); Jumlah



transmigran yang mendapatkan pelatihan

dasar umum (PDU)

g. Meningkatnya tertib adminsitrasi

kependudukan, dengan indikator sasaran:

Persentase penduduk ber-KTP; Persentase

bayi ber-akte kelahiran

Menanggapi Fraksi Karya Sejahtera terkait

Visi Misi yang bagus, tetapi tidak dilanjuti dengan

indikator knerja pembangunan daerah terhadap

capaian kinerja penyelenggaraaan urusan

pemerintahan Kab Rembang Tahun 2016'2021

dapat Kami jelaskan bahwa penetapan indikator-

indikator capaian kinerja penyelenggaraan

urusan pemerintahan dilakukan melalui proyeksi

berdasarkan asumsi-asumsi pencapaian kinerja

secara moderat maupun optimis berdasarkan

kondisi empiris di Kabupaten Rembang. Seperti

dalam target pertumbuhan ekonomi

diproyeksikan berdasarkan asumsi moderat

dengan pertimbangan kinerja makro ekonomi



terhadap kontribusi lapangan usaha dalam PDRB

Kabupaten Rembang yang diharapkan dapat

didukung oleh percepatan pertumbuhan sektor-

sektor dominan seperti sektor pertanian, industri

pengolahan dan perdagangan besar dan eceran.

Target pertumbuhan ekonomi ini diharapkan

mampu menurunkan angka kemiskinan dengan

penyediaan lapangan kerja. Oleh karena itu

RPJMD telah memuat program-program efektif

guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi

sekaligus menurunkan angka kemiskinan. Di sisi

sektor produksi pertumbuhan inflasi yang

terkendali dibutuhkan untuk mendorong

terjadinya proses produksi dalam rangka

memacu pertumbuhan ekonomi. Angka inflasi

diproyeksikan di dokumen RPJMD masih

mengasumsikan pada data inflasi yang

dikeluarkan oleh BPS tahun 2014. Dengan telah

dikeluarkannya angka inflasi tahun 2015 maka

l0



revisi proyeksi inflasi akhir tahun 2021

diproyeksikan pada kisaran 3%.

2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun

2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan

Retribusi Pengendalian

Telekomunikasi

Menara

Menanggapimasukan Fraksi PPP dan Fraksi

Harapan untuk melibatkan unsur wilayah di

lokasi menara telekomunikasi dalam

pengawasan dan pengendalian, dapat Kami

jelaskan bahwa pengawasan dan pengendalian

dilaksanakan secara periodik oleh Tim

Pengawas dan Pengendalian Menara

Telekomunikasi Tingkat Kabupaten Rembang

yang keanggotaanya melibatkan camat se-

Kabupaten Rembang.

Menjawab Fraksi Partai Gerindra yang

menyayangkan keterlambatan atas perubahan

perda ini sehingga berdampak pada hilangnya

ll



potensi retribusi pengendalian menara

telekomunikasi dapat Kami jelaskan bahwa

Pemerintah Kabupaten Rembang menunggu

petunjuk pelaksanaan sebagai dasar

penghitungan besarnya retribusi pengendalian

menara telekomunikasi dari Pemerintah Pusat.

Adapun petunjuk itu baru keluar pada tanggal

delapan belas November 2015 melalui surat

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian

Keuangan Rl nomor S-7431PK124512015 perihal

Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian

Menara Telekomunikasi. Sehingga Raperda

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011

Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

baru dapat diajukan tahun 2016.

Menanggapi Fraksi 'PDIP agar Pihak

Pemerintah Kabupaten turut bertanggung jawab

terhadap dampak menara telekomunikasi dapat

t2



Kami sampaikan bahwa pada setiap menara

telah diasuransikan sehingga dapat menutup

dampak-dampak yang mungkin muncul.

3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun

2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan

Menanggapi Fraksi PPP agar pelayanan

catatan sipil dan administrasi kependudukan

khususnya KTP, kartu keluarga dan akta

kelahiran agar dilakukan pelayanan yang lebih

dekat, misalnya bisa dilakukan pelayanan di

wilayah di eks kawedanan di Kabupaten

Rembang atau bahkan di kecamatan dapat kami

jelaskan bahwa pelayanan KTP dan KK

sebenarnya sudah dilayani ditingkat Kecamatan,

khususnya KK bahkan selesai di tingkat

Kecamatan. Untuk pelayanan KTP proses

perekaman dilaksanakan di Kecamatan namun

l3



harus dicetak di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil karena hambatan sarana dan

prasarana dan personil.

Kami sampaikan terima kasih atas apresiasi

Fraksi Karya Sejahtera dan Fraksi Gerindra.

Perlu Kami tegaskan bahwa Kami berkomitmen

untuk terus meningkatkan pelayanan dengan

menyederhanakan prosedur tanpa pembebanan

retribusi kepada masyarakat.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan,

serta hadirin yang saya hormati;

Demikian hal-hal yang perlu kami klarifikasi

dan tanggapi atas Pandangan Umum Kabupaten

Rembang berkenaan dengan pengajuan Raperda

tentang Raperda tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021,

Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Raperda

t4



tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Selanjutnya terkait dengan hal-hal yang lebih rinci

dan teknis dapat dilakukan dalam rapat'rapat

pembahasan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan

petunjuk dan bimbingan kepada.kita semua dalam

melaksanakan tugas dan kewajiban kita.

Amin, ya Robbal'alamin.

Sekian, terima kasih.

Wassalam u al aikum warah matu llohi wab arokatu h.

BUPAT!REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ
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l.

TANGGAPAN PANDANGAN UMUM THD
RAPERDA : RPJMD KABUPATEN REMBANG 2016 -2021
FRAKSI : PARTAIPERSATIIANPEMBANGUNAN

Materi Rancangan Raperda RPJMD 2016 - 2021 ini, diterima oleh DPRD, baru tanggal 08
Agustus 2016, sehingga waktu untuk melakukan kajian sangat pendek, sikon ini menjadikan kita
kesulitan, untuk memperoleh pemahaman materi yang akan dibahas, bahkan sangat kurang untuli
memahaminya, untuk itu pada kegiatan-kegiatan yang akan datang, rnohon agar penyajian rnateri
Rancangan seperti dimaksud, dapat diberikan dengan tenggang rvaktu yang cukup untuk
melakukan telaah dan kajian.
+ Terkait waktu penyerahan materi Raperda RPJMD 2016-2021 kepada DPRD, karni terima

sebagai masukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.
a Lamanya pembahasan yang harus dilalui adalah konsekuensi tahapan pcmbahasan scsuai

Permendagri 54 Tahun 2010, maka dibutuhkan rvaktu yang lebih panjang sepcrti misalnya
keharusan menyelenggarakan konsultasi publik dan Musrenbang RP.IMD guna rnenjaring
aspirasi dari semua pemangku kepentingan.

Penyajian daa yang ada didalam penyusunan Raperda RPJMD 2016 - 202 I , sebagian besar rvuj ud
dalam bentuk persentase, mohon agar dituangkan juga wujud angka yang ricl, schingga dal.am
melakukan rasionalisasi dan kajian untuk pemahaman, dapat lebih cepat dan jelas, dengan
demikian ahirnya akan dapat menghasilkan suatu kebijakan/keputusan yang tepat, sesuai dengan
yang diharapkan.
4 Beberapa data penyajiannya memang mengharuskan karni untuk menyanrpaikan dalarn bcntuk

prosentase, namun demikian apabila rnasih dipandang perlu akan kanri sempurnakan dan
didalami lebih jauh pada saat pernbahasan Raperda.

Setelah kami mencerrnati Rancangan RPJMD 2016-2021 ini, khususnya pada tlAt) IV, tcntang
ANALISA ISU-ISU STRATEGIS, pada bab ini memuat banyak hal, lcntang kekurangan dan
kelemahan atau tidak tercapainya program-program di tahun yang sudah lalu, dan pada I3AB V.
tentang VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN , Serta pada BAB Vl. 'l'ontang STRATEGI
DAN ARAHAN KEBIJAKAN. Pada bab ini memuat tentang Prograrn solusi dan penyelaian pada

bab IV, Maka demi untuk Mewujudkan Masyarakal Remtrang Yang Scjahtcra. kami clari Fraksi

.Pa(ai Persatuan Pembangunan, mengajak pada scrnua pihak khususrrya dari .ia.1aran cxcutil'untuk
mau bekerja yang lebih keras lagi.
+ Atas saran, masukan serta dukungannya untuk beker.ja keras dart l:crsinergi olclt scnrua

pemangku kepentingan sangat kami hargai.

Mencermati Rancangan RPJMD 2016 - 2021 ini, pada BAB ll. A2.ar tcntang Strategi
Pengembangan Kawasan, Bahwa utnuk program kedepan, akan banyak usaha industri dan usaha

lainya di kabupaten Rembang, hal ini tentunya akan mempengaruhi tata ruang di Kab. Rcnrbang,

untuk hal tersebut kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan nrengusulkan, agar Perda No.
'14 

tahun 2011, tcntang Rcncana 'flta Ruang Wilayah Kabupalcrt llctnbarrg tahurr 20ll-2031,
mohon ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada.
4 Masukan ini kami terima, dan ini sejalan dengan apa yang sedang kan:i lakukan. Saat ini kami

sedang melakukan evaluasi terhadap Perda RTRW di Kabrrpatcn Ilcnttrattg rncngingat
perkembangan dan dinamika pembangunan yang senrakin pcsat rnonuntut 1:cnrtlahan
pcrencanaan, pcrnanfaatan dan pcngcndalian ncnrlaan runng drcrah.

3.

4.



TANGGAPAN PANDANGAN UMUM THD
RAPERDA : RPJMDKABUPATENREMBANG 2Ot6 -202t
FRAKSI : PKB

2.

J.

1.

4.

5.

sebaiknya Raperda RPJMD dibahas secara. terpisah dengan Raperda Lain agar daianr rncnyusun
rancangan program legislasi daerah harus bisa membuai prioriias, memilalimana raperda-yang
strategis dan mana yang bisa diparipumakan secara bersami. Drdaranr p.or"r p"nfurrnln Rp.IMDini agar melibatkan stakeholer.melalui dengar pendapat untuk mengurangi poi.nrl i.4uoinyu 1,ur1
dokumen RPJMD yang memiliki banyak kekuringan.
Setidaknya ada sinkronisasi antara RpJpD 2OOS-{OZS, mako pernbangunan dan janji arau program
BupatiWakil Bupati.
Hendaknya RP.Jlm Kabupaten Rembang 2016-202r mampu secara tepat 

,rnenyusun 
perumusan

isu stralegis prioritas pembangunan dan aratr kebijakan yang mengarah pada penyelesaiin masalah
yang dihadapi Kab Rembang
Jawaban nomor l-3
4 Proses penyusunan RPJMD telah mengikuti pedoman sebagairrana diamanatkan daram

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tintang 
-sistem 

Perenca-naan penrbangun.an Nasional,
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200g tentang Tahapan, Tata cala penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dacrah scrla I)craturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pcliksanaan l)cralurfln pcnlcrinlah
Nomor 8 Tahun 2008 tcntang Tahapan 'l'ata Cara l)enyusunan, l,crrgcnrla lia n, dan l-valuasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah. Dalam tahapan tcrsibur tclali tlrlaksalakan
pelibatan stakeholder menurut mekanisme Forunr Konsuhasi iublik dan Musrenbang Rp.lMD
dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan sampai dengan ke tingkat desa.

seLlor-seklor strategis seperti Lingkungan Hidup, tata kelola penrerintah yang baik, pelavanann
pendidikan, pelayanan kesehatan dan pcrlindungan anak nrcndapatkan pcrhlrtir-rn yang'lctri'h. Adlr
keseimbangan antara keinginan yang kuat untuk menrbangun tatanan ekononri jeng-an sektor -
sektor strategis tersebut.

Kami mengusulkan agar dalam pembahasan Raperda RPJMD ini karni rnasih kila perlukan Lrntuk
melalukan proses pelibatan stakeholder.
a unruk menyempurnakan Rancangan RPJMD kami setuju untuk rrrengoptimalkan proses

pembahasan bersama DPRD beserla stakeholder terkait.

VisiKabupaten Rembang cukup panjang dibanding visi drdaerah lain.jika ti{ak hati hari akan sulit
untuk dijabarkan dalam RPJMD. Masing - masing frase dan diksi iepcrti scjahtera, Scnrangar
Kebersamaan, Pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan memiliki makna rclatifitas yang srlit
Ttut alg5* Hal ini penting agar publik dapat mengukur capaian kiner.fa Bupati-wa[il Bupati
dalam 100 hari, I tahun dan seterusnya. Sama halnya dengan ketu.juh rnisi sebagai pilihan untuk
mencapai visi juga masih kita temukan hal yang sifatnya belum terukur. Bctrcrapa iral itu antara
Iain menciptakan stabilitas politik yang ujungnya adalah pengendalian penduduk dan tertib
administrasi. Atau rnenciptakan kedaulatan pangan yang sehetulnya [rukan kovcnangan claerah.o Perumusan Visi Kepala Dacrah mcrupakan kotctapan yang titlak tlapat dirrrtrah sctrlgai .jlrrjipolitik yang disampaikan dalam tahapan pernilihan kepala daerah. Grrna m6vuju6ian vi.si

tersebut telah dijabarkan melalui perumusan 7 (tujuh) misi yang didalanrrrya rnemuat indikator-
indikator yang terukur, sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan cvaluasi kiner.ja [raik
secara tahunan maupun evaluasi akhir masa jabatan. Seperti contoh dalarn ntencipatal<an
stabilitas politik tidak hanya berujung pada pengendalian penduduk dan tcrtib adrninisrrasi
melainkan mempunyai beberapa sasaran terukur, yaitu:
a. Menurunnya kasus ganguan terhadap keamanan dan ketertiban nrasyarakat, dengan

indikator sasaran: Jumlah Linmas per Junrlah 10.000 pcndudukr cakupan p"n"guknn
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; persentase luas tanah lrcrscrtifikat

b Meningkatnya partisipasi politik masyarakat, dengan indikator sasnllrr: I)crsonllsc pcnrilih
dalam mengggunakan hal pilih pada l)ilprcs dan l)ilcg scrla l)ilgul).

c. Meningkatkan kualitas penanganan pada masyarakat PMKS. clcng;rrr in<likatr)r s:lsAral:
Pcrscntasc PMKS yang ditanltrrrt r
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d. Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak

anak, dengan indikator sasaran:

l) RasioKDRT
2) Cakupan Pemenuhan hak anak

3) Persentase perempuan yang mendudukijabatan di lernbaga pemerintah

4) Posyandu aktif
5) Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembcrdayaan nrasyarakat

6) Persentase desa/kelurahan yang mempunyai Sistem Informasi Desa

e. Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal, situs dan cagar budaya, dengan indikator
sasaran: Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.

f. Terkendalinya pertumbuhan pendqduk, dengan indikator sasaran:. Cakupan perserta KB

aktif; Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need dan

DO); Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia l9'491 Cakupan

PUS pesera KB anggota Bina Keluarga Balita (BKB); Juntlah transrnigran yang

mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)
g. Meningkatnya tertib adminsitr.asi kependudukan, dengan indikator sasaran: Persentase

penduduk ber-KTP.; Persentase bayi ber'akte kelahiran
o Sedangkan dalam menciptakan kedaulatan pangan masih tncnjadi urusan wa.iib bagi

pemerintah daerah berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 lahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

7. Penting bagi kam agar RPJMD ini bukan sekedar dokumen yang kernudian tidak meniadi acuan

kita bersama dalam membangun rencana jangka menengah Kabupaten Rembang. Karni l:crharap

RPJMD ini menejadi konsumsi publik sebagaimana misi kabupatcn Rcnrlrang poin pcrtanrt.



TANGGAPAN PANDANGAN UMUM THD

ililRD; : RPJMD KABUPATEN REMRANG 2(t1(t -2021

FRAKSI : KARYASEJAIITERA

l.PenyusunanRPJMDinikwangcermat,halinibisakjtalihatdalarnbatangtubuhRaperdatidak
mencantumkan pasat t, tetapi a"atam penjelasan Raperda menvebutkan pasal 8'

+ Dalam barang tubuh R#;J;-Rpi16 terdapat kesalahan penulisan telah karni koreksi dimana

Pasal 9 seharusnya pasal 8, dan seterusnya'

2. RPJMD adalah penjabaran visi misi Kepala dacrah seperti apa yang. disampa.ikan pada saat

kampanye dahulu. Visi, frAirf ,rrprinplirb bukanlah [itab suci yang hanya untuk disimpan di

almari bes, tetapi aotumen;il;;;;"g "njadi 
pedoman kepala Daerdh dalam rnelaksanakan

tugas dan kewajibannya;;ifi ;;ti-imasyiakai untuk mencapai kcntajuan dan kesejahteraan

vang diinsinkan. viri ,iri-a"n npwro diimplementasikan daiarn AI)BD setiap tahun untuk

il;.;;"k""" dengan baik oleh Pemda dengan jajaran SKPD'

3.VisiMisiyangbagus,tetapitidakdilanjutidenganindikatorkner|aperntlangtrnan.daerahterhadap
capaiankinerjapenyelenggaraaanurusanpemerintahanKabRernbangTahun20l6.202l.l{alini
bisa kita lihat datam *p""fi.;;,.;;an masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi s/d tahun 2021

ionyo s.eOX. l.lal ini 
'menunjukkan 

dalam. 
-kururr- 

waktu 5 tahun pcrrrcrirrtah hanya nlcnarget

;;";il"" ekonomi 
";i;0.'41t. 

padaha laju inftasi rh 2015 sebcsar 2 (r(r7o scdangkan target

kinerja inflasi puau tn idii scbesar 2.34% ' 2,34o/o. llal ini nrr:nurriukkitn tingat dnya beli

*".V-aii", a"fam kurun 5 tahun mendatang menurun' sehingga kalau targct pcrrgurangan

pendududk mistcln paOaian;" rOii sebesar l8.i% dan target tahun 2O2t meniadi-,I l'559'n rnenjadi

tanda tanya Ueru.. fufai"lor*p i"i dipertahankan mafa akan mengancarr nlisi kedua yaitu

Membangunkemandirianekonomidan-upayapenanggulangankenriskinanberbasissunrberdtiya
daerah, maupun p".u"Joyu- masyarakat, serta ter.lariinnya kclcslirrian lirrEku-ntsarr IIidttP.

Q penetapan ina ,.utorin'air,ui", "ip"", 
li*rra penyel"uggaraa.n unrsan pernerintahan dilakukan

melaluiproyeksiberdasarkanasumsi.asumsiplncapiiankrner.iasecaralnoderatmaupull
optimisberdasutftu'-totai'iempirisdiKabupatenRenrtrang'sepertidalarntarget
pertumbuhan .t*onll 

^iiJrovtltif-. ut1g*'rkan asumsi modcrat dcngan pcrtrnrbangan

kinerja makro 
"tono.i 

*["alp t""auusi lapanean usaha dalam Pt)Rl] Kabupaten Rernbang

yangdiharapkandapatdidukungolehpercepatan"pertunrbuhanscklor.sektordornrnanseperti
sekror pertanran, ,"irun'oilr"i;;U;E;;!ungun b"ru, dan cccran. 'fargct perturnbuhan

ekonomi iri dihur";;;; ;;;;;r.nu.n[un aigta't<emistinan dengan penvediaan lapangan

ke{a. oleh karena itu RpJIb telah memuar p'rogr.*'progrurn elcktif guna meningkatkan

pertumbuhan .tonoJ t"fttf'g'1 ftL'*'.*.-'unilt ftl*i'rtinan I)i 
'sisi 

sehor produksi

. pertumbut un innui'vung-i*tE"a.ii at*rhrun uniur. mendorong terladinya proses produksi

dalarn rangka ..rni., 
-p..tr*buhan 

ekonorni. n ngka inllasi tlipnrycksikan di dokttmcn

R'JMD ,nrr*, ,."1i!llr#il"il; auiu *nuri ying dikeluarkan olch BPS tahun 2014

Dengan tctah dtkd;?i';il;, r"g["l"n",tf ,.''run'zrlis tiaka rcu,,t ,r.vcksi rnllasi aklrir tahun

202 i diproyeksikan pada kisaran 37o'

IndeksGinimerupakanpzuameteruntukmenunjukkantingkatketirnpzrngan'^l-t]:gldarisisi
pendaparan. Didalam ,"nrn i6iJ i"ir"ir*.ri indeks gi"ni sebesar 0 31 vang menggarnbarkan

tingkat kesenjangun ,.nrngufri S.r"niuiu ,nrg", kineja simoai dcnqart lahun 2021 stagnan atau

masih sebesar 0 32. semestrn|t;'pil;#["un 
"*'kr' 5 Tahui trlarnpu mcnutunkan angka

liu"*"f, o.:o sehingga tingkat pencapaian masyarakat nrerata'

+ Indeks gini merupakan ;;;;il;;;aan keseiahteraan yang diuktrr nrelalui distribusi

pcndapatan tnasyarakal prJo ,"t*p't"fnnrpok nrasvarakat .crircrrtialtatan rcndah. scdang dart

rinpui. oleh karena ttu ur,trt ,";lrrunt an rndeks girri rrraka Pc'rtre ltttlltlt dat'ralt lokus pildir

il;i;r*;;;; d;;r,;; kelompok masvarakat hcrpcn<hpatan rcntlirh

Misikc-4yaitumclanjutkanpcmhangunirntnliastruktrrrvilllqtl}cl,iltittlattlrcrktrltltl;tsscl'tlt
,crrlirncrrsi lcwil'ynlurtt lr,i fi"ili,;i; l,'r,t ,li1l.,"tl"',.k,'" tl.'ilt"' l*rt('l:rl)irlr rnrlik:rt.r kincrio

grcrrrbangttttatt tlacrlrh tcrlratlirp 
"uptt""' 

f"t"''"' ;tltyclctt1"1'';tt;lit tl tlltl:irlll 1tt'tttt:ttltl:tlt:tll Litlrtlpalclt

4.

5.



6.

rembang tahun 2016-2021. Hal ini bisa kitd lihat dari proporsi paniang.ialan dan jembatan pada

i.f,r" ZOfS jalan dan jembatan yang dalam kondisi baik sebesar 48.49% sementaratarget kinerja

,"ii* zozr i"ny" ,.b.r* 78.98%.-padahal seluruh masy Rernbang mcngetahui ballrva existing

"igg"r* 
p"*U'""gnan sekitar 3070 seandainya anggaran tahun 2015 bisa terlaksana secara

;&ffi.I i"mi pai" tahun 2015 panjang jalan dan jernbatan yang dalanr keadaan baik mencapai

70ol0. Sehingga target Bupati - tritiinuputi jalan danjembatan yang dalarrr-kondisi. baik rnampu

,;r;.p.i ;E; mi-nimr,m 90%, maka kami katakan baliwa targct scbcsar 78 9796 pada tahun 2021

"kurang prestisius".
ser.tor"pin mengalami penurunan yg sangat drastis. Hal ini dpt kita lihatpada tahun 2015 PAD

sebesar ll,6%, femudiin menurun 
-setia[ 

tahunnya sampai pada.larget. kinerja. Tahun 2021

. menjadi l.lOW. ttat ini menggambarkan tirget kinerja tahun Pemkab R6nrbang sclanta 5 Tahun

tidak menunjukkan kinerja yang baik.
J penetapan proporsi pgo tetatr diproyeksikan berdasarkan pada asumsi prosentase

pertumUut an pa.lak daeratr, retribusi din lain-lain pendapatan yang sah yang telah ditetapkan

dalam dokumen RPJMD.

)Mengingat dinamika kondisi pembangunan di daerah, penetapan indikator-indikator RPJMD

Kabupaien- Rembang Tahun 2016-2021 masih dapat disesuaikan kembali dengan

mempertimbangkan perkembangan dan perubahan asumsi dasar penyusunannya'



1.

2.

TANGGAPAN PANDANGAI\ UMUM THD
RAPERDA : RPJMD KABUPATEN REMBANG 2016 -2021
FRAKSI : GERINDRA

Waktu yang diberikan dalam menyusun RPJMD adalah 6 bulan dan belunr dimanfaatka seefektif
mungkin. Seaharusnya Raperda RPJMD ini bisa dibahas 3-4 bulan setelah Bupati dilantik. Fraksi
Gerindra berharap data yang diusahakan disusun seakurat mungkin, sehingga peru diseragamkan
definisi masing-masing data dalam penataan setiap SKPD.
Apakah peran Aparat Pemkab Rembang sudah optimal dalam menyusun rencana untuk
meningkatkan kesejahteraan Masyarakat? Mengingat Kab Rembang rnerupakan Kabupaten
termiskin se lawa Tengah.
+ Peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan upaya yang berkesinarnbungan dan melibatkan

stakeholder dan multisektor se(a tidak hanya membebankan pada aparat Petnerinlah
Kabupaten Rembang. Oleh karena itu perlu adanya sinergi dan kesamaan vrsi dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3. Apakah mmusan Visi tersebut sudah menunjukkan apa yang akan dicapai dalam kurun 5 Tahun
mendatang.

4. Bagaimana strategi misi 7 " mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga
berbasis pertanian dan perikanan" bagaimana strategi mewujudkannya? Mengingat banyak lahan
pertanian yang beralih fungsi, baik untuk permukiman maupun pertokoan. Apakah pemerinta
mampu mencegah kebutuhan masy akan sementara di pedesaan setiap kali tnernbangun perumaahn
tanpa melihat IMB.selain itu produksi perikanan cenderung menurun karena pelarangan kapal
cantrang.
+ Mewujudkan misi nomor 7 strategi yang dilakukan tidak hanya scrnata-mata dengan

mempertahankan luas lahan pertanian dan meningkatkan produksi perikanan tangkap
melainkan juga lebih berfokus pada penguatan ketahanan pangan rnelalui sub sistem
ketersediaan akses dan distribusi pangan, kemudian penganekaragaman pangan dan keamanan
pangan yang di dalamnya dijabarkan melalui program yang lebih menveluruh dalam
mewujudkan kedaulatan pangan di Kabupaten Rembang.



t.

3.

TANGGAPAN PANDANGAI\ IMUM THD
RAPERDA : RPJMDI(ABUPATENREMBANG 2016-2021
FRAKSI : PDIPNASDEM

Penyampaian materi kami terima terlambat sehingga kurang bisa mempelajari RPJM secara utuh.4 Tentang penyampaian materi RPJMD yang terlambat telah karnijarvab dalam pandangan fraksi
PPP.

Kami berharap bahwa rencana tata ruang dipersiapkan lebih rnaksimal sehingga dapat semakin
menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Rembang.
o Industrialsasi dan tata ruang telah kami jawab dalam pandangan fraksi ppp.
untuk menekan angka kemiskinan Pemkab bisa mengintewensi perusahaan yang ada di Kab
Rembang agar mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal.
4. Terkait dengan Penyerapan tenaga kerja lokal dalam menekan angka kerniskinan, Pemerintah

Daerah telah berupaya menekankan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di rvilayah

Kabupaten Rembang untuk memprioritaskan pemanfaalan sumber daya lokal.



TANGGAPAN PANDANGAN UMUM TED
RAPERDA : RPJMDKABITPATENREMBANG 2016-2021
FRAKSI : EARAPAN

l. Tentang Raperda RPJMD Kab Rembang Tahun 2016 - 2021 mengingat bahrva RpJMD adalah
panduan dalam penyusunan rencana pembangunan dalam 5 tahun kectepan maka dalam
penyusrmannya harus disertai datadata kuantiAtif yang cukup untk membantu membcrikan
gambaran kondisi riil Kabupaten Rembang.
Tanggapan :

) Dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 telah secara
maksimal didukung dengan penyediaan datadata kuantitatii guna memberikan gambaran riil
tentang kondisi Kabupaten Rembang pada masa lalu serta proyeksi targdt yang ingin dicapai di
masa mendatang.



TANGGAPAN PANDANGAN TJ}IUM THD
RAPERDA : RPJMDKABTPATENREMBANG20T6-2021
FRAKSI : DEMOKRAT

l. Penyampaian materi kami terima terlambat.
2. Pertumbuhan ekonomi sebisa mungkin s/d tahun ke-2 bisa mencapai perturnbuhan ekonomi diatas

6 persen dengan mempermudah perijinan investasi.
3. Prosentase pendudukmiskin di ak'hir masa jabatan bupati dan wakil bupati kami berharap bisa

menekan samai angka dibawah l0 persen.
o Terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk miskin sudah dijawab dalam pertanyaan

Fraksi Karya-Sejahrcra.

4. Untuk prosentase jalan dan jembatan s.d tahun 2021 kok hanya 60.10% persen? Fraksi dernokrat
meminta agar dalam tahun ke-2 prosentase jalan dan jembatan dalarn kondisi baik sudah 807o.
+ Terkait dengan prosentase kondisi jalan jembatan kondisi baik telah dikorcksi rnenjadi 78,98%

sebagaimana dicantumkan dalam Bab Xl Rancangan Rl'JMD Kahupatcn llembang 'lhhun

2016-2021.
5. Selebuhnya tentang indikator capaian kinerja pembangunan daerah secara umum kami rninta

ditingkatkan.

4 Mengingat dinamika kondisi pembangunan di daerah, penetapan indikator-indikator RPJMD
Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 masih dapat disesuaikan kembali dengan
mempertimbangkan perkembangan dan perubahan asumsi dasar pcnyusunannya.



PROVINSI JAWA TBNGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAK]LAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANO

NOMOR II TAHUN 2016

' TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I, DAN II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM

MEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang bahwa sesuai Pasal 65 ayat (i) Peraturan DPRD
Kabupaten Rembang Nomor 0l Tahun 2014 tentang
Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Peraturan Tata 'l'ertib Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Rembang,
dalam hal diperlukan DPRD dapat membentuk alat
kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia
Khusus;

bahwa untuk kelarcaran dan tertibnya dalam
membahas 3 (tiga) Raperda maka perlu membentuk
Panitia Khusus;

bahwa untuk maksud tersebut dalanr lruruf a darr b
perlu ditetapakan dengan Keputusan DPRD
Kabupaten Rembang .

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 teutang
Pembentukan Daerah-daerah l(abupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana tclah diul'rnh
bcbcrapa kali tcrakhir dengan Untlang Untlarrg
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undarrg-Untlang Nomor 23 Tnhtrrr 2Ol4 lcntnng
Pemerintahan Daerah ;

Mengingat : 1.

b.

c.

2.



4.

5.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4

tentang l(edudukan Protol<oler dan l(euangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Pen'akilan Rakyat
Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor I fi T;thrrn 2O1O

tentang Pedoman Penyusunan lreraturatn Dewan
Perwakilan Ral<yat Daerah tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Ralrryat Daerah ;

Peraturan Dewan Perwakilan Ral<yat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rals,at Daerah
Kabupaten Rembang Nomor I Tahun 2015 tentang
Peraturan Tata Tertib Dewan Penvakilan Ralqrat
Daerah Kabupaten Rembang.

1. Hasil rapat Badan Musyarvarah DPRD Kabttpaten

Rembang tanggal 8 Agustus 2016.

2. Hasil rapat Pimpinan DPRD I(abupatcn Rernbang

tanggal 9 Agustus 2016.

3. Rapat Paripurna De*'an Penvakilan llakyat

Daerah Kabupaten Rembang tanggal 15 Agustus

2016.

MEMUTUSKAN

Membentuk Pimpinan dan Keanggotaarr Patritia Khusus I

dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang dalam membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan
Daerah.

Pimpinan dan Keanggotaan Palitia Khusus I datr II
sebagaimana dimaksud dalam dil<tum PER'IAMA
tertuang dalam lampiran keputusan ini.

Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan
Peraturan Daerah tentang :

Rencana Pembangunan Jangl<a Menengah Dacrah

(RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016- 2021.

Panitia Khusus IT bertugas membahas Rancangan
Peraturan Daerah tentang :

Memperhatikan:

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT



KEUMA

KEENAM

KETUJUH

a. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 4 'lhhun 2008 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

b. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang pedoman

Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalia.n Menara

Telekomunikasi.

Hasil keda Panitia Khusus I dan II disampaikan dalam
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini
liUebantcal pada fuiggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Rembang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkandi: Rembang
pada tanggal : 15 Agustus 2016

AKILAN RAKYAT DAERAH
ar;g

o
d

rj).,*

.I.t*- KAMIL.MZ

TEN REMBANG



Lampiran I,: Keputusan DPRD l(abupaten Rembang
Tanggal : 15 Agustus 2016
Nomor : ;1 Tahun 2016

NAMA-NAMA PIMP]NAN
DPRD

DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I

KABUPATEN REMBANG

1.

2.
3.
4.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2t.

NUR HASYIM
PUJI SANTOSO, S.P.,M.H.
HENRY PURWOKO, S.Pd.
MOHAMMAD ANSHORI
MOKHAMAD ZAENURI
H.M. MURSYD, S.T.
EKA SISWA KART]KA
H. HARNO, S.E.
H. ISL.{HUDDIN
WIDODO
JASIvIANI
M. BAHAUD DURROR.
ALI IRCHAM, S.T.
MUHAMMAD ASNAWI,
WASIMAN
H. SHOLEH, B.A.
H. YUDIANTO, S.H.
H. ISMARI, S.H.
H. JOKO SUPRIHADI,
SUKARMAIN
NUR JANNAH

KETUA
WAKIL KETUA

ANGGOTA
ANGCOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGCOTA
AN,JGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGCOTA
ANGGOTA
ANGGOTA

DAERAH

D KAMIL.MZ

KEDUDUKAN I(I!l'ERANCiAN

AKILAN RT\KYAT
TEN REMBANG



Lampiran II :

SUGIHARTO
MUHAMMAD IMRON

ZAIMULUMAM NS

SULISTIYO WETI ARIANI

H.SUPADI

FRIDA IRIANI
DONIITY KURNIAWAN'

DPRD IGbuPaten Rembang

15 Agustus 2016

1t Tahun 2016

NAMA-NAMA PIMPINAN DAN KEANGGO_TAAN PANITI A KHUS US II

DPRD KABUPATEN REMBANG

Keputusan
Tanggal :

Nomor :

KEDUDUKAN KETERANGAN

MUGIYARTO, S.T.

EDI KARTONO, S.Pd.,M.H.
ilrrno arus soLIcHAH, s'E''M H'

iii. errxrrrnH PURNAMAwATI
uiutx snt SUNDARI

KETUA
WAKIL KETUA

ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANCGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
AN(IGO'I'A
ANCGOTA
ANCGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGCOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA

'o?$1*r'"o, MAYA'ARI,
H. CHASANUDDIN
HERI KURNIAWAN' S.E.

Cnior PAERAN, s H', M'si
CATUR WINANTO, S.H.

SAHNINGSIH, S.E.
piiiar'riin P(APANcA ASwARI N'R'

WAI(ILAN RAIilAT DAERAH

ATEN RBMBANC
t u a, i

F



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR I2TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I, DAN II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM

MEMBAHAS 3 (TIGA} RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

c.

2.

bahwa sesuai Pasal 65 ayat (1) Peraturan DPRD
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, dalam hal
diperlukan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan
lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus;

bahwa untuk kelancaran dan tertibnya dalam
membahas 3 (tiga) Raperda maka perlu membentuk
Panitia Khusus;

bahwa untuk maksud tersebut dalam htrruf a dan b
perlu menetapkan dengan l(eprl ltlsnn DPRI)
Kabupaten Rembang .

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah I(abupaten dalam
Lingkungan' Propinsi Jar,r'a Tetrgah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9'Tahun 2015 tentang Perttbahan l(edua Atas
Undang-Undang Nomor 23 'lahun 20 l4 tcntatrg
Pemerintahan Daerah ;

Ireraturan l)ctneritrtah Nontt.rt 24 'l'athutt 2.OO'l

tentang Kedtrdukan Protokoler dan l(ertangnn
l'itttllirrrtn tltrtt Attgl'.olrt |)t'rr,'tttl l'r'ttr';rlitlrrtr lirtlit'ttl
Daerah -yang telah diubah beberapa liali terakhil'

3.



4.

5.

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

i""tl"g Perubahan Ketiga tt11^ 
- 
Peraturan

i'"*"Ailt ft Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

i<;a;a;k t Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

e"ggot" Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2OlO

i*t""g Pedoman Penyusunan Peraturan D-ewan

i,;;.ft; Rakyat Dierah tentang Tata Tertib

Dewan Perwakilan RakYat Daerah i 
,

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

irU.rp"t t Rembang sebagaimana teJah diubah

a;;g; Peraturan o&an Perwakilan Rakyat Daerah

Kab-upaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah KabuPaten Rembang.

1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten
Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Rembang tanggal 8 Agustus 2016'

Hasil rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang

tanggal 9 Agustus 2016.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Ra-lryat

Daerah Kabupaten Rembang tanggal 15 Agustus

20t6.

MEMUTUSKAN

Membentuk Keanggotaan Panitia Khusus I dan II Dewan

ii;;;kii." Ra|yat Daerah Kabupaten Rembang dalam

membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah'

Keanggotaan Panitia Khusus I dan II sebagaimana

;l;"I;;a dalam diktum PERTAMA tertuans dalam

lampiran kePutusan ini.

Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan

Peraturan Daerah tentang :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Rembang 'l'ahun 20 l(r- 202 1 '

Panitia Khusus II bertugas membahas Ilancangan
Peratu ran Daerah tentanB

a- Perubahan Atas Peratttran I)aerah l(abupaten

Rembang Nomor 4 'l'ahttrr 2(X)tt l(:lll:lltA

Penvelenggaraan Administrasi Kependttdttl<atr ;

2.

3.

KEEMPAT



KELIMA

KENAM

KETUJUH

KEDELAPAN :

b. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman

Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi.

Ketua dan Wakil Ketua Panita Khusus I dan II dipilih dari

dan oleh Anggota Panitia Khusus masing - masing'

Hasil kerja Panitia Khusus I dan II disampail<an dalam

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang'

Segala biaya yang timbut akibat adanya Keputusan ini
aif"ur"f."i, paaa enggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah KabuPgten Rembang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Rembang
pada langgal: 15 Agustus 2016



Lampiran I: Keputusan DPRD Ikbupaten Rembang
Tanggal : 15 Agustus 2016
Nomor: tz Tahun 2016

NAMA-NAMA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I

DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.. NAMA KEDUDUKAN KETERANGAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
r0.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21,

HENRY PURWOKO, S.Pd.
MOHAMMAD ANSHORI
NUR HASYIM
MOKHAMAD ZAENURI
H.M. MURSYD, S.T.
EKA SISWA KARTIKA
H.HARNO, S.E.
H.ISLAHUDDIN
WIDODO
JASMANI
M. BAHAUD DURROR, S.T.
ALI IRCHAM, S.T.
MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd.I
WASIMAN
H. SHOLEH,B,A.
PUJI SANTOSO, S,P.,M.H.
H. YUDIANTO, S.H.
H.ISMARI,S.H.
JOKO SUPRIHADI, S.H.
SUKARMAIN
NUR JANNAH

ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGCOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGOOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



Lampiran II: I(eputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 15 Agustus 2016
Nomor: lzTahun 2016

NAMA-NAMA KEANGGOTMN PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG

KEDUDUKAN KETERANGAN

I. ISUGIHARTO
2. IZNMULUMAMNS3. lsuLrsTrYo wETr ARr.{NI

s. lruuGrYARTO, S.T,6. I EDr KARTONO, S.Pd.,M.H.
7 ITMROhTUS SOLTCHAH, S.E.,M.H.8. I Hj.HTKMAH PURNAMAWATT
9. INANIKSRISUNDART
10. I FRIDA IRIANI
11. I DONM' KURNIAWAN, S.E., M.M.

13. I MUHAMI\,iAD IIURoN
14. lArU ARDHTAH MAYASART
15. IU. CHASANUDDIN
16. i HERI I(URNIAWAN, S.E.
17. I GATOT PAEMN, S.H.,M.Si.
r8. ICATUR WTNANTO, S.H.
19. ISAHNTNGSIH, s.E.
20. I PAMMITA PRAPANCA

ASWARI N R, S.Pd.

ANGGOTA
ANOGOTA
ANGGOTA
ANGCOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGCOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANCOOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGCOTA
ANGGOTA
ANCCOTA
ANGGOTA
ANGGOTA

RWAKILAN RAKYAT DAERAH
PATEN REMBANG
l( c I u a,

I) l(AMil, MZ



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691 194 Fax (0295) 693290

. e-mail :setdprd@rembangkab.go.id
REMBANG

BERITA ACARA

PEMILIHAN PANITIA KHUSUS I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Nomor 170/ 158 l20ti

Dengan merujuk Pasal 65 ayat (7) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang,

pada hari ini Senin tangpl Lima Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas,

bertempat di ruang Komisi D, telah dilakukan pemilihan Pimpinan Panitia Khusus I

DPRD membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021 oleh An8gota Panitia

Khusus l.

Diputuskan dalam rapat bahwa Pimpinan Panitia Khusus I membahas

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

- Ketua ,FH . N uF llAST)l,t
- wakirKetua : p UJi $lU TLto .

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
Jl. Diponegoro N0.88 Telp (0295)691194 Fax (0295)693290

e-mail :setdprd@rembangkab.go. id

REMBANG

BERITA ACARA

PEMILIHAN PANITIA KHUSUS II

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Nomor:77O/ Ara 120t6

Dengan merujuk Pasal 65 ayat (7) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang,

pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas,

bertempat di ruang Komisi C, telah d'ilakukan pemilihan Pimpinan Panitia Khusus ll

DPRD membahas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

2OO8 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Raperda tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman

Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Anggota

Panitia Khusus ll.

Sesuai hasil pemilihan, diputuskan dalam rapat bahwa Pimpinan Panitia

Khusus ll DPRD adalah sebagai berikut :

- Ketua : 9u5'lHAPTo

- WakilKetua : MuH'IMMAD ti't8'oA)

Berita Acara ini dibuat dengan

sebagaimana mestinya.

sesungguhnya, untuk diPergunakan

DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

Pimpinan Rapat,

M
,. D.onl.tJz.p-vr.N.lt.wa., 9.e'' 

^4H'





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

fl. P, Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 I(ode Pos 59212
RENIBANG

l.

ll.

I II.

RISALAH

RAPAT PARIPURNA ( III )
DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG
3 ( TrGA )RAPERDA NON APBD TAHUN 2016

Hari : SELASA
Tanggal : 23 Agustus 2016

Waktu : 09.30 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabtrpatett Rerrbang

JENIS RAPA'I : Rapat Paripurna DPITD Kabttpatelt llcnrbarrg

SIFAT RAPAT : TCTbUKA

ACARARAPAT :

l. Pembukaan;

2. Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan 3 ( tiga ) Raperda;

3. Pendapat Fraksi-.Fraksi atas Pembahasan 3 ( tiga ) Raperda;

4. Persetujuan atas 3 ( tiga ) Raperda, dilanjutkan Penyeraltan

Persetujuan Bersama;

5. Pendapat Akhir Bupati atas Pembahasan 3 ( tiga ) Rapcrda;

6. Penutup.

PIMPINAN RAPAT

L Nama : H. MAJID KAMIL NIZ

2. labatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

SIiKRETARIS RAPA'I

l. Nattta : t)rs. A(lllNl,\l) l\111,'\l,lli

2. .lahatart : Scl<rclalis DPRD ls'itl"rttl.rltlctt Ilt'ltrlrllttr'.

tv.

v.



JUMLAH ANGGOTA

l. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. FraksiDemokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

ANGGOTA YANG HADIR

l. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. FraksiGerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. FraksiHarapan

Jumlah

ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

l. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. FraksiDemokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. l;raksi PDI l)c{uangan Nasdcrrr

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

: l0 orang

: 8 orang

: 6 orang

: 8 orang

: 5 orang

: 4 orang

: 4 orang

: 45 orang

VII.

: I0 orang

: 6 orang

: 4 orang

: 7 orang

: 3 orang

: 3 orang

: 4 orang

: 37 orang

: - orang

: 2 orang

:2 orang

: I orirrrg

: 2 orang

: I orang

: - orang

Jumlah : 8 orang



IX. JALANNYA RAPA'T
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KA]\IIL NIZ

LAGU INDONESIA RAYA.

Assalaamu' alaikum lAr. lAb.

Yang terhormat

Yang sayahormati

Yang saya hormati

Yang saya hormati

Bupati dan Wakil Bupati Renrbang

Forum Koordinasi Pimpinan Daeiah Kab.Renrbang

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rentbang

Penjabat Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Staf Ahli

Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Instansi,

Kantor, Bagian, dan Camat se Kabupaten Rembang

Pimpinan Partai Politik, LSM. rekan-rekan wartawan

dan tamu undangan yang tidak dapat saya sebut satu-

persatu.

Yang saya hormati

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT Tuhan

Yang Maha Esa, marilah senantiasa kita panjatkan ptria dan puji serta syukur

kehadirat-Nya, yang mana atas limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan

kepada kita semua, pada hari ini Selasa tanggal 23 Agustus 2016. kita dapat

mengikuti Rapat Paripurna Ketiga ( III ) DPRD l(abupaten Renlbang

membahas 3 ( tiga ) Rancangan Peraturan Daerah l(itbultatett Rerttbang Tahun

2016.

Rapat Paripurna ini adalah Rapat Paripurna terakltir dalam

membahas 3 ( tiga ) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rernbang Tahun

2016, yangmeliputi :

l. I{apcrda tentang l)erubahan Atas l)craturatt Dacralt Ntrnttlr 4 l ahun 2008

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan:

2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturart Daeralt Nottrttr 3 Taltun 20ll

tentang Pedoman Penyelenggaraatr dan Retribtlsi Pcngerldaliart Menara

' l'clckortr trrr i kitsi ;



3. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagio.

Menurut catatan yang saya terima dnri Sekretariat DPRD

Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang.

yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 38

orang. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat ( I ) huruf b Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang dijelaskan bahwa "Rapat Paripttrna DPRD ntemenuhr

kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2i3 cleri .iuntlah anggota DPRD

untuk menetapkan Peraturan Daerah " .

Atas dasar jumlah fisik anggota yang hadir dan memperhatikarr ketentuan yang

berlaku, maka rapat paripurna ini saya nyatakan telah rrrernenuhi kuorum.

Dengan mengucap "Bismillaahirrohmaanirrohiim" tepat pukul

I1.50 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk

umum' 
( Ketuk palu 3 kati)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbalmgia.

Selanjutnya akan saya sampaikan susunarl acara dalam Rapal

Paripurna pada hari ini adalah sebagai berikut :

l. Pembukaan;

?. l,aporan Panitia Khusus l.

3 (tiga)Raperda:

3. Pendapat Fraksi atas hasil

4. l)crsctujuan atas 3 ( tiga

hcrsanra I

dan Parritia l(lrtrsrrs ll rrlas llitsil I)crtrbahasan

penrbahasan 3 ( tiga ) Ilaperda:

) l(a;lcrtlal tlilarr.itrtkan pcnycralrln llcrsetujuan



5. Pendapat Akhir Bupati atas pembahasan 3 ( tiga ) Raperda;

6. Penutup.

Rapot Dewan dan hadirin !ang berbahagia.

Marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu Laporan panitia

Khusus I dan Panitia Khusus II atas Hasil pembahasan,.l ( tiga )Raperda.

selanjutnya kepada Ketua pansus I dan Ketua pansus II. secara

berurutan saya persilahkan untuk menyampaikan laporarrnya.

:=::: PEMBACAAN LAPORANPIIISUS I DAN II
ATAS 3 RAPERDA TAHUN 2019 =:_==:=

D ( Laporan Panitia Khusus I dan Ponitia Khusus II atas Hosil

Pembahasan 3 ( tiga ) Raperda terlampir )
Terimakasih Saudara Puji Santoso, S.P. M.H. dan Saudara Sueihafto atas

penyampaiannya.

Peserta Rapat dun ltadirin yang berbalrugiu.

Memasuki acara ketiga yaitu Pendapat Fraksi atas hasil

pembahasan 3 ( tiga ) Raperda. Untuk terlibnya. saya persilalrkan kepada juru

bicara masing-masing Fraksi yarrg ditunjuk nrenyanrpaikarr pendapat fraksi

untuk menunjukkan jari terlebih dahulu.

l. Fraksi Partai Persatuan Penrbangunan :Sclr. ZairnLrl L.Jrrranr NS

2. Fraksi Dentokrat :Srlr. ll.j. llikrrrlrlr l)rr.rrirrrrarvali

3. Fraksi Partai Kehangkitan. Bangsa :Sdr. Mrrharrrrrut<l lrrrrorr

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdenr :Sdr. F-rida lriarri

5. I;raksi l)artai (icrindra :Stlr'. l l. Ytrtliirrr(o. S.l l.

6. Fr:rltsi Kirryir Sc'l:rhlcrir :Srlr'. (i:tlol l,;rt.r':rrr. S Il. l\lsi

7. Fraksi Harapan :Sdr. Srrkarrrrairr



Selanjutnya kepada juru bicara masing-ntasing Fraksi, secara berurutan

dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dipersilahkan untuk

menyampaikan pendapatnya.

PENYAMPAIAN PE NDAPAT FRA

Y ( Pendapat Fraksi atas hasil pembahasan 3 ( tiga ) Raperda terlampir )

EETERANGAN:

S = SETUJU TS _ TIDAK SETUJU A = ,ABSTAIN

Terima kasih kepada Juru Bicara nrasing-ntasing Fraksi atas penyanrpaiannya.

Rapat Dewan dai hadirin yong lcrhorntut'

Marilah kita lanjutkan dengan acara pokok yang keempat , yaitu

Persetujuan Atas 3 ( tiga ) Raperda yang dibahas olelt Panitia l(husus I, dan

Pendapat Fraksi

No Nama Raperda

I
S

I-' [SI
I

I

I

/TS/A
r'porp-r'r lii,clF(Ss ls is

FHRP

S-
FPPP

Raperda tentang Rencana

Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten

Rembang Tahun 201 6-2021

S

2 Raperda tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor

4 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Ad mirr istrasi

Kependudukan

S S S S lS lS
III1l

I

il
-1--

S

J Raperda tentang Perubahan

Atas Peraturan Daeralr Nomor

3 Tahun 201I tentang

Pedoman Penyelenggaraan dan

Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi

S S S S i'i'ii
I

S



Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang. Dari pernbacaan pendapar

masing-masing fraksi, sudah dapat disinrpulkan apakah -i Raperda dapar

disetujui menjadi Perda, ditolak, atau disetujui dengan beberapa catatan.

Namun sesuai dengan aturan maka akan saya tawarkan kembali kepada seluruh

anggota DPRD Kabupaten Rembang untuk rnengambil keputusan disetujui

atau tidaknya3 (tiga ) Raperda yang telah dibahas oleh Panitia Khusus I dan

Panitia Khusus II.

Untuk itu saya tawarkan kepada sudara-saudara Anggota DPRD l(abupaten

Rembang yang telah mengikuti Rapat Paripurna hari ini :

l. Apakah Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka N'lenengah Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yang dilaporkan oleh Pansus I

dapat disetujui ?

: SETUJU:

( Dengan Suara Bulat Semua Anggota DPRD Menyetujui )
( Ketuk palu I koli )

2. Apakah Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Admiltistrasi Kependudtrkan yang

dilaporkan oleh Pansus II dapat disetujui ?

= SETUJU :
( Dengan Suora Bulat Semua Anggota DPRD Menyetuiui )

( Ketuk polu I koli )

3. Apakah Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 201I tentang Perlonrarr Pcnyclcrrggaraan darr lletribusi

pengendalian Menara Telekonrunikasi yang dilaporkan oleh Pansus Il

dapat disetujui ?

= sl,l'l'l t.ll r

( Dengttt Suoro llttlot Sanrtrrt .'lrrT.igttttr I)l'llD llan.yclrt.irri )

( Ketuk palu I koli )



Rapat Detvan dan hadirin yang tcrltormat.

Dengan telah diberikannya persetujuan dari anggota atas tiga

Rancangan Peraturan Daerah, selanjutnya akan dilakukan Penandatanganan

Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang

diteruskan dengan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Persetujuan

Penetapan Raperda.

Agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan O.n*u,l baik, dimohon kepada

Saudara Sekretaris DPRD untuk memandu jalannya prosesi pertandatanganan

dan penyerahan keputusan DPRD.

Untuk itu waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Saudara Sekretaris

DPRD.

PENANDATANGAN PERSEI'TIJTIAN DAN PENYERAHAN

KEPUTUSAN ___-

Y ( Persetujuan Bersamo antaro Kepah Doeroh dan DPRD Kobupaten

Rembang tentang 3(tiga ) Roperda terlampir )

Terima kasih Saudara Sekretaris DPRD yang telah metrandu jalannya

penandatanganan raperda dan penyerahan keputusan DPRD.

Rapat Dewon dan Hqdirirt lang terhormat.

Kita masuki acara yang kelima, yaitu : " Pendapat Akhir Bupati

atas Pembahasan 3 ( tiga ) Raperda ".

Kepada hadirin kami nrohon unttrl< rrrcnrpcrlratikarr datt tncncertnati

pendapat akhir bupati yang akan disampaikan oleh Saudara Bupati Rentbang.

Selanjutnya kepada Saudara Bupati dipersilahkart :



=:-=:'PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS 3 RAPERD/ ==--===

Y (Pcndapot Akhir Bupati atas Pennhohasttr 3 ( ti7o ) Ropardo tulompir)

Terima kasih Saudara Bupati atas penyampaiannya' semoga apa )/ang

sampaikan dapat digunakan sebagai acuatr dalanl pelaksanaan

Daerah yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna hari ini'

Saudara

Peraturan

Rapat Detuan dan Hadirin yang terhornrut'

Acarademiacaradalamrapatpoaripurnainitelalrkitalalui.

Kiranya tidak bijaksana apabila saya terlalu berpanjang kata' untuk itu acara

RapatParipurnahariinisayaakhirisampaidisirri,teritlrakasilratasperhatiarr

dan kehadirannya, dan mohon maaf atas segala kektrrangan selanta saya

memimpin Rapat Paripurna hari ini' Dettgan mengucap

"Alhamdulillahirobbit'alamin " tepat pukul 13'45 WIB Rapat Paripurna

DPRD hari ini saya nyatakan ditutup'

( Ketuk Palu 3 kali )
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LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA (

KABUPATEN REMBANG TENTANG
RAPERDA NON APBD TAHUN 2016

ilr ) DPRD
3 ( T'IGA )

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRAN IV

LAMPIRAN V

LAMPIRAN VI

LAMPIRAN VII

: Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah . SKPD dan Camat Se

Kabupaten Rembang;

: Laporan Panitia Khusus I' dan II atas Hasil

Pembahasan 3 ( Tiga ) Raperda Non APBD

Kabupaten Rembang tahun 2016;

Pendapat Fraksi terhadap 3 ( Tiga ) Raperda Non

APBD Tahun 2016;

Pendapat Akhir Bupati terhadap Perrrbaltasan 3 (

Tiga ) Raperda Non APBD Tahun 20l6;

Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 13

Tahun 2016 tentang Persetu.iuan Penetapan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Rembang Tahun 2016 - 20211'

Keputusarr DPRD Kabupaten Renrbang Nomor l4
Tahun 2016 tentang Persetujuan Penetapan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan;

: Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 15

Tahun 2016 tentang Pcrsettrjuan Penetapan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Renrbang Nomor 3

Tahun 201 ltentang Pedoman Penyelenggaraan dan

Retribusi Pengendalian Mettara Telekonrtrnikasi;



LAMPIRAN VIII

LAMPIRAN tX

LAMPIRAN X

Berita Acara Nomor : 900/ 448 I 2016, Nomor : 900/
1838/ 2016 tentang Persetujuan Bersama Kepala
Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang tentang
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2016 -2021;

Berita Acara Nomor : 9001 4981 2016, Nomor :9001
18971 2016 tentang Persetujuan Bersama Kepala
Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 4 Tahurr 2008 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Berita Acara Nomor :9001 4991 2016, Nonror : 900/
18391 2016 tentang Persetujuan Bersama Kepala
Daerih dan DPRD Kabupaten Rembang tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 3 Tahun 20lltentang Pedoman
Pepyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi.



RAPAT PARIPTiR}-A III DPRD
MEilIBAHAS ( 3 ) TIGA R{PERDA

HARI/TANGGAL : SELASA, 23 AGLISTUS 2016
PUKUL :09,00 WIB

1
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FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN
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PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG

MEMBAHAS (3) TIGA RAPERDA

tlARl : SELASA.2J A(;llsl tlS 2016

PUKUL :09.00 WIB

NO NAMA JABATAN TANOA TANGAN

1

2

3

4

5

6

7.

8

H. ABDUL HAFIDZ

BAYU ANDRIYANTO,S.E

Bupati Rembang

Wakil Bupati Rembang

Kejaksaan Negeri
Rembang

Pengadilan Negeri
Rembang

Dandim 0720 Rembang

Kepolisian Resort
Rembang

Pengadilan Agama Kab.
Rembang

Pj Sekertaris DaerahIr. HARISUSANTO,M.Si

tiSEI\I1,A N

198803 roil



DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RnpAT pAntpunxl lll DPRD KABUPATEN REMBANG

MEMBAHAS (3) TIGA RAPERDA

HARI : SELASA,23 AGUSTUS 2016

PUKUL : O9.OO WIB

NO BADAN'BAG'DINAS/KANTOR NAMA JABATAN TANDA TANGAN

3 1 5
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]AG. HUMAS

11
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3AG-ADM. PEREKONOMIAN
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14 BAG. ADM. KEUANGAN

15

16
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20

BAPPEDA

BPMPKB

21 BKO

22

23

BKP & P4K

BPBD
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DINAS PENDIDIKAN
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DINLUTKAN
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NO BADAN/BAG/DI NAS/KANTOR NAMA JABATAN irn(6.qANGAN
'l 2 3 4

31 DINAS DUKCAPIL W'()a-o^-'i' ( 31

atu32 DINSOSNAKERTMNS t- tu*ruyp t3l
33 DINBUOPARPORA . uv ovt C 04\OLT iiAil:a'l
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44 PD. BANK PASAR

45 BPO JATENG CAB. REMBANG

46 BRI CAB. REMBANG
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DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REIVIBANG

MEMBAHAS (3) TIGA RAPERDA

HARI: SELASA,23 AGUSTUS 2016

PUKUL : 09.00 WIB

NO JABATAN NA MA TANDA TANGAN

CAMAT REMBANG r"'.F.r*t ,+_
2 CAMAT KALIORI )

3 CAMAT SUMBER l

4 CAMAT SULANG 4

5 CAMAT BULU 5

6 CAMAT PAMOTAN 6

7 CAMAT GUNEM 7

8 CAMAT SALE 8

9 CAMAT LASEM 9

l0 CAMAT PANCUR l0

ll CAMAT SEDAN n --7
t2 CAMAT SLUKE 12

l3 CAMAT KRAGAN t3

l4 CAMAT SAR/qNG 14
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95

KANTOR KPU KAB. REMBANG

SEKRETARIS KPU KAB.
REMBANG

BTPN KCP. REMBANG

PERUM PEGADAIAN

DHARMA WANITA PERSATUAN

GERAMN PRAMUKA

PMI CAB. REMBANG

STIE. YPPI REMBANG

DPC PARTAI DEMOKRAT

DPD PARTAI GOLKAR

DPC PARTAI HANUM

DPC PARTAI NASDEM

DPC PARTAI GERINDRA

DPC PDI PERJUANGAN

SUAM MERDEKA

MAJALAH BANGKIT

RADIO MATA AIR

MIMBAR RAKYAT

KEDAULATAN MKYAT



NO BADAN'BAG/DINAS/KANTOR NATTIA JABATAN TANDA TANGAN
I 2 3 1 5

96 0.f"0 l" .6t: S*+aa. Ll"ub,!-",i LL!.c\ lra (*r*-
97

C\ A tvt"- 1.-)-- lG
Fl,Cf t:za:X)

98 Ju^*-ffiG J-irs Ne \[^"- *E-
99 -fur-lqe *.*b dz^-t-r 99

100 't00

101
101

102
102

103 103

104 104

105 105

106
't06

107 07

108

109 | 
108

I 109----t
; 110

-----l
1111I ,'',
I

lr raL,ot-
t115
IIrs
I

l'n

110

111

112

1t3

114

115

1't6

't17

118 118

19119

_-l't20

1.2',1

122

121

122

123

124

t25
4

123d 125

124

'?(rA\ RLMB^NG

\..\
I lll,\ l) [{tr\1.1rr

[-Gelrlrnu,)-;

R,S



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 591't94 Kode Pos 59212
REMBANG

LAPORAN

PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 -2021

A. Dasar :

Panitia Khusus DPRD I Kabupaten Rembang dibentuk dan
meiaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Hasil Rapat Badan Musyarvarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 8
Agustus 2016.

2. Rapat Paripuma DPRD Kabupaten Rembang tanggal 15 Agustus 2016.
3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor i1 Tahun 2016 tentang

. Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia l(husus I DPRD

Kabupaten Rembang membahas Raperda tentang RPJMD Kabupaten
Rembang Tahun 2016 - 2021, dengan susunan l(eanggol.aan Parritia
Khusus , Thgas dan Masa Tugas sebagai berikut :

a. Sucunan Plmplnan dan Keanggotaan Panltla Khusus DPRD
. Kabupaten Rembang:

1. NUR HASYIM
2. PUJI SANTOSO, S.P., M.H.
3. HENRY PURWOI(O, S.Pd
4. MOHAMMADANSHORI
5. MOKHAMADZAENURI
6. H.M. MURSYID
7. EKA SISWA KARTIKA
8. H. HARNO, S.E.

9, H.ISLAHUDDIN.
10. lvrDoDo
11. JASMANI
12, M. BAHAUD DUROR, S.PI

13. ALI IRCHAM, S.T.

14. MUH. ASNAWI, S.Pd.I.

15. WASIMAN
16. H. SHOLEH, B.A.
17. H. YUDIANTO, S.H.
18. H. ISMARI, S.H.
19. H. JOKO SUPRIHADI, S.H

20. SUI(ARMAIN
2I. NURJANNAH

KETUA
WAI{IL I(ETUA
ANGGOTA
ANGGOTA
r\NGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANCCOTA
ANCGOTA
ANGGOTA
ANC(iO't'A
ANCGOTA



b. Tugas:
Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang bertugas membahas
Raperda tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 _ 2021.

B.

c.

c. Masa Tugas :

Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah
DPRD bahwa panitia Khusus meiaksanakan tugasnya mulai
tanggal 19 sampai dengan 22 Agustus 2016.

Pelatcanaan Pembaharan
Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang mengacrakan rapat dengan
Ihstansi terkait tanggal 20 Agustus 2016.

Hasil Pembahasan :

Dari pembahasan-pembahasan tersebut, ada beberapa mengalami
perubahan dan penambahan nomenkaltur sebagai berikut:

.j. Pada Rancangan Peraturan Daerah
1. Dari Raperda dan penjelasannya ada l<oreksi spasi per
2. Bab VII Pasal 9 diubah menjadi pasal g dan pasal

menyesuaikan.

* Pada Lampiran

l<aiimat
selanju tnya

1. Pada Bab I ada penambahan paragrafyang berbunyi :

Selain itur penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016_
2O2l menggunakan empat pendekatan yaitu pendekatan
teknokratik, partisipatif, politik, top doun dan bottom up.
Penyu.sunan RPJMD menggunakan pendekatan teknokraHs yaitu
menggunakan metoda dan kerangka berpil<ir ilmiah untuk
mencapai tuJuan dan sasaran pembangunan daerah. pendekatan
teknokratis ini dilakukan diawali dengan penyusunan rerlcana
pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengumpulan clata,
pengolahan data, analisis data dan dilanjutl<an dengan penyajian
pada rancangan RPJMD. Berdasarkan analisis data yang
dilakukan dirumuskan permasalahan dan isu strategis. Isu
strategis digunakan sebagai dasar untul< mcnyusllr.l visi, rtrisi,
tujuan, sasaran dan strategi dan arah l<ebijal<an. penclel<atan
teknoratis juga dilakukan untuk menyusun proyeksi keuangan
daerah dan target capaian indikator untul( masing-masing ul<ur.an.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rernbang ini juga
menggunal<an pondekatan partlslpatlf, Pclrclelintnrr par.tisiltatif
dalampenyusunan RPJMD dilaksanal<an dengan melibatkan
semua pemangku kepentingan (stakeholrlers) clcngan
mempertimbangkan;
a. Relevansi pemangku l<epentingan yang dilibatl<an dalam proses

pcngambilan l<cputusan, (li sctialr tnlraprrn l)cll.yusrInnn



dokumen perencanaEm pembangunan daerah;
b. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur

pemerintahan dan non pemerintahan daiam pengambilan
keputusan;

c. Adanya transparasi dan akuntabilitas dalam
perencanaan serta melibatkan media massa;

proses

d. Keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk keiompok
masyarakat rentan termaq'inalkan dan pengamsutamaan
gender;

e. Terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan
pembangunan daerah; dan

f. Terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan
penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas
isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, I<ebijakan
dan prioritas program.

Pendekatan politts dalam penyusunan RPJMD acialah
upaya untuk menterjemahkan program-program pembangunan
yang ditawarkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
pada saat kampanye, disusun ke daiam rancangan RPJMD,
melalui tahapan:
a. Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah clan watcil

kepa-la daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan
program pembangunan daerah selama masa jabatan;

b. Melakukan konsultasi pertimbangan dari landasan hukum,
teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian
sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
dan

c. Melakukan pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan
pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat
semua pemangku kepentingan.

Pendekatan yang terakhir digunakan dalam penyusunan RPJMD
adalah perpaduan antara pendekatan bottom up dan top down,
hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan
mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan
nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian
sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana
pembangunan daerah.

2. Pada Bab II berubah menjadi :

. Pada 2.L.2 Potensi Pengembangan Wilayah l-ruruf c
Pengembangan kawasan perdesaan terdapat penambahan isi
paragraf yang berbunyi : sebagai implerrentasi dari pasal 883
UU no. 6 tahun 2014 tentang desa yaitu pembangunan
kawasan perdesaan yang telah dijabarkan dalam Peraturan
Pemerintah No 43 Tahun 2014 bagian kedua.

. Pada 2.1.3 terdapat penambahan peta daerah ranvan bencana



' Pada 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi
huruf f Penduduk Keseja_hteraan Terendah ada penambahan
Tabel 2.9 Jumlah Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Tingkat
Kesejateraan Terbawah di Kabupaten Rembang Tahun 201S

. Pada 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga ada penambahan
uraian 1 dan 2 yang berbunyi :

1) Kebudayaan
Kelompok kesenian di Kabupaten Rembang pada tahun

2015 di sebanyak 845 kelompok terdiri dari : I(elornpok
Organisasi Kesenian ada 340 kelompok, Seni Pertunjukan/
Teater Tradisi ada 150 kelompok, Jumlah Seni Musik Tradisi
ada 146 kelompok, Seni Musik Modern ada 142 kelompok dan
Jumlah Seni Musik islami ada 41 kelompok, Jumlah Sanggar
Tari Umum ada 12 Sanggar, jumlah Sanggar Tari Sekolah SMP
dan SMA ada 10 Sanggar, jumlal Sanggar Rias Busana Jawa
(Rias Pengantin dan Busana Pengantin) ada 35 Sanggar, dan
Sanggar Rias Busana Modern (Rias Pengantin dan Busana
fashion Show ) ada 15 Sanggar. Jumlah kelompol< seni yang
begitu banyak belum didukung dengan sarana prasarana yang
memadai, khususnya ketersediaan gedung kesenian untuk
penyelenggaraan kegiatarkegiatan kesenian seperli pameran,
kajian, pagelaran, festival dan lainnya, sektor keburlayaan
sangat terbatas. Gedung kesenian yang ada adalah gedung
serba guna yang bisa digunakan untuk gedung keseniaa.
Jumlah Sanggar Budaya Kabupaten Rerrbang pada tahun
2C15 be{umlah 2 buah dan jumlah museurn di Kabupaten
Rembang juga sebanyak 3 unit.

NO I(ECAMATAN DESIL 1 DBSIL 2 DtrSIL 3 DDSIL 4 TOTAL
1

c

3
4
5

6
7
B

9
i0
1i
t2
13

l4

BULU
GUNEM
KALIORI
KRAGAN
LASEM
PAMOTAN
PANCUR
REMBANG
SALE
SARANG
SEDAN
SLUKE
SULANG
SUMBER

1449
1273
1534
3428
2057
329t
222r
1837
r632
2677
3850 ,

1634
1735
2010

t2t3
942
1484
2186
1360
2014
t295
1848
1135
2r23
2310
1060
1504
1662

i082
827
1666
1891

1169
1674
977
2065
1071
2278
t754
889
14L7
1495

826
623
t722
2068
I183
1406
793
2355
734
2033
1172
871
tt32
t242

4570
366s
6406
9573
5769
8385
5286
8105
4572
9111
9086
4454
5788
6409

GRAND TOTAL 30628 22L36 20255 1816() 9t179



Pemuda dan Olahraga
Dengan lahimya UU Nomor 40 Tahun 2OO9

Kepemudaan, Pemerintah secara tegas telah melaksanal(an
pembangunan pemuda dalarn bentuk penyadaran,
pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan
dan kewirausahaan Prestasi yang diraih pemuda Rembang
dimana tahun 2015, Pengembangan kepemirnpinan rnelalui
Jambore Pemuda Indonesia (JPI)/ Bhakti Pemuda Antar
Provnsi (BPAP) terpilih empat Pemuda Rembang terpilih
menjadi wakil Jawa Tengah ke tingkat Nasional; Terkait
Pengembangan Kepeloporan melalui pemilihdn pemuda pelopor
Kabupaten, Provinsi dan Nasional, dimana dua Pemuda Pelopor
dari Kabupaten Rembang yang berprestasi sampai Tingkat
Nasional. Pengembangan kewirausahaan yang berprestasi di
tingkat Provinsi adalah Wirausaha Muda Pemula (WMP)
terdapat satu orang.

Salah satu kejuaraan yang menjadi tolok ukur
kemampuan atlet pelajar adaiah kegiatan Pekan Olahraga
Daerah (POPDA) Tingkat Jawa Tengah. Saat ini prestasi
olahraga pelajar di I(abupaten Rembang masih rendah, tidak
banyak prestasi yang bisa diraih oleh para olahragawan/ at1et.
Prestasi atlet POPDA Kabupaten Rembang di Tingkat Provinsi
Jawa Tengah dimana Tahun 2015 untuk SMP 19 atlet dengan
perolehan 1 perak 3 perunggu (peringkat 32), SMA 20 atlet
dengan perolehan 2 perunggu (peringkat 35);

Lapangaa olahraga di Ikbupaten Rembang tahun 2015
be{umlah 94 buah, yaitu terdiri atas lapangan sepak bola,
lapangan bola volley, lapangan tennis, dan lapangan bulu
tangkis.

Prestasi keolahragaan di Kabupaten Rembang
menunjukkal prestasi yang bagus di wilayah Jawa Tengah.
Pada pelaksanaan Pekan Olahraga pelajar SMA sederajat
(POPDA) daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, peringl<at
Kabupaten Rembang dengan 2 medali perunggll, oleh karena
itu upaya pembinaan terhadap berbagai cabang olahraga perlu
ditingkatkan. Pembinaan tersebut bisa dilakukan melalui klub-
klub olahraga yang ada.

Pada 2.3.1 Fokus layanan urusan rvaj ib huruf a. Pendidikan
angka 1 pendidikan anai< usia dini ada penambahan paragraf
yang berbunyi : APK PAUD Usia 4-6 tahun di I(abupaten
Rembang menunjukkan peningkatan. API( PAUD usia 3 - 6
tahun baru dilakukan pendataan muiai tahun 2015, sehingga
data tahun sebelumny belum tersedia. API( PAUD Pada tahun
2015 sebesar 72,36"/0.



Pada 2.3.1 Fokus layanan urusan rvaj ib huruf b Kesehatan ada
penambahan paragraf yang berbunyi : pada tahun 2015 di
I(abupaten Rembang ditemukan 60 kasus HIV/ AIDS terdiri
dari kasus HiV sebanyak 26 kasus dan kasus AIDS sebanyak
34 kasus. Keseluruhan kasus tersebut telah ditangani.
Persebaran kasus HIV / AIDS pada tiap pushesmas di tahun
2015 adalah sebagaimana grafik2.37 berikut.

Jml Kasus HIV / AIDS di Kab. Rcmbang Th. 2015

K.b- 60
frnct

Gambar 2,37 Peta Persebaran kasus HIV i AIDS pada Hap
puskesmas dl tahun 2015 l(abupaten Rembang Tahun 2O15

Sumber: Dinas Kesellata,n Kabupaten Rembang Tahun 2OL5

_ Kasus HIV/AIDS di l(abupaten Rembang diawali pacia
tahun 2004 dengan jumlah satu kasus AIDS. Dalam sebelas
tahun terakhir perkembangan kasus HIV/AIDS di kabupaten
Rembang (th. 2004 - 2015) meningkat pesat menjadi 266 kasus
dengan jumlah kematian 114 orang. Perkembangan kasus
HIV/AIDS dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 adalah
sebagaimana pada tabel 2.25 berikut.

rumlah Kasus HTvAITJXTIT:raten Rembang
Tahun 2OO4 s.d. 2O15

NO TAHUN
Xasur

HTV
(+l

Kasus
AIDS

,.Ienls
Kelamin TOTAL MENINGGAL
L P

1 2004 0 1 1 0 1 1

2 2005 0 0 0 n 0 0
J 2006 1 2 .)

0 2

4 2007 1 2 2 1 J 2

5 2008 0 7 ) 4 7 7
6 2009 5 i5 10 It, 20 15
7 20ro 8 19 12 15 27 l7
8 20tl l4 25 OA 15 39 i9
9 2012 6 14 1t 9 20
10 2013 13 19 27 11 )4 tz
11 2014 19 35 24 30 54 18
12 2015 26 34 32 28 60 13



Ifo TAIIInT Kasus
HnI

Kasur
AIDS

.Ienls
Kelamln TOTAL MENINGGAL

Kumulatlf 93 L7S 138 t2a 266 L\4
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2O 1 S

Selama sebelas tahun terakhlr Jumlah kasus menlngkat darl
tahun ke tahun termasuk Jumlah kematlan karena NDS.

Gambar 2.38
Graftk Persebaran kasus HIV / AIDS pada tlap puskosmaa dl

tahun 2015 Kabupaten Rembang Tahun 2015

Sumber: Dirt,.s Kesehatan Kabttpaten Renrbang 'l'alttnt 20 15

Graflk dl atas menunJukkanpenlngkatan hasus HfV/
AIDS mulai pada tahun 2OO8 dan cenderung menlngkat darl
tahun ke tahun. Pada tahun 2O15 dltemukan 6O kasus

terdlrl dart HIV sebanyak 26 ks dan AIDS sebanyak 34

kasuc. Sedangkan kematlan HfV/ AIDS pada tahun 2O15

sobanyak 13 orang.

Beberapa upaya yang telah dllakukan Dlnas Kesehatan

Kabupaten Rembang untuk menekan hasus HIV/AIDS

dlantaranya adalah!

o Sunrallance pada kelompok reslko tlnggl

. KonrollnS Informarl dan Edukaal (KIE| pada maeyorokat

dalam pencogahan dan Ponanganan Penderlta Ponyaklt

HIV/ArDS.



. Advokasl pada Stakeholder dalam Forrrm Komlsi
Penanggulangan AIDS Daerah.

Peningkatan penata laksanaal penderita HIV/AIDS melalui
Klinik Visite dan layanan pemberian obat ARV di fasilitas
Kesehatan.

r Pada Tabel 2.24 diubah menjadi Tabel 2.26 dan selanjutanya
menyesuaikan

. Pada Gambar 2.36 diubah menjadi gambar 2.36 Grafik
Prosentase Perkembangan irigasi I(abupaten Rembang dengan
kondisi baik tahun 2011 -2015.

r Pada Tabel2.42 diubah menjadi :

Perkembangan furgl<a Persentase Pencapaian SPM Lingkungan
Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No. Item 2011 2012 20t3 2014 201s
1 Kondisi Jalan

Kewenangan
Kabupaten (kondisi
baik dari total
642,75 Urnl

321,75 351,59 356,78 3 14,83 288,95

2 Kondisi Jembatan
Kewenangan
Kabupaten (kondisi
baik dari total
L.239,9 m pada 126
unit)

84 92 94 92 92

. Pada Tabel 2.27 diubah menjadi :

No Uralan Tahun
2011 20L2 2013 2014 201s

Blna Marga

1.
PanJang Jalan kabupaten
IKm)

642,75 642,75 642,75 642,75 642,75

Kondisijalan baik 327,75 351,58 356,78 3 14,83 288,95
Kondisi sedang 115,17 i 31,s4 144,61 168,85 194,73
Kondisi jalan rusak ringan 89,93 83,1s 55,8s 84,24 84,24
Kondisi jalan rusak berat 115,9 76,48 75,51 74,83 74,83

2.
PanJang Jalan provlnsi
IKm)

57,45 s7,45 57,45 58,40 58,40

3.
PanJang Jalan Naelonal
lKml

60,81 60,81 60,91 61,27 6L,27



No Jenls
Pelayanan Indlkator

Pencapalan Pada Tahun
lv,l
20t
1

20L
2

20L
3

20L
4

207
5

1 Pencegahan
Pencemaran
Air

Jenis Usaha
dan/atau
Kegiatan
yang Mentaati
Persyaratan
Administratif
dan Teknis
Pencegahan
Pencemaran Air.

38 +.1 59,1
B

100 100

2 Pencegahan
Pencemaran
Udara
Dari
Sumber
Tidak
Bergerak

Jenis Usaha
dan/atau
Kegiatan
Sumber Tidak
Bergerak Yang
Memenuhi
Persyaratan
Administratif
dan Teknis
Pengendalian
Pencemaran
Udara.

41 51 100 100 100

3 Tindak
lanljut
Pengaduan
Masyarakat
Akibat
Adanya
Dugaan
Pencemaran
dan/atau
Perusakan
Lingkungan
Hidup

Jumlah
Pengaduan
Masyarakat
Akibat Adanya
Dugaan
Pencemaran
dan/atau
Perusakan
Lingkungan
Hidup yang
Ditindaklanjuti.

66,6
6

100 i00 100 100

. Pada Tabel 2.43 diubah menjadi :

Perkembangan Kinerja Pengendalian Pencemaran Dan Perusak
Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No Indlkator
Capalan Tahun
20tL 20L2 20L3 2014 2016

1. Pemantauan status
mutu air

3143 3143 3143 3143 3143

2. Cakupan
pengawasan
terhadap

4s/59 4s 179 so I 127 s4 /r37 6s/137



No Indlkator
Capalan Tahun
2011 20L2 2013 20L4 2015

pelaksanaan
AMDAL
UKL/UPL

dan

3. Jumlah usaha dan/
atau kegiatan, yang
mentaati
persyaratan
administrasi dan
teknis pencegahan
pencemaran air

L3/34 1s/3s 29 /49 1/r rlr

4. Jumlah pengaduan
masyarakat akibat
adanya dugaan
pencemaran
dan/atau
perusahaan
lingkungan hidup
yang ditindak
lanjuti

8/12 s/s 11/11 414 313

5. I(egiatan penegakan
hukum lingkungan

314 s/s 718 t2l12 4/4

. Pada Tabel 2.45 nomor 6 diubah menjadi :

6.

Persentase swadaya
masyarakat terhadap
program
pemberdayaan
masyarakat (o/o)

0,3 0,3 0,3 0,4 o,4

Pada Pengendalian penduduk dan keluaraga berencana pada
Angka 1 Keluarga berencana pada paragraf pertama kalimat
dengan pembatasan sekallgus diubah menjadi kata "untuk',
pada paragraf kedua kalimat 2OL2 sobesar 2,O3 diubah
menjadi '2015 berdasarkan hasil susenas sebesar 2,07" dan
paragraf ketiga 81,,7o/o diubah menjadi 83,14yo, 83r39o/o diubah
menjadi 83,57o/o dan 8.O1% diubah menjadi 7, 610 .

Pada Angka 2 Keluarga Berencana 97,352 diubah menjadi
96,998,95.017 diubah menjadi 95,880, 12.965 diubah menjadi
10.929, 18.822 diubah menjadi 72.116 dan 18.822 diubah
menjadi 1.187.

. Pada Tabel 2.46 ditambah indikator yang berbunyi:

Cakupan Peserta
aktif MI(JP (o/d

Cakupan KB aktif pria
(Y,)

l0



Biaya pengujian
kelayakan angkutan
umum

L9 Cakupan Tribina (%) 83,80

. Pada Tabel2.47 diubah menjadi yang berbunyi

. Pada 2.3.1 Fokus layanal urusan wajib huruf p Kebudayaan
mengalami perubahan yang berbunyi :

Kesenian yang ada di Kabupaten Rembang antara lain
I(esenian Musik rradisional dan l(esenian/ Teater Tradisional.
Kesenian Musik Tradisional terdiri dari l(arawltan, Suaranvati,
Gadon, Cokek'an, Thong Thong Lek, i(eroncong. Sedangkan
kesenian/Teater Tradisional yaitu terdiri dari : Wayang I(ulit,
Wayang Orang, Wayang l(rucil, Kethoprak, Empral<, Gondorio,
Ande - Ande Lumut, Laisan, Orek - Orek, pathol Sarang,
Barongan/ Reog. Kesenian tersebut merupakan Aset Budaya
dan Kekayaan Kabupaten Rembang.

Banyaknya l(esenian yang ada di l(abr,rpaten Rembang
memang merupakan potensi, namun dernikian pembinaan
terhadap Keiompok-keiompok Seni tersebut secara
keseluruhan belum mencapai sasaran. parla tahun 2016 ini
Kelompok Kesenian Tradisional yang paling banyak aclalah
Karawitan yaitu sebanyak 71 buah, posisi berikutnya riiraih
oleh Solo Organ sebanyak 63 buah.
Data di Bidang Kebudayaan mulai Tahun 2011 sampai clerrgan
Tahun 2015 Kabupaten Rembang terdiri dari beberapa
Indikator yaitu Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan
Budaya, Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional, Jumiah
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki daerah.

. Pada 2.3.2 Fokus layanan urusan pilihan huruf a. perikanan
dan Kelautan pada tabel 2.6 1 Pekembangan kinerja urusan
kelautan dan perikanan di l(abupaten Rembang tahaun 2011-
2015 pada nomor 1 berubah menjadi :

No lndlkator Capalan Tahun
20LL 2072 2013 2014 2015

1. Produksi
perikanan
budidaya (kg)

1.561.46
4

7 .571 .2
37

t.714.0
23

4.017.50
0

7.477.OO
0

. Penambahan Uraian
diperoleh dari nilai
tambak) dalam satu

Rata-rata pendapatan pemhurlidaya il<an
total perikanan budidaya (kolam dan
tahun clibagi jumlah pcrnbucliclaya il<an

u



dibagi 12 bulan sehingga diperoleh rata-rata pendapatan
pembudidaya ikan. Kontribusi pendapatan pembudiclaya
terbesar diperoleh dari budidaya udang panamae.
Untuk rata-rata pendapatan nelayan diperoleh dari nilai
produksi hasil tangkapan nelayan dalam satu tahun baik yang
dilelang lewat TPI maupun yang clijual cliluar Tpl clibagi jumlah
nelayan dibagi 12 bulan

. Penambahan uraian tentang Usaha Garam Ral<yat
Pada Tahun 2010 Kabupaten Rembang teiah ditetapkan
sebagai Kabupaten Minapolitan Garam. I(abupaten Rembang
memiliki potensi untuk pengembangan gd.ram rakyat yang
sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Kaliori,
Kecamatan Rembang dan I(ecamatan Lasem. Ber-ikut tabel
perkembangan usaha garam ra\,21 6i Kabupaten Rembang
selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.62.
Perkembangan Usaha Garam Rakyat dl Kabupaten Rembang
Tahun 2Oll-2OlS

S}.tmber: Dinlutkan Kab. Rembang, Tafutn2016
Perkembangan produksi garam cenderung fluktuatif, dengan
ada peningkatan jumlah produksi di tahun 2015, faktor
penyebabnya dikarenakan masih sangat terpengaruh dengal
kondisi cuaca dafi penerapan teknologi pembuatan garam (bio
isolator) .

. Pada 2.3.3 Unsur penunjang Pemerintah Daerah huruf a BKD
ada penambahan Tabel 2.76 yang berbunyi:

Perkembangan Capalan KlnerJa Urusan Kepegawalan
dl Kabupaten Rembang Tahun 2OLL-2OLi

No Tahun

Luas
Lahan
Produksl
(Hal

Jumlah PekerJa
(Orang)

Produksi
(Ton)

Nllai
Produksl
(Rp. ooo)

Pemlllk PekerJa

1. 201t 1.584,42 1.058 4.120 125.t19,4 50.o47.760,-

2. 2012 t.584,42 1.0s8 4.r20 186.531,9 5s.965.000,-

J. 2013 1.584,42 1.058 4.120 to7 .121,t 32.136.327,-

4. 2014 L,543,22 1.058 4,210 i41.943,1 57.480.2s3,-

5. 20t5 1.568,66 1.088 4.2L2 2t9,477 ,5 65.843.250,-

No Indlkator Capalan Tahun
20LO 2017 20t2 2073 2At4 2015

Program Pendldlkan
Kedlnasan

a Jr-rmlah Aparatur yang I I 2 1 2

12



mengikuti Diklat Pim
iI

3 Jumlah Aparatur yang
mengikuti Diklat Pim
iII

3 3 1 J 1

4 Jumlah Aparatur yang
mengikuti Diklat Pim
IV

40 40 40 40

5 Jumlah PNS

mengikuti Diklat
Teknis setiap tahun

43 46 51 100 82 t92

Program Pemblnaan
dan Pengembangan
Apaiatur

1 Persentase PNS yang
kenaikan pangkatnya
tepat waktu

97.slYo 98.48o/o 95.960/o 99.38vo 99.560/o 94.70yo

2 Jumlah PNS Pensiun
setiap tahun

254 251 304 281 136 136

3 Persentase Kasus
Pelanggaran Disiplin
PNS dalam satu tahun
yang ditangani

24.24 33.33 24.24 9.09 9.09 75

. Pada 2.4.2 Fokus Fasilitasi Wilayah dan Infrastruktur huruf c
Pariwisata terdapat perubahan paragraf yang berbunyi:
Menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,
bahwa ruang lingkup usaha pariwisata meliputi 13 usaha 1,6ng
terdiri dari Usaha Daya Tarik Wisata, I(awasan Pariwisata, Jasa
Transportasi Wisata, Jasa Perjalanan Wisata, Jasa Makanan
dan Minuman, Penyediaan Akomodasi, Penyelenggaraan
Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, Penyelenggaraan MICE, Jasa
Informasi Pariwisata, Jasa I(onsultan Parirvisata, Jasa
Pramuwisata, Wisata Tirta, dan Usaha Spa.

Usaha-usaha pariwisata yang ada belum semuanya terdata dan
memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), sedang yang
sudah terdata masing-masing daya tarik \rl'isata alam/ budaya/
buatan ada 38 buah, Jasa Transportasi Wisata 7 buah, Jasa
Perjalanan Wisata 7 buah, Jasa Mal<artatr dan Minttntarl 34

buah, Jasa Penyediaan Akomodasi ada 18 buah fhanya hotel
bintang dan non bintang, sedarrgl<an homestaY Desa Wisata
dan Bumu Perl<emahan bel u m terdat.t), U saha
Penyelenggaraan Hiburan dan Rel<reasi ada 2 buah, Jasa
Inlbrmasi Pariwisatn 2 hunlr, ,lnsn I't ilttttt'uvttttnln 4 ot'ttt-tg,

Wisata Tirta 11 buah, Usaha Spa 3 buah.

tl



. Jenis, Kelas, jumlah penginapan/hotel ciiubah menjadi :

Jumlah hotel bintalg dan non bintang ada 18 (sesuai data dari
KPPT Kabupaten Rembang, 20i6). Namun yang layak/ dapat
didata hanya 12 terdiri dari 2 hotel bintang dan 10 hotel non
bintang dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan 167 orang.
Hotel tersebut terdapat di beberapa kecamatan seperti
Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, dan I(ecamatan
Lasem.

3. Pada Bab III berubah menjadi :

. Pada 3.3. Kerangka Pendanaan diubah rnenjadi:
Mendasarkan pada realisasi pendapatan daerah tahun 2010-
2015, pendapatan daerah I(abupaten Rembang cliproyel<sikan
mengalami peningkatan, dari sebesar Rp 1.686. 1 3 1.643.695,00
pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 2.736.630.155.271,00
pada tahun ' 2021. Beberapa asumsi yang mendasari
peningkatan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Pajak daerah meningkat setiap tahunnya

sebesar l4,O0yo, asumsi tersebut didasarkan pada
pertimbangan potensi yang ada dan kemampuan obyek
pajak. Masih terdapat potensi pendapatan dari pos pajak
Daerah yang dapat dioptimalisasikan pemungutannya.
Peningkatan pajak daerah juga dilakukan melalui
intensilikasi dengan penerapan aturan (Perda tentang
pajak daerahlsecara optimal. Selain itu peningkatan pajak
juga diprediksi dari beroperasinya pabrik semen yang akan
meningkatkan pajak Minerba dan juga pajak penerangan
jalan (PPJ); kenaikan pajak juga diprediksi dari intensifikasi
Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB- P2).
Selain itu perlu dilakukan akselerasi peningkatan aktivitas
perekonomian, sehingga akan mampu meningkatkan
pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat, sehingga
kemampuan membayar pajak (abititg to pdAl masyarakat
meningkat.

' Penerimaan Pembiayaan terutama dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), diharapkan
semakin menurun. Penerimaan SiLPA pada tahun 2017
diperhitungkan sebesar kurang dari 5 %o dari Totai Pendapatan
yaitu rata-rata selama lima tahun ssebesar 4,48yo. Pada tahun
2016 penerimaan SiLPA cukup besar harena banyak kegiatan
DAK yang belum bisa dilaksanakarr. Besarn.ya SiLPA
dipengaruhi oleh efisiensi anggaran, pelampauan target
penerimaan dan kegiatan yang belurn clilal<sanalcarr l<arena
bcrbagai alasan.

4. Pada Ball IV berubah men.jadi I

. Pada 4.1. hurufv Kebudayaan nomor 1-3 berubah menjadi :

I. Relrrm optinrnlrr.yn pelnl<snnnnrr pclcslnrinrr lrerrrln cngnr

t.l



budaya di Kabupaten Rembang, karena saat ini benda cagar
budaya yang dilestarikan baru 6,3% (2O1Sl, karena belum
optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2014 lentang Pelestarian dan Pengelolaan Benda Cagar
Budaya (BCB) di Kabupaten Rembarrg.

2. Masih rendahnya pembinaan kelompok kesenian dimana
dari jumlah kelompok kesenian yang ada 311 kelompok,
yang terbina baru 65 7o;

3. Belum tersedianya Gedung I(esenian/ sarana dan
prasa-rana yang representatif untuk menampung aktMtas
seni.

Pada huruf y Kelautan dan perikanan mengalami perubahan
dan penambahar nomor 2 - 6 yang berbunyi :

2) Rendahnya produksi perikanan budidaya. Pada tahun 2015
produksi perikanan budidaya baru mencap et 7 .4.7T ton .

3) Masih rendahnya konsumsi ikan per kapita penciuduk
Kabupaten Rembang. Konsumsi ikan perkapita per tahun
sebesar 2a kg/th, masih di bawah angka target nasional 35
kglkapita / tahun.

4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat neleiyan untuk
menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

5) Belum optimalnya rata-rata pendapatan nelayan. Capaian
rata-rata pendapatan nelayar 2015 sebesar RP. 2.380.175,-
per kapita perbulan

6) Masih terbatasnya sarana dan prasarana TPI. Hal ini
disebabkan karena masih kurangnya sarana pokok untuk
tambat labuh kapal perikanan.

Pada 4.3. Isu Strategis ada penambahan paragraf dan Tabel 4.5
yang berbunyi :

Berdasarkan uraian gambaran kondisi daerah yang telah
dikemukakan pada Bab II dan hasil identifikasi permasalahan
sebagaimana dikemukakan di atas, dirumuskan isu-isu
strategis yang dihadapi Kabupaten Rembang pada lima tahun
yang akan datang. Penyusunan isu stratgis menggunakan
pembobotan sebagaimaa diamantkan dalam Permendagri 54
tahun 2010. Hasil pembobotan sebagai berikut:
Tabel 4.5.
Ranking Hasil Pembobotan Isu Strategis

No Isu Strategle
Nllal Skala Krlterla Total

skor1 2 3 4 5 6

1
Tingginya Angka
Kemiskinan

20 e 20 10 13 24 95

2 Pembangunan Desa 18 8 20 10 74 20 90

3
Masih Kurangnya
Derajad Kesehatan
Masyarakat

20 9 19 7 t2 22 89

4
Tingkat
Kesejahteraan

20 8 20 B 7 25 88
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IlIo Isu Strategl3 Nllal Skala Krlterla Total
skor1 o 3 4 5 6

Masyarakat

5
Belum Optimalnya
Kualitas Pelayanan
Pendidikan

cn 9 17 7 t2 22 87

6
Kualitas
Infrastruktur 19 8 20 i0 13 16 86

7 Kondusivitas Daerah t7 10 t7 7 12 21 84
8 Pengangguran 20 8 20 7 2r 83

9
Melambatanya
Pertumbuhan Sektor
Pertanian

15 9 16 7 11 22 BO

10
Rendahnya
Ketahanan Pangan 20 7 16 e 11 t7 79

11

Menurunnya
Kunjungan
Wisatawan

74 9 t2 8 13 22 78

t2 Perwujudan Good
Gouemance 20 8 13 6 8 22 77

13
Perlambatan
Pertumbuhan
Ekonomi

t7 5 16 B 9 tt 72

14

Belum Optimalnya
Upaya Peningkatan
Penanaman Modal

13 9 1.) 8 10 i6 69

Tabel di atas menunjukkan bahwa teraasartan penifiIn-Et
ekspert berdasarkan loiteria yang ditetapkan isu tentang
kemiskinan menempti ranking tertinggi. penilaian ini
didasarkan pad,a expert judgement, yaitu penilaian dari ahli
dengan menggunakan kriteria tersebut.

4. Pada Bab V berubahn menjadi:
. Penambahan indikator pada tabel 5. 1

5. Pada Bab VII berubahn menjadi :

. 7.2.2 Program unggulan misi kedua terdapat penambahan
nomor 3 dan 4 yaitu :

3. Membuat 1.000 sumur dangkal
4. Memberikan bantuan modernisasi alat pertanian kepada

petani:
a. 882 traktor tangan
b. 294 mesin tanam
c. 294 mesin panetr

. Pendukung pelaksanaan program unggulan misi l<edua
terdapal pcrubahan nomor 4 nrenjarli Progrnnr Pr:ngernltnngnn
infrastruktur pertanian
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' Pendukung pelaksanaan prograrn unggulan misi ketiga
terdapat penambahan nomor 7 yang berbunyi Program
Pengembangan Kemitraan

. 7.2.7 Program unggulan misi ketujuh terdapat perubahan
nomor 2 yang berbunyi : Peningkatan ketersediaan, akses,
keragaman dan keamanan pangan bagi masyarakat

. Pendukung pelaksanaan program unggulan misi ketujuh
terdapat perubahan dan penambahan yang berbunyi :

1. Program Peningkatan Ketersediaan, Distribusi Dan Akses
Pangan

2, Program Peningkatan Penganel<aragarfian, Mutu dan
Keamanan Pangan

7. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil
Perikanan

8, Program Pemberdayaan Masyaral<at Pesisir dan
pengembangan usaha.

Pada Tabel 7.1 terdapat beberapa perubahan dan penambahan
yaitu :

t7



Tabel 7.1.
Keb[akan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021

tro SasarE strategl Arsh lIcbtja.La.r
. Ptogn8
Peaba,ag[aal

Daerah
St!

CaDaia.q Kilcria Pcralglst
Daenh

Pelgaspu
UrusrI

Koodlsl
Alral

t2015t

Itondlsl
A&hlr
t202tt

MISI I
I Terwujudnya

MGovemance
lvteningkatlan
kualitas tatakelola
penyelenggaraan
pe Eerintahan
melalui penerapan
budaya kerja,
tatalaksana
akuntabilitasi
kinerja
pemerintahan,
profesiona.listas SDA
(Sumber Daya
Aparatur),
peningkatan sisterE
pengawasan interna.l
dan peraturan
daerah, pengelolaan
keuangan daerah
yang optimal,
pengelolaan aset,
penlrusunan
perencanaan dan
evaluasi berkua.litas
serta optimalisasi e-
Gov dan pelayanan
pangaduan.

Mcningkatkan
budaya integritas,
budaya kinerja,
meningkatkan
pelaksanaan dan
pengembangan
SOP dan SPP
secara konsist€n,
pengclolaarr
keuangan dan
asset.
Pengawasan
dilakukan secara
komprehensif pada
pelaksanaan
pembangunan
Mengoptima.lkan
evaluasi atas
efektfitas
pelaksanaan
produk hukum
daerah.
Mengoptimalkan
penetapar\ oPen
govemment dengatr
fokus pada
pelaporart kinerja
insta!si
percerintah secara
terbuka, layanan
informasi,
publikasi semua
proses
Derenczrnaaur.

Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur

Persentase PNS yang
roengikuti kegiatan
assesment

o/o 46 65 Fungsi
Kepegawaian
serta
Pendidikan
dan Pelatihan

PlograrI peningkatan
kapasitas
sumbcrdaya aparatur

P€rsentase PNS yang
mengikuti diklat

o/o 8,43 25 Fungsi
Kepegawaian
serta
Pendidikan
dan Pelatihan

Program peningkatan
dan Pengembangan
pengelolaan
keuarlEa'l daqralr

-Persentase PD yang
mengumplkan
laporan keuargan
TeDat walclr

o/o 74,32 loo Fungi
Keuangan

Program Peningkatan
Profesionalisrne
tenaga pemeriksa dan
aparatur pcngawasan

Persentase tenaga
pemeriksa dan
aparatur pengawasan
yang mengikuti diklat

o/o a2 34 100 Fungi
Keuangan

l8



SlratrE Skrtegl Arah ltcblJelu

penganggar:an dan
peLaksanaan
Mengembangkan
Sistctr SPIP dan
menjngkatkan
kapabilitas APIP.
mcningkat&an
komptcnsi dan
profesion.li-e
aParahx' .l.l'fr
pcnyclenggaraan
pemerintahan.
lrtcncrirpkan
man4iemcn ASN
secara konsigten.
Pcnguatan sistcro
dan infrasturktut
€-Gov yanS
terintcgrasi.
Mempeduas
jangkauan
publikasi
pembarrgunan
!neningkatkan
kualitas
oanajemen
kearsipan berbasis
lT pada masing
Perangkat Daerah.
Penyediaan ruartg
partisipasi publik
dalagr
penyelenggaraal
pemerintahan dan
peiavanan publik

froErrrr
Pcobugure.a

Dtcrah
Iadltetor llbcrJr St!

Crpdu Xlnodr Pcrelgt t
D..rrb

Paacloprr
Untsa8

t(oadLl
Ar.l

12(,15t

BoEdr.l
Attls
l?{J,rrl

2 lvlening;ratnya
aspirasi
oasrE--a\at ya$g

Mcningkatkan
kualitas
percncanaan dan

. Meningkatkan
i<uditas
perelrcanaan

hogram
perencanaan
pcmbarrgunan dacrah

Pcrsentasc RPJMD
yang dijabarkan
dalao RKPD Liap

o/o 70 100 Fungsi
Percncanaan
Pembanxunan
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l{o Sssiral Strategl Ata-b ltebuatla
ProtrrD

Pembesgulaa
Dsers.h

ladllator Xinerja St!
Capalaa lllseda P.raigLrt

Drcnh
Petrg.Epu

Urusaa

Notldbl
Awrl

t2015t

Kolrdill
AIrbtr
1202Lt

mendukung
pencapaian visi

pengendalian
pembangunan yang
rcsponsif dan
mcningkatkan
kemitraa! dcngan
swasta.

dengan pada
optimalisasi sistem
informasi
rnanajeoen
PCrencanaan
Meningkatkan
konisistcnsi
PCre'tcanaan
pcmbangunan
terutama pada
pcngendalian dan
evaluasi
Pcningkatan
intensitas
pendaopingan
masyarakat
terutaoa pada
penj rsunan
Perencaan,
pclaksanaan dan
evaluasi
pembangunan,
Meningkatkan
perarl swasta
dalam
pembangunan,

rahunnya

3 Meningkatnya
konsisitensi
antara dokumen
pe ren caIaa.rr,
p e ngalggaran
dan pelaksanaan

Peningkatan
kapasitas aparatur
Percncana,
peningkatart
kualitas
pengendalian dan
pengawasan internal
serta pcningkatan
kualitas Delaporart.

. Peningkatan
pemaDtauan dan
pengendalian
tenrtama Pada saat
pelaksanaan
kegiatan

Prograo
pcrencauraan
pembangunan daera.l.

Persentase RPJMD
yang dijabarkan
da.lam RKPD tiap
ta}lunnya

o/o 70 roo Fungsi
Perencanaan
Pembangunan

.I Meningkatnya
dokuoen
perencanaan

PeninSkata:r
kualitas
ketersediaan data

. Peningkaan
ketersediaan data
penduliunc

Prograrrr
perencanaan
pembanqunan daerah

Persentase RPJMD
yang dijabarkan
dalaE RKPD tiap

n/o 70 too Fungsi
Perencanaan
Pembangr.rnan
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untuk perencanaan,
pemantauan dan
pcngendalia proscs
PenJnrsunan
pcrencanaan secara
ketat.

Perencanaan'
Pembangunan
tenrta.Ea pada data
infrastruktur dan
agreEat.

Terciptanya
pelayanan
tanggaP dan
Publik yang
Prima

Mcwujudkan
Pelayanan Publik
Prima berbasis
teknologi intbnaasi
melalui sosialisasi
kepada seluruh
stak"holdcrs akan
hak dan kcwajiban
mereka,
penlnrsunan sPP,
pcnerapan SPP
secara konsisten,
pcninSkatan sarana
dan prsarana
pelayanan pub!ik,
pelaksanaan
evaluasi kinerja PP,
melakukan survey
kepuasan
masya.rakat secara
berkala.

Mcningkatkan
standar mutu dan
pengembangarr
sistem pelayanan
publik
Mcningkatkan
pcla5ranan yang
lcbih luas kepada
masyarkat
terutama
pelayanan
administrasi
terpadu di tingkat
kecaEatan
(PATEN).
Membangun sistem
pengelolaam dan
layanan informasi
publ.ik yang handal
dan profesional

Persentasc
penalrSanan
pengaduart
masyarakat

peBanfaatan
teknologi informatika

penggunaan TI
Urusan
Komunikasi
dan
Informatika

kineqa sektor
pertanian,
kehutanarr dan
perikanan

Membartgun
Kem:rndiriar:
Ekonou:i dan
Pengembalrgan
Ekonomi toka.l
melalui
pengembangan
penanian,

o Meabangun basis -
basis agribisnis
pertanian dan
perikanan yang
memiliki
insfrastrul<tur
memadai yang
discrtai

Program I Indeks
Pengcmbangan I Pelaku Usaha Sekto.

is I Pertanian
Program Peningkatan
Penerapan Tcknologi
Pertanian/
lrcrkebunan

ta-naman par)gan
utalrla :

- padi
- jagrng,
- kedelai

Ton/ha
Ton/ha
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tro SEaraE Strrtegl

perikanan budidaya,
pengembangan agro
industri.

Arat ltcbiiataa

oodernisasi
pertanian dan
perikanan
Meningkatkan
kompctcnsi dan
daya saing sumber
daya manusia
pcrtanian dan
pcrikartan dcngart
fokus pada SDM
penbudidaya
perikanan, darl
pelaku usaha
pertarian
perikana4 yang
mandiri, berdaya
saing kuat.
Menycdiakan
fasilitas dan
infrastruktur
perikanan dengan
fokus pada
pembangunan
infrastruktur
berteknoloci

Progrrn
PeEbrtrg[aa!

Deerrh
lnditator Xlacda Sta

Capalm l(1o.t1" PGnnglrt
Deonh

Perg.-Epu
Ururaa

Ilotrdbl
Awal

12015t

XoEdlsl
Athtr
1202,)

PrograE. Peningkatan
Penerapan teknologi
peternakan

Efektirdtas lnseminasi
(service/ conception )

Indeks 1.60 l-50 Urusan
Pertanian

Program
Pengembangan
Infrastruktur
Pertanian

lndeks Pertana-man
lahan sawah

Indeks t.32 1-5 Urusan
Pertanian

2 llenhgkatnya
kinela indusc:
pengolahan dar:
s€ktor
?erda-gargan
SesLrr dan
acera:r, Reparasi
llobil dan
Sepeca Uotor

NIe ningkatkan
perdagangaan dan
pemasaran produk
unggulan daerah,
Eenumbuh
kembaagkan e-
comrllerce

. Ivle.Dbangun
fa-<iItas
perdagangan
terutaEa pasar
tradisional semi
modem, tanpa
oeobebani
pedaganS

. MeErbansun sistem

Program Promosi
produk unggulan
daeral.

ftomosi dagang yang
diikuti

Event/ th 2 4 Urus:rn
Perdagangan

Prograro peningkatan
Efisiensi perdagangan
Dalairr nele.i

Persentase
pengembangan pasar
traditional

o/o o 75 Urusan
Perdagangan

Progra-ur
Pengembangan
Kewirausahaan dan

Persentase UIVIKM
Aktif

6/o 79 90 Urusan
Perdagangan
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!o SLaa,fln Stratcgl Arah llebtjatao

dan jaringan
pemasaran

PrcgrlE
Dambeaglaal

D.!r.h
Ildllatos lliEcrja Stn

Capit a llhcda Peralglat
Daent

PG!ga.Epu
Ururan

Kordlsl
Awd

t2015t

Nordtsl
A&hlr
t2v2tl

Keuntgulan
KoEpctitif Usaha
Kcqil Mcncnqah

Meningkatkan
kinerja industri dan
perdagangan
melalui identifi.kasi
kebutuhan
pcmbangunan
satana
perdagangan,
mengidentifikasi
ketersediaan
kawasan industri,
pembangunan dan
pengembangan
industri kecil dan
mikro,
meninEkatkan
industri yang padat
karva

Membangul
industri padat
karya dcngan
mcnggandeng
investor baik dalam
maupun luar
negeri,
Mcobangun
industri berbasis
rumah tangga
dengan orientasi
sektor pariwisata
(UMKM)..

kograE
pcngcmbangan
seDFa-scntra industri
potcnsial

Kawasan industri
baru

Jrrnr,h o 2 Urusan
Perindustrian

Prograo
Pengembangan
Industri Xecil dan
Mcncngah

Jumlah IKM yang
memiliki sertifrkat
produk (Halal/HKI)

Jumlah 223 430 Urusan
Perindustrian

l lvle n urunnya
angka
pengangguran

Menciptakan
peluang dan
kesempatan kerja
melalui peningkatan
keahlian,
ketrampilan dan
kewirusahaan
Pemberian
sertifrkasi
kompetensi tenaga
kerja.

Peningkatan
kescmpatan kerja dan
daya saing tenaga kerja
dengan fokus pada
kemampuan sesuai
kcbutuhan pasar dan
daya saing internasional
dan pemberian
sertilikasi kompetensi
pada tenaga kerja

Program Peningkatar
Kuditas dan
hoduktivitas Tenaga
Kerja

Besaran tenaga keda
yang mendapatkan
pelatihan berbasis
kompetensi

orang 320 523 Urusan
Tenaga Keda

Program peningkatan
kescmpatan kerja

Tingkat partisipasi
angkatan kerja

vo 66,97 90 Urusan
Tenaga Keda

Men!nlnnya
angk-r
kemi-s-\.inan

Membangun upaya
penanggulangan
keo,iskinan yang
terintegrasi dart
komorehensif

. Peningkatan
kinerja
penanggulangan
kemiskinan dengan
fokus pada

Prograrr
Pemberdayaan f'akir
Miskin, Komunitas
Adat Tcrpencil {KAT)
dan Penyandang

Persentase P/o) PMKS
skala kab,/kot yang
roeruperoleh bantuan
sosial untuk
pemenuhan

o/o 40 45 Urusal Sosial

23



llo Sasarart Strrtcgl Arah Kebtjats!
Progre.E

Peebaaguao.o
Daerah

Iadllatos Xinerjs Stn

C.palal llbedi Per.sgBat
Daerlt

Penga.Bpu
Urusaln

No!dt3l
Awal

t2015t

Koadld
Athlr
1202l)

melalui pcningkatan
validitas dan
perlaDfaatan
databasc
kcmiskinan sccara
optimal

kecamatan dan
desa yang Easih
banyak penduduk
miskinnya dan
pada kegiatan yang
mcningkatkan
keberdayaan
penduduk miskin
Mcmperkuat sistero
dan kelembagaan
penanEgulartgart
kcmiskinan
Penanggulangan
kemiskinan
terutarua pada
pemberdayaan
masyarakat di
karttonS-kantong
kemiskinan

Masalah
Kesejahteraafl Sosial
(PMKS) Lainnya

kebutuhan dasar

Aksclcrasi
peningkatarr
pendapatan
maqrarakat o.iskin
dan mengurangi
bcban peargeluaran
penduduk miskin.

Pemberian jarninan
sosial kepada
masyarakat miskin

hograru Pelayanan
dar Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial

Persentase f/") korban
bencana skala
kabupaten/kota ya-ng
m€nerima bantualr
sosal sela.rla masa
tiDssal darurat

o/o 72 a4 Urusan Sosial

Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial

Persentase (o/o)

wahana
kesejahteraan sosial
berbasis masyarakat
f'vKSBM) yang
menyediakan sarana
prasanana pclayanan
keseiahteraan sosial

o/o 4a 50 Urusan Sosial

5 lteningkatnya
kualitas LH

Meningkatkarr
kelestarian
linglorngan melalui
penyadaran kepada
msvarakat.

. PenanSanan lahan
kritis dengan fokus
pada kawasan /
daerai resapan air.

Program
Pemba,rgunan Kinerja
Pengelolaan
Persampahan

persentase
pengarrgkutatr
sampah

ot, a2 9+ Urusar
Lingkungan
Hidup
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llo Sasara! Strategi

identiGkasi
kerusa-kal
lingkungan,
pemantauan
kualitas lingkungan

Ar.h XGbtJ*8r

Peningkatan
pelestarian
lingkungal hidup
dengan fokus pada
pemantauan dan
pengsndalian
aktivitas yang
menimbulkan
degradasi
lingkungan dan
kcrusakan SDA
serta penyadaran
Easyarakat akan
kelestarian LH

hogrla
PGEbrDgutrar

Drertb
Iaditctor KiEerJa Sta

Cspdaa lllaerl Perargl.t
Daerah

PcEga.Epu
UrurB!

Xo!ldbl
Asql

t2015t

NoDdid
A&hir
1202tt

hogram
Pengendalian
Penccmaran dan
Pcrusakan
Linqkunean Hiduo

Petnantau a-rr status
mutu air

Titik
pantau

3 2t

sr,'cara bcrkala rlanr
pengurangan
pencetDaran
lingkungan

hograa Penccgahan
dan Xesiapsiagaan
Perranggulangan
f}encana

Perscrttasc
Peningkatan
keEalxrpuan teotang
kebencanaan di
daerah rawan
bencaira

50 ao Sub Urusurr
Kebencanaan

IISI III
I Irlcningkatnya

nitai Investasi
Meningkatkan daya
saing melalui
invcstasi promosi
investasi secara
berkelanjuta.n
berbagai media,
menyediakan dan
menyederhanakan
pelayanan investasi
serta pemberian
insentif atau
keringan pajak bagi
investor.

Peningkatan pelayanan
investasi dengan fokus
pada PMDN darl PMA
yang berwawasan
iingkungan dan padat
karya.

Progra.o Peningkatan
homosi dan
Kcrjasama Investasi

Tersedianya inforoasi
peluang usaha
sektor/bidang usaha
unEculan

o/" 100 100 Urusan
Pena'ra.llan
Modal

Program Peningkatan
Iklim lnvestasi dan
Rcalisasi Investasi

Terselenggaranya
pelayanan perijinan
dan nonperijinan
bidang penanaman
modal melalui
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PISP) di
Bidang Penalaroan
Modal:

100 100 Urusan
Penanaman
Moda-l

) MeningLatnya
Kinerja UlvlKti
berbasis
ekono:ni kreatiJ

Ivlcningkatkan
ekonomi keralqratan
melalui inovasi dan
produlrtivitas serta
strata usal.a-

Peningkatan fasilitasi,
teknologi, pemasar.rn
serta pernodalan
kepada UMKM dan
usaha kreatif.

Pengembangan
Kecrirausahaan dan
Keunggulan
Kooptitif Usaha
Kccil MenenEah

Cakupan bina
kelompok UlltKM

t.972 3.494 Urusan
Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah

Pr raE Penciptaan
Iklio Usaha Kccil
Meocngah Yang
Kondusif

Jumlah Usaha Mikro
Kecil Dan N{enengah

39.363 69.7 34 Unrsan
Koperasi dan
Usal.a Kecil
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tro S8saru Stntegl Arab ltebljataa
ProiraD

Peobragunrl
Daerat

I[dil3qtor Xltrede St!
Creaha l{hcda Pcra!gLat

Daerab
Peagarapu

Uruiar!

Ilondi3l
Awal

120151

Kosdlal
Athis
t2v2Ll

3 lvleningkatnya
kontribusi
pariB'isata
terhadap
perekonomian
daerah

Meningkatkan kontribusi Pa-riwisata terhadap'
pendapatan daerah metalui upaYa
memperpanjang lenlh of stag da\
meningkatkan tdlrist spending kjF'ngeluaran
wisatawan), promosi pari*isata yang
koroprchcnsif dan strategis.
Pcningkatan aksesibilitas, amcnitas, atraksi
dan aktifitas pada destinasi patiwisata
unggulan yang didukung kualitas SDM
pariwisata-

Prograo
Pengembangan
Destiaasi Pariwisata

Jumlah DTW baru DTW 7 10 Urrrsan
Pariwisata

PrograE
pengembangan
Penasaran pariwisata

Kunjungan wisatawan Orang 727 -453 1.416.554 Urusan
Pariwisata

uIsI rv
1 lvlcninglatnya

pemeratadn dan
kualitas
pcmbarrgunan
jalan dan
jcmbat n

Meningkatkan
pemerataan dan
kualitas jalan dan
jembatan melalui
pemantauan kondisi
ja.tan secara bcrka-la,
PenaJrSanan
pemeliharaan jalan
secara responsif

PeninAkatan
Pemerataan dan
kualitas jalan dan
jembatan pada semua
wilayah.

Program
pembangunan jalan
dan jeobatan

Persentasc panjang
jaringan jalan dan
jembatan dalam
kondisi baik

o/o 48,98 85,00 Urusan
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruane

Program
pembalgunan
saluran
drainase / goronS-
qorons

persentase drainase
dalam kondisi baik/
pembuangan aliran
an tidak tersuEbat

0/6 59,23 80,o0 Urusarr
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruans

2 :.lenintkatnYa
:<ualitas dart
kuanriras
pembangunan
rigasi.

Meningkatkan
peoerataan dan
kualitas irigasi dan
sumberdaya air
melalui
peningkatan fungsi
jaringan ingasi,
pemantauan kondisi
irgasi dalam secara
berkala,
pemeliharaan
iarinsan

Peningkatan
pembangunan dan
pemeliharaan jaringal
irigasi terutama pada
wilayah pertaiian tadah
hujan.

Prograo
pengembangan Dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa Dan
Jaringan Pcngairan
lainnya.

Perseotasc Jaringarr
Irigasi kewenangan
Kabupaten dala.rn
kondisi baik

77 ,88 94,12 Urusan
Pekerjaart
Umum dan
Penataan
Ruang

3 lleningkatnya
Jumla-h Ruoah
Layali Huni

Meningkati<an
kualitas
pernukiman yang
ber'llartabat melalui

Pembangunar kawasan
permukiman dan
rumah tidak laya-k huni
terutama pada

ltogram
Pengerrbangan
Perumahan

Juala.l. Prasarana
dan Sarara Dasar
Perumahan yalg
tertansani

yo 77 90 Urusarr
Peru Era-hatn
Rakyat Dan
Kawasan
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Progren

Pembaaguaa.tl
Dacreh

Iadlhator ltiaerje Sta

Capataa ltiacda Pera.ttgtsat
Dacrah

PeagaDpu
Uru!a!

Xondisi
Asd

12(,15t

Koadlrl
Ar.his
t2o2tl

identilikasi
penukiman dan
RTLH yang tidak
layak huni,
pelibatan
masyarzrkaL dan
svasta, pembagian
proporsi dengan
pcmcrintah Pusat
dan provinsi,
memberdayakan
masvara.l<t setemDat

pcmukiman kumuh dan
ruaah tidak layak huni.

PerrDukiman

+ Berkurangnya
luas kawasan
kumuh

Mcngurangi
kawasan kumuh
melalui
peEbangunan
sarana infrastruli.tur

hogram
Pemberdayaan
Komunitas
Perumal.an

Persentase kawasan
permukiman kumuh
yang tertangani

o/o 7,4 2t,44 Urusan
Perumahan
Ralryat Dan _

Kawasan
Permukiman

J Lleningkamya
cakupan akscs
air bersih

Meningkatkan
cakupan akses air
bcrsih melalui
pcninglatan
pelayanan PDAM
dan PAMSIMAS

Penyiadaan air bersil.
pada rumah tangga
dengan fokus air bersih
pada perpipaan

Program
pengembangan
kinerja pcngelolaart
air minum dan air
limbah

Cakupan akses air
bersih

6/o 80,34 98,OO Urusan
Perumahan
Rakyat Darr
Kawasan
Permukiman

5 l\teningkatDya
cakupan ruoah
tangSa memiliki
sanitasi la,vak

Meningkatkan
Kepenilikan
sanitasi layak
disetiap ruEtah
melalui
pembangunan
limbah terpadu,
pemberian stmulan
pembalgunan WC
dan Sosialisasi
tentang sanitasi
lavak

Pcningkatan
kepemilikan sanitasi
layak pada scmua
rumah tangga
Penurunan luas
kawasan kumuh
diprioritaskan pada
kan'asan kumuh yang
telah ditetapkan
schingga menjadi O ha
atau oPlo

Program Lingkungarr
Sehat Perumahan

Cakupan sanitasi
layak

o/o 77,42 90,00 Urusal
Perumahan
Ralryat Da'l
Kawasan
Permukiman

7 Nleniogkatnya
persentasc trIH

Meningkatkan
luasan ruang
terbuka hiiau

Peningkatan luasan
ruang terbuka hijau
terutama Dada karvasaD

Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
IRTH)

Luas RTH Perkotaan
PubLik

o/o 60 Urusan
Pekerjaan
Unum dan
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melalui pengadaan
secara bertahap,
pencgakan aturan
tataruang,
konscrvasi lahan

perkotaat! Penataan
Ruang

8 Meningkatnya
ketersediaan air
baku

Meningkatkan
ketersediaan air
baku melalui
pcmbangunan
cmbung, penggalian
sunur dangkal,
salinasi air Laut dan
oembansunan datn

Pembangunan daIl
pemeliharan cmbung
untuk penyediaan air
baku terutaEa Pada
wilayah rawan
kekeringan.

hogram penyediaan
dan pengol,ahan air
baku

Perssntase cakupan
ketersediaan air baku
untuk kebutuhan
pertanian dan
industri serta
kebutuhan pokok
sehari-hari

v" 64 8a Urusarr
Pekerjaan
Uoum dan
Penataan
Ruarlg

I Meningikatnya
jtrmlah pusat
pertumbuhan
baru dcngan
dukungan
infrastruktu r
memadai

lvlembangun pusat
pertumbuhan
dengan dukungan
infrastruhur yang
mcmadai melalui
idcntiEkasi pusat
pertumbuhan baru,
pelibatan
ma.syarakat dan
snasta,
pembangunan
secara bertahap

Percepatan
pembangunan Pusat
pertumbuhan dengan
fokus pada wilayah
Rembang bagian atas
dengan memperhatikan
kelestarial lingkungan

ProBrarn
pengembangan
wilayah strategis da-n
cepat tumbuh

Pusat pertumbuhan Kawasan 4A Urusal
Pekerjaal
Umum dan
Penataart
Ruang

MISI 1,
I Nteningkatnya

derajat
keschatan
EasJ.a-rakat

Meningkatkan
derqiat kesehatan
masyarakat meialui
peningkatan
kualitas pelayanart
keschatan,
penguatan
pemberdayaan
Dastrarakat dan
disu-ibusi petugas
pelayanan

Peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan
pada seluruh laPisan
masyarakat tidak hanya
terbatas pada
pelayanan dasar na.rrun
sampai pelayalan
rujukan,

Program Standarisasi
Pelayanan Kes€hatan

Persentase
Puskesmas yg telah
me.Dil.iki Standa-r PlJm
Publik {SPP)

o/" l8 87,5 Urusan
Kesehatan

Program PenSadaan,
Peningkatan,
Perbaikan Sarana
Dan hasarana
Rumah Sakit/Rumah
Sakit -riwa, RuEah
Sakit Paru-

Skor Indeks
Kepuasan Masyarakat
(rKM) RSUD

Skor 76.20 >80 Uru sarr
Kesehatan
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paru/Rumah Sakit
Mata.

Peningkatan
kesehatan ibu, bayi
dan anak melalui
upaya
penyelenggaraan
pelayanan KlA,
peningkatan
l,ayanan puskesmas
dan peningkatan
upaya perbaikan gizi
keluarga

Mcourunkan
kcDatian ibu, bayi
dan anak balita
dan meningkatkan
statrrs gizi ibu, bayi
dan anak balita
Menunrnkan angka
kesakitan dan
angka kematian
pcn5rakit menular
Meningkatkan
sarana Prasarana
pelayanan
keschatan dasar
dan mjukan scauai
standar dan
pcmcnuhan
su.rober daya
manusia kesehatan
Menjalin
kenitraan, dunia
usaha, ormas dan
L,sM untuk
berkontribusi
penyclesaian
masalah kesehatan

Program peningkatan
Kcsel,a.matan lbu
Melahirkan Dan Anak

Cakupan pertolongan
persalinan oleh
tenaga kesehatan
yang memiliki
koEpetensi
kebidanan

o/" 92 99 Urusan
I(esehatan

Program Upaya
Kesehatan
MasYarakat

Calrupan pelayanan
kesehatan dasat
Easvarakat lDjskin

0/6 75 75 UrusaIr
Kes€hatan

Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular

Cakupan Desa /
kelurahan Univer-sal
Child Iomu nization
(UCD

vo 100 100 Urrsan
Kesehata.rr

Peningkatafl
kuantitas
Peningkatarl
kuantitas dan
kua.litas
penanganan gizi
buruk melalui
peningkatal
panisipasi
kelo@pok

Meningkatkan
kemandirian
mas1,arakat dalaro
oengatasi masalah
kesehatan Eelalui
peroberdayaan
masJrarakat

Program Promosi
liesehatan Dan
Pemberdayaan
Masyarakat

Persentase rumah
tangga berperilaku
hidup bersih dan
sehat IPHBS).

vo 77,rO 92 Uru sa.rr
Kesehatan

Program Perbaikan
Oizi Masyarakat

Prevalensi balita
dengan bcrat badan
rendah / kekurangan
gai'

o/o 9,84 8,5 Urusan
Kesehatan
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2 Meningkatrrya
angka Rata -rata
lama sekolah

Peningkatan
kualitas
penyclenggaraan
pendidikan PAUD,
Pendidikan dasar
dalr Pcndidikan Non
formal oelalui
optimalisasi potcnsi
ekosisiteE
pendidikan pada
oasing-masing
jenjang pendidikan,
peningkatan sarana
penunjang
pembelajaran,
perba.ikan
Prasara'la
pendidikan

Pcnguatan pcmanlaatan
tckrologi informasi dan
komr r nilrqci dalam
pcrcncanaart dan
pclaksanaan pelayanan
pcndidikan jenjang
pcndidikan dasar

Prograrn Pendidikan
Anak Usia Dini

APK Pendidikan Anak
Usia Dini (3 - 6
Tahunl (PAUD)

o/o 72,36 96 Urusan
Pendidikan

Persentasc lembaga
PAUD yang
teral<reditasi cukup
dan baik

"/o 30 42 Urusan
Pendidikan

l Ntenin8katnya
partisipasi
Easyarakat
dalam pelayana.n
pendidikan
dasar dan
pendidikan
P.{UD dal non
forEal termasuk
pendidikarl
inllu sif

Ioplementasi
Manajemen
Berbasis Sekolah
yang efektif dan
efisicn
M"ningkatan
koBpctensi
pendidik pada
jenjang pendid.ikan
dasar dengal
peoberian
dukungan
beasiscra
pcndidikan
lanjutan
Meningkatkan
budaya baca dan

Program Wajib
Belajar Pendidikan
Dasa, Sembilan
Tahun

Angka Partisipasi
Murni (APM)
SD/ MI/SDLB/ Paket

o/o 86,9 96 Urusal
Pendidikan

APM
SMP/SMPLB/ Paliet A

o/o 76,5 86 Urusan
Pendidikan
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I

keters.diaan I
Taman Baca I

Masyarakat [fBM] I

dalam peningkatan I

angka Eclek huruf. I

Meninskatkan I

dukungan (sarana I
prasa!.) bagi I

lcmbaga I

pcnyetcngSara 
I

pcndidikan non 
I

formal aSar tetaP 
I

hlrkonitrrcn I

mcnyctcnggarakan
pcndidikan non
foroal yang
berkuelitas
Mertdorottg
peningkatan
partisipasi dan
angka mclanjutkan
bagi pcscrta didik
Meningkatkan
sincrgitas dcngan
Lcmbaga Pcnjamin
Mutu Pendidikan
(LPMS d^t"'n
peningkatan
koEpeteosi dan
kualitas pcndidik
dan tsnaga
kependidikan

Psogrr0
PcEbarg!!as

Drcnb

Xoadld
Arrd

12()15t

Xondbt
Alhtr
t20.2Ll
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karakter
kerti di
lidikan dasa
rs pada
lan adopsi
rdaya
aEl
lan

Program Wajib
Bclajar Pcndidikan
Dasar Se mbilan
Tahun

Persentase sekolah
yang mcnerapkan
pendidikan karakter
dan budi pekerti

0/6 26,t2 90 Urusan
Pendidikan4

5

I

i
I

I

i

I

Meningkatxtya
kualitas
penyelengSataan
pendidikan
karaktet dan
bcrwawasan
kcbangsaan

prestasi pemuda
dan'olalraga

Meningkatkan
pcndidikan karakter
dengan
menoptirnalkan
peran pendidik,
menycdiakan bahan
ajar dengan muatan
loka.l, penanaman
karakter sejal< dini

P"ffi8k"t""Arrr
pengembangan
prestasi
keolahragaan
melalui pembinaan
dan pengeobangan
betjenjarrg
Peningkatan
pemuda melalui
Pembinaan dan
Penge mbangan Yang
berjenjang

upumarsas
irnpleoentar
peodidikan
dan budi pe
jcnjang penr
dengan fokl
penguatan (

nilai nilai bt
lokditas dal
kurikulum r

Penguata! darl
penge mbangan pola .
pembinaan olahraga
berjenjanS dan sa-rana
orasarana olahraga

Program
Pengembangan
Kebijakan dan
manajemcn Olah
Rasa

Jumlah pengurus
cabor yang terlatjh

Pengurus 10 60 Urusan
Kepemudaan
dan Olahraga

Meningkatkan
peobinaan dan
pengembangan
kepeoudaan dan
organisasi kepemudaan
yang bcrperan dalam
pembangunan
Penguatan kemandirian
dan akses moclal bagi
pemuda yang
berwirausaha

Program Pembinaan
darr PemaElarakatan
Olalraga

Jumlah atlet pelajar
yarg berprestasi di
kejuaraan Popda
Kabupaten

Orang 226 242 Urusan
Kepemudaan
dan Olahraga

Jumlah atlet pelajar
yang berprestasi di
kejuaraan Popda
tinPkat Karesidenan

Orang 64 100 Urusan
Kepemudaan
dan Olahraga

Jumlah atlet pelajar
yalg berprestasi di
kejuaraan Popda
tinekat Provinsi

Orarg 60 90 Urusan
Kepemudaan
dan Olahraga

Program peningkatan
peran s€rla
kepcmudaan

JuElah
Kewirausa.l.aan
oemuda yang mardiri

O rang 24 24 Urusan
Kepertudaan
dan Olahraga

JuE ah OKP
(organisasi
Kepemudaan )

Orgartisas
i

16 2l Urusan
Kepemudaan
dan Olahraga

Persentase
oenanganan kasus

100 Urusan
Ketertiban

ist VI 5
i1 lrlenunnnya

kasus ga::gual
Peningkatan
kewaspadaan dini

Srnergrtas keDrJaxan
a-ntar stakeholders

rrogra-E
pemeliharaatr
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dalae Denjaga
keteltiban scrta
Penguatan peran dan
sumber daya linmas
[rerlindungan
Easyarakat).

kantrantibmas dan
pencegahan tindak
crioinal

gangguan
ket€nteraman dart
ketertiban umum

Umum dart
Perlindungan
Masyarakat

tertradap
keaoanan dan
kctcniban
oaslrarakat

masyara*at rllelatur
penguatan wawasan
kebangsaan dan
tolcransi
Peningkata!
sincrgitas
stakcholdcrs terkait
dalam pcrwujudan
keamaDan dan
ketcrtiban
masyarakat

Program
pemberdayaan
mas5rarakat untuk
mcnjaga ketcrtiban
dan kearnanan

Cakupan Petugas
Perlindungan
Masyarakat (Linoas)
di Kabupaten/ Kota

o/d 7 5,4 100 Urusan
Ketertiban
Umum dan
Perlindungan
Masyarakat

Pcningkatan
pcoahaoan hak
dan kew"ajiban
warSa ncgara
mcLalui pcningkatan
kcsadaran
tDasjlarakat tentang
pcnSgunaan hak
pilih dan partisipasi
daram
oeobancunan

Peningkatan peran
fungsi
15M/Ormas/parpol
dalam pcobangunan
bagi mas5rarakat luas,
dengan pcnekanan pada
sosialisa.si
berkelanjutan dan
ocnjalin hubungan
yang harmonis dengan
ISM/ormas dan parpol

Program Kemitraalr
Pcngembangan
Wawasan
Kebangsaan

Persentase OrEtas,
lSM, dan OKP yarg
orendapatkan
peningkatan wawasan
kebangsaan

o/o a7,6 100 Urusan
Ketertiban
Umum dan
Perlindungan
Masyaiakat

$rerunSKaIrya
partiSipasi
pohtik
Ea.syarakat

3 !:eningkamJ-a
kualitas
p<Dangajran
pada masl-arakat
P\{i(S

Peningkatan
rehabilitasi sosial
para Pcnyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosia.l
melalui pola
penanganan dalao
panti dan luar
panti, sehingga
meailiki keabali
fungsi sosialnya dan
dapat
bcrmasJrarakat
secara
waiar,

Peningkatan peran
serta/ partisipasi
maqrarakat dalao
penanganan masalah
kesejahteraan sosial
dengan fokus Pada
peningkatan Potensi
Sumber Kesejahteraan
Sosiat (PSKS) yang
berada di lingkungan
masyara-kat

Progran
Pembcrdayaan Fakir
Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT)
dan Penyaldang
Masalah
Kescjahteraan Sosial
(PMKS) Lainltya

PenanSartan
penyandang masalah
kes€jahteraan sosial

o/o 40,20 70 Urusan Sosial

Program Pelobinaan
Panti Asuhan/ Panti
Jompo

Persentase(oZ) palti
sosial skala
kabupaten/kota yang
menyediakan sanana
prasanana pelayanan
kesejahteraan sosial

o/" 63 70 Urusan Sosia.I
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Mcningkamya
kebcrdayaan

lmasyarakat,
kualitas hidup

I pcreapuan dan
I peocnuhan hak
lanak
I

Peningkatan
kebcrdayaan dan
kualitas hidup
mclalui pemcnuhan
hak-hak anak,
penguatan
kelembagaan PUG
dan PUHA

Mendorong pernahaman
pcmanglu kepentingan,
PCrCnCaDa,
pelaksana terhadap
konsep kcsetaraan
gcndcr dcogan fokus
pcngatan prtisipasi
Easyarakat dala.o
bidang Prmbcrdayaan
Pcrcapuao dan
Pcrlinduogan anak

holrarh pcningkatan
kualitas hidup
pcrcmpuan dan
pcdindungan aoak
dari tindak kckerasan

Persentase
pererDpuan yang
loetailiki jabatan
eksekutif
dilingkungan
Demcrintah daeratr

o/o 2A 30 Urusan
Peaberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak

Rasio korban
kekerasar terhadap
PeremPuan yang
lael,aporkan
berbanding dengan
junlah korban
kekerasan yang
teriadi

o/o 30 75 Urusan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Pcrlindungan
Arrak

Prqgram peningkatan
prlindungan khusus
dan pemenuhan hak
anlak

Rasio korban
kekerasan terhadap
anak yang
melaporkan
berbanding dengan
jumlah korban
kekerasan yang
teriadi

o/o 40 80 Urusan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perliodungan
Anak

lUeningkatnYa
pelesrarian scni
budaya lokal,
sirus dan cagar
budava

Peningkatan
pelindungan,
pe6anfaatan,
pengelolaan dan
pengembangan
warisan budaya
daerah melalui
pengembangan
nilai-nilai
keseiarahan

Optimalisasi
pcngelolaan warisan
budaya bcnda dengan
fokus pada warisam
Benda, Situs dan
Kawasan Cagar Budaya

Prograo Pcmbinaan
Tradisi
Pengeobangan Nilai
Kekayaaa dan
Kcraga.man Budaya

juolah kelompok
kesenia;r tradisiona.l

Kelompok 311 341 Urusan
Kebudayaan

Optimaiisasi
peobinaan dan
pengemban gan serta
pelestarian tradisi
dan nilai-nilai
budava

Pembinaan dilakul<an
kcpada gcnerasi
muda"pciaku budaya
dan dipriolitaskan
untuk Eetrestarikart darr
menEembanqkan tradisi

Prograo Pengelolaan
Kcraga.Etan Budaya

jumlah cagar budaya
yang dilesiarikan

caga! 4 9 Urusan
Kebudayaan
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Pcningkatan kualitas
pelayanan KB dengan
focus pada penurunan
unmet need dan
p€layanan kontrasePsi
bagi penduduk miskin

Prograo Keluarga
Berencana

Cakupan perscrta KB
aktif

o/o 83,57 83,70 Urusan
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berenca.rra

6 Tcrkendalinya
pcrtumbuhan
pcnduduk

McningkatnYa
tcrtib
adminsitrasi
kependudukan

Meningkatkan
pcnScndalian
pcrtuEbuhan
penduduk mela.lui
sosialisa"si
bcrkelanjutan,
peningkatan
pelayanan KB,
mcngurangi dropp
out KB dan
oengurangi unmet
need,

Rata-rata juDlah
anak per kcluarga

Anak 2,O7 .> Urusan
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana

Prograo PelayanaD
KotiasePsi

Cakupan penycdiaan
alat dan obat
kontrasepsi untuk
memenuhi
permintaan
masva.rakat

o/o 100 100 Urusan
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencajra

Mcningkatkan tcrtib
administrasi
kepcndudukan
melalui sosialisasi
intcnsif,
peningkatan
kualitas pelayanan
administrasi
kependudukan

Pcningkatan kualitas
pclayanan administrasi
kcpendudukan dengan
focus pada pelaYanal
akte kelahiran bagi baYi
ya-og belum berakte da-n
pelayanan KTP

PrograE Penataan
Adrninistrasi
Kependudukan

Perseotase peDduduk
ber KTP

o/o 100 100 Urusan
Adoinistrasi
Kpendudukan
dan
Pencatatan
sipil

ursl vll
I

I

I
i

MeningkatnYa
ketersediaan
Pangan,
aksessibilitas,
kelancatan
distribusi dan
keamanan
Pangan

Mewujudkan
kedaulatan Pangan
6elalui Pengaturan
Iumbung pangan
untuk mengatasi
kerawanan pangan
dan penyimpanan
pada saat panen
raya

Peningkatan kedaulat2,
pangal dengan fokus
pada daerai daerah
yang Eesriliki Potensi
kerawanan pangan Yang
tinggi serta Penguatan
cadangan pangan
daerah

Prograrn
ketersediaan,
distiibusi dan akses
Pangan

Ketersediaan Energi
dan Protein Perkapita

kkal/kapi
ta/hari

2.200
57

2.200 Urusan
Pangan
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Penganekaragaoan
konsumsi palgan
dengan merubah
perilaku mas5rarakat
dalaE
mengkonsumsi
pangan yang
bcraga.m, b€rgizi,
s"imbanc dan aman

Peningkatan kesadaran
masyatakat tentai!8
pcntingnya diversifrkasi
pangan dengan
oelakukan
kampanye/promosi
pangan beragam,
bergizi, seirnbang dan
zunan.

Progran
penganekaragaman,
mutu dan keaEanan
Pangan

Skor PPH o/o 90 too Urusan
Pangan

Mcningkatnya
daya bcli
oasya.rakat

Pcningkatan daya
bcli masJrarakat
melalui
peoberdayaan dan
pengembangan
ekonomi rumah
tanssa

Pcnguatan ekononi
rumah tangga dengan
fokus pada
pengemlallan ekonomi
produktif sektor
pertanian dan
perikanan skala kecil

Prograro
pcngembangan
perikanan budidaYa

Rata.-rata
peningkatan
pendapatan rumah
tangga
(Rupiah/bulan)

Rp/
Bkr

1.657.150 1.759.098 Urusan
Kelautan dan
Perikanan

Meningkatnya
poduktivitas
pertanian
tana.rnan Pangan
dan hortikutura
perkebunan dan
petemakan

Mcningkatkan
produksi hasil
pcrtanian dan
peternakan melalui
intensifikasi
budidaya dan
peningkatan
kesehatan hewan

Peningkatan produksi
melalui intensifikasi
dan ekstensifikasi
pertanian, perbaikan
mutu bibit da'r
pengembangan pakan
ternak serta
peningkatan pelayanan
kesehatan hcwan

Program peningkatan
produksi pertanian

Produksi komo(litas
tanajnan panga.n :

Urusan
Pertanian

Padi ton 256.2 tl 27 t.973
Jasung 'lon 1l I.1+5 132.7 t3
Kedelai Ton 3.54,1 4.719

Program peningkatan
produksi perkebunan

Produksi komoditas
perkebunan utarna

Urusan
Perta-rlian

Tebu Gula Kristal ton 28.6 t6 29.t32
Tebu Gula Tumbu ton 14.223 2 1.53 r
Kelapa ton +_o39 4.54a

Prograo Peningkatan
Produksi Hasil
Pcternalan

Populasi komoditas
peternakan utama

Urusan
Pertanian

- Saoi ootons 128. 123 I52.985
- Kambins 1ir8.990 201.t73
- Domba 156.725 2ro.026
produksi daging

Sapi KR 9.16.81 I 1.oo4.289
Karnbins Ks 1+6. 133 r95.832
Dodtba Ks 76.432 9r.74 t
Daging Unggas Ks 1.227 .521 1.328.8+ I

i
1
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Srsarea Strttcgi Arah KcbrJalltr
Plolrrro

Pcobraguaaa
Dlcreh

Indik.tor KlEeda St!
Crpalaa Riacdc Pcra!iLrt

Ds.r.b
PGrgaEpu

Uaura!
!lo

ItoEdbl
Aral

t20151

Itosdtgl
ALblr
1202tl

Jumlah Produksi
Telur
- Avam KR 1.468.689 1.753.691

Itil< Kc 855.849 t.o2t.92a
Progra.a
Pengembangan
Budidaya Pcrikanan

Rata-rata pendapatan
Peobudidaya ikan

Rp/
Blrt

23.703.783 26-694 -309 Urusan
Kelautan dan
Perikanan

i Vcnlngkamya i Meningkatlan
xdu.lcieitas : sarana Prasarana

-rikanan I unhrk
3udidaya iPengembangan

i I usaha Pcrikanan
i i budidaya dan
I lpengolahan

i hasit Perikanan

PengeEbangan
agnlbisrris dengan
mcmanfaatkan
perkenbangan ilmu
Fagctahuan dan
teknologi perikanan
guna mendukung usaha
pcrikanan budidaya dan
pengolahan
hasil perikanan

tl ogram Optimalisasi
Pengelolaan dem
Pemasaran Hasil
Perikanan

.rumlah usaha
peogolahan ikan
(unit)

Unit 2.7 69 2.9Jq Ur'usan
Lelaut.ur dan
Perikanan

Progra-'n
Pemher(layaan
Mes]'arakat Pesisir
dan pengembarn;larr
usah ar.

Llrusan
Kelautnn ([an
Pr'ril<rnan

37



6. Pada Bab IX berubah menjadi :

. Pada Tabel 9.1 mengalami perubahan persentase sebagai

berikut :

1. Laju Inflasi
2. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik.

3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak
terpenuhi (Unmet Need dan DO)

4. Peningkatan PopulasiTernak (sapi potong)

G. Penutup

Demikian la.poran Panitia Khusus I DPRD l(abupaten Rembang

dalam membahas Raperda tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun

2916 - 2021 untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang.

Rembang, 22 Agustus 2016

PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN R E M B A N G

Ketua, Wakil Ketua,

NUR HASYIM

Wakil Ketua,

Jl SANTOSO, S.P., M.H.

18



DEWAI{ PERWAIflLAN RAKYAT DAERAII
I(ABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

LAPORAN PANITIA KHUSUS II DPR"D KABUPATEN REMBANG TENTANG
HASIL PEMBAHASAN TERIIADAP RAPERDA PERUBAIIAN ATAS PERATURAN

DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2OO8 TENTANG
PENYELENGGARAAI{ ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RAPERDA

PERUBAHAN ATAS PERDC NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
PEI{YELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA

TELEKOMUNIXASI
KABUPATEN REMBANG

A. DASAR:

Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan
tugas berdasarkan pada :

1. Surat Bupati Rembang Nomor : 188.3/085512016 tanggal 29 April 201,6

perihal Pengiriman Raperda :

a. Perubahan Atas Peraturan Daerah I(abupaten Rembang Nomor 4 Tahun

2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

b. Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2OlL tentang Pedoman

Penyelenggaraan dan Retribusi Pen gendalian Menara Telekomu nikasi.

2. Rapat Badal Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang dalam

rangka Penjadwalan Pembahasan 3 ( Tiga ) Raperda Kabupaten Rembang

Tahun 2016 pada tanggal 19 sampai dengan 20 Agustus 2016'

3. Peraturan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01

Tahun 2ol4 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan

. Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2O15

tentang Perubahan atas Peraturan DPRD No 1 Tahun 2014 tentang Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I(abupaten Rembang'

3. Keputusan DPRD Ihbupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2016 tetltang

Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I, dan II DPRD

Kabupaten Rembang Membahas 3 (tiga) Raperda, dengan susunan

Keanggotaan Panitia Khusus II, Tugas dan Masa Tugas sebagai berikut :

NO NAMA JABATAN

1 SUGIHARTO I(etua Pansus II

n MUHAMMAD IMRON
W. Ketua Pansus

II

1. Susunan Keanggotaan Panltia Khusus II Dprd Kabupaten Rembang:



2.

3 ZAIMUL UMAM NS Anggota

4 SULISTYO WETI ARIANI Anggota

5 H. SUPADI Anggota

6 MUGryARTO, S. T. Anggota

7 EDI KARTONO, S. Pd., M. M. Anggota

8 IMROATUS SOLICHAH, S, E, M. H. Anggota

9 HJ. HIKMAH PURNAMAWATI Anggota

10 NANIK SRI SUNDARI Anggota

11 FRIDA IRIANI Anggota

t2 DONI.IY KURNIAWAN, S. E. M. M. Anggota

13 ILYAS Anggota

l4 AYU ARDIYAH MAYASARI Anggota

15 H. CHASANUDDIN Anggota

16 HERI KURNIAWAN,S.E. Anggota

t7 GATOT PAERAN, S. H., M. Si. Anggota

18 CATUR WINANTO, S. H. Anggota

19 SAHNINGSIH,S,E. Anggota

20 PARAMITA PRAPANCA A. N. R., S. Pd. Anggota

Tugas Pansus II :

Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang tentang :

a. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun

2OO8 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan'

b.PerubahanAtasPerdaNomor3Tahun20lltentangPedoman
Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telel<omunil<asi'



3. Masa Tugas :

Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD

bahwa Panitia Khusus II melaksanakan tugasnya pada tanggal 19 ' 22

Agustus 20 16 dal hasil kerja:rya disampaikan pada Rapat Paripurna

DPRD tanggai 23 Agustus 2016.

B. PELAKSANAAN PEMBAHASAN.

Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badaa Musyawarah DPRD dan

kesepakatan Panitia Khusus II sebagai berikut:

Rapat Intemal Pansus II pada tanggal

Panitia Khusus II mengadakan rapat

20 Agustus 2016.

Rapat Intemal Pansus II pada tanggal

19 Agustus 2016

dengan SKPD terkait Pada tanggal

22 Agustus 2016

C. HASILPEMBAHASAN :

Dari pembahasan-pembahasan tersebut, Panitia l(husus II

menyepakati dan menyimpulkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan

Raperda sebagai berikut :

a. PERUBAIIAN ATAS PTRDA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN

MENARA TELEKOMUNII(ASI.

1. Pada menimbang diubah sehingga menimbang berbunyi sebagai

berikut :

a.balrwaPenyelenggaraandanRetribusiPengendalianMenara
Telekomunikasi di Kabupaten Rembang telah diatur dalam

Peraturan Daerah Kabupiten Rembalg Nomor 3 Tahun 2011

tentang Pedoman Penyel'enggaraan dan Retribusi Pengendalian

Menara Telekomunikasi ;

b. bahwa berciasarkan Putusarl Mahkamah l(onstitusi Iicpublik
Indonesia Nomor 46lPUU'X1l/2014 menyatakan penjelasan
pasal 124 yr.rg -e.gaiur tarif retribusi Menara Telekomunikasi
tidak memitit<i kekuatan hukum sehingga perlu melakukan
p""V""r"i." terhadap pengaturen tarif dalam, Peraturan Daerah

i<aUupate., Rembang No*ot 3 Tahun 2011 tentang Pedoman

Penyeienggaraan aan Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikdsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud- 
aalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah l(abttpaten

llcnrllang Nomor 3 'llrhttn 20l l l(:lll'rtll'( l'r'rloman

Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara

Telel<omun il<asi.



2. konsideran men{ingat pada draft terdapat 1 I poin diubah menjadi

12 poin, sehingga mengingat berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,
iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38B1);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang l(euangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a286\;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor l4O,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244,Tarnbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan l(edua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Teiekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107,Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3980);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuahgal Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A

Nomor 12, Tambahan lembaran Daerah I(abupaten Rembang

Nomor 61);

l0. Peraturan Daerah Kabupaten Retnbang Nomot' 16 'l'ahttn 2007
tentang Izin Mendirikan Bangunan (lrmbaran Daerah Kabupaten
Remba-ng Tahun 2007 Nomor ,l04, Tamllahan I-embaran Daerah

I(abupaten Rembang Nomor 77);

I I.l,r,t.itltrrtur I)rrcrrrlr l(ttlrttllrtlt'tt llt'trtlrrrttli Nolttrtt l2 'l'rrlrtrrr ',2OOB

l(:t)lilllg ()r.g,irrrisrrsi <lirrr 'l'irt;r l(cliil l\'r'lrrrgliill l):rt'titlt l( i t I I L t 
1 
x r I t: t t
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4.

5.

6.



Rembang (Iembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah l{abupaten Rembang
Nomor 90) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor I Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Daera,h l(abupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2012 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyelengga:'aan dan Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan l,embaran Daerah l(abupaten
Rembang Nomor 102).

3. Pada ketentuan Pasal I pada angka 1, angka 2, dan angka 3 diubah
sehingga berbunyi :

1. Pada ketentuan Pasal I angka 2 diubah sehingga berbunyi :

Pemerintah 'Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

2. Pada Ketentuan Pasal I angka 4 diubah sehingga berbunyi :

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD

daiam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

3. Pada Ketentuan Pasal I angka 6 diubah sehingga berbunyi :.
Pejabat adalah pegawai negeri sipil daerah yang diberi tugas

tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

4. Diantara ayal (2\ dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat
(2a), sehingga Pasal 15 berbunyi :

(1)

(2t

Pasal 1 5

Pembongkaran menara sebagaimana dimal<sud
huruf a dilakukan oleh penyedia menara.

Da-lam hal penyedia menara tidak
pembongkaran sebagaimana pada ayat (1),
menara dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

clalam Pasal 14

melaksanakan
pembongkaran

(2a) Segala biaya yang timbul atas pembongkaran sebagairnana
dimaksud pada dyat (2) dibebankan penyedia menara.

(3) l(etentuan nrengenai tata cara pcmbongl<trratl rrletrat'a cliatur
Iebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

5. l'ndu dralt pct'ubarltatr l(ctcrttuetll tloltlol 2 tlitr.l,xtlt tttt:ttlt.tli
l<etentuan nomor 4 yang berbtrnvi l(etentttan Pasal 29 ditlbah,
sehingga lrastrl 29 be rburryi scbagi.ti bct il(ut :



6. Pada Pasal 29 ayat (1) kata ycng dihapus, sehingga Pasai 29

berbunyi:
Pasal 29

(1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomurrikasi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini'

(2) Besamya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung berdasarkan penjumlahan tarif dasar per zona dan
unsur penambah berdasarkan ketinggian menara
telekomunikasi.

7. Diantara Bagian Kelima dan Bagian I(eenam BAB lll disisipkan 1

(satu) Bagian dan 1 (satu) Pasal yakni Bagian l(elimaA dan Pasal
298, yang berbunyi :

Bagian KelimaA
Peninjauaa Dan Penetapan Tarif Retribusi.

Pasal 29B

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sekali.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

8. Pada Lampiran huruf b diubah, sehingga lampiran huruf b
berbunyi :

b. Unsur penambah berdasarkan ketinggial menara telekomunikasi '

{21 Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana
(1) dilakukan dengan memperhatikan
perkembangan Perekonomian.

dimaksud pada ayat
indeks harga dan

DAERAH KABUPATEN REMBA.ITG

PENYELENGGARAAN ADMIII8TRA6I
PERUBAIIAN ATAS PERATURAI{

NOMOR 4 TAHUN 2OO8 TENTANC

KEPENDUDUKAII.

No Ketinesian Menara Telekomun!\es:i l[!q9]!9l) Nominal (Rp)

1 6,01 s/d 10 0

2 10,01 s/d 20 750.000
J 20,01 s/d 30 1.000.000
+ 30,01 s/d 40 1.250.000
5 40,01 s/d 50 1.500.000
6 50,01 s/d 60 1.750.000
7 60,01 s/d 70 2.000.000
8 70,01 s/d 80 2.2s0.000

b.



1. Pada menimbang diubah sehingga menimbang berbunyi sebagai

berikut :

a. bahwa Penyelenggaraan Administrasi l(ependudukan di
Kabupaten Rembang telah diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, perlu melakukan
penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Admini.strasi
Kependudukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4
Tahun 2008
Kependudukan.

Tentang Penyelenggaraan Administrasi

2. Pada Ketentuan Pasal I terdapat 24 point diubah menjadi 4i poin,

sehingga Ketentuan Pasal I berbunyi:
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah BuPati Rembang'

4.Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil I(abupaten Rembang yang diberi tugas tertentu di bidang
Administrisi i(ependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

5. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil lhbupaten Rembang.

6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan

dan penertiba., dtl"- penerbitan dokumen dan data kependudukan
melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan

informasi administrasi l<ependudul<an serta pendayagllriaan
hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain'

7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang

bertempat tinggal di Indonesia.

8. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau - data
agregatyangterstruktursebagaihasildarikeSiatanPendaftaran
Penduduk dan Pencatatan SiPil.

g. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan
oleh Instansi Pelal<snna yallg melnprltrvai l<ol<tlalatr httlittnr scbagai

alat bukti outctltil( yang tlilrasill<an tlirt'i Pt:litf itttittr l't:trtlitl'tut'irtr



Penduduk dan Pencatatan SiPil.

10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-
Undang sebagai Warga Negara Indonesia.

I I . Orang Asing adalah orang bukan Warga Negera Indonesia.

12. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melai<ukan pencatatan
peristiwa penting yang diaiami seseorang pada kantor yang
pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13. Penda-ftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk,
pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudtrkan dan pendataan
penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan
dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat
keterangan kependudukan.

14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk
yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan
atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau
surat keterangan kependudukan lainya meliputi pindah datang,
perubahan alamat, sef-a status terbatas menjadi tinggal tetap.

15. Orang asing tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam
jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan
telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang'

16. Orang asing tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam
wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal
terbatas dari instansi yang berwenang.

17. Penduduk rentan administrasi kependudukan yang selanjutnya
disebut penduduk rentan administrasi kependudukan, adalah
penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen
pendudukyangaiseUaUkanolehbencanaalam,kerusuhansosial'
atau bertempat tinggal di daerah terbelakang'

1g. Biodata penduduk adaiah keterangan yang berisi elemen data
tentang jati diri, informasi dasar riwayat perkembangan dan
peruba-han keadaan yang dialami oleh penduduk sejal( saat

kelahiran.

19. Nomor lnduk Kependudukan, selanjutnya disingkat Nll(, adalah

nomoridentitasPendudukyangbersifatunikataukhas,tunggaidan
melekatpadaseseorangyangterdaftarsebagaiPenduduklndonesia.

20. Kartu Keluarga, selanlutnya disingkat KI(, adalah kartu identitas
keiuarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan
dalam leh'rarga, serta identitas anggota keluarga'

21. Kepala Keluarga adalah:
a. orang yan{bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai

frubJ;gan darah- maupun tidak, yang bertanggung jawab

terhadaP l<eluarga;
lt. orttng ynng llcrtempnt linggnl s('olitllS rlili' ;itltrtt
c. kepJa kesatrr^.,, ,"..-., rumah vatirn piatu clan lain-lain

tlitltttttttllt.llt.t'ttllttttt'ttttgllt.tlt.tttl)llllillt",.|.,,/lllll.t,:lttlltllstlllltlt.



22. Anggota Keluarga adalah penduduk yang secara kemasyaral<atan

menjadi tanggungiawab Kepala Keluarga.

23. Kartu Tanda Penduduk elektronik selanjutnya disebut l(TP-el'
adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang
merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang
diterbitkan oleh instansi pelaksana.

24. KTP WNI adalah Kartu Tanda Penduduk yang diperuntukkan untuk
Penduduk Warga Negara Indonesia.

25. KTP WNA adalah Kartu Tanda Penduduk yang diperuntukkan untuk
Penduduk Warga Negara Asing yang telah memiliki Surat Izin
Tinggal Tetap dan Persyaratan lain sesuai dengan Peraturan yang
berlaku.

26. Surat l(eterangan adalah Surat 1'211g clitcrbitkarr oleh lnstansi
Pelaksana mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas
pelayananan.

27. Surat Keterangan pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat
SKPLN adalah surat keterangan pindah penduduk yang
diperuntukkan bagi penduduk yang akan bekerja ke Luar Negeri.

28. Surat Keterangan , Datang dari Luar Negeri yang selanjutnva
disingkat SKDLN adalah surat keterangan kedatangan dari Luar
Negeri yang diperuntukkan bagi penduduik yang baru pulang
bekerja dari Luar Negeri.

29. Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas yang selanjutnya
disingkat SKTT adalah Surat Keterangan yang harus dimiliki oleh
Orang Asing pemegang lzin Tinggal Terbatas

30. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat
SKTS adalah Surat Ketemgan yang harus dimiliki oleh penduduk
yang tinggal/menetap di Kabupaten Rembang narnun tidak menjadi
penduduk Rembang.

31. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami
oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Instansi pelaksana,
yang dari dasir pencatatan tersebut diatas diterbitl<an l<utipan Akta
Catatan SiPil.

32. Akta catatan sipil adalah catatan autentik yang berisi catatan
lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkau'inan, perceraian,
kematian pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan nalna
yang diterbitkan d.an disimpan oleh instansi yang berwenang'

33. Kutipan Kedua Akta catatan sipil adaiah Kutipan yang dikeluarkan
sebagai pengganti Kutipan Akta yang rusak atau hilang, yang

berupa kutipan/ sertifikat.

34. Peristiwa Penting adalah l<ejadian yang dialami seseorang mcliputi:
kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pcrceraian, pcmbatalan
perkawinan, pengangkatan, pengal<uan dan pengesahan anak'
pcrubahan nnrni, perubalran l<cwa rgatrcga raa n rlzrn ltcristiwa
penting lainnYa.

illi. (lrrlrrlrrrr I'irr1.i1,,ir. trrlrrltrlr lir.lr.trrttl,,rtt 1I..tttIrtIItIttt lrrttltt ttltltr ttliltt



catatan sipil yang dituliskan pada tepi akta atau sebaliknya yang
masih menjadi satu kesatuan dan ditandatangani oleh Kepala
lnstansi Pelaksana.

36. Petugas Registrasi adatah pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan
tanggung jawab memberikan pelaporan peristiwa kependudukan
dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data
kependudukan di desa/kelurahan.

37. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanju tnya disingkat
SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan
informasi administrasi kependudkan di tingkat penyelenggara dan
instansi pelaksanaan sebagai satu kesatuan.

38. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan,
dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

39. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat I(UA,
adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak,
cerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang
beragama Islam.

40. dihapus

41. dihapus

3. Pada Perubahan Raperda ketentuan nomor 4 dtubalq sehingga
ketentuan nomor 4 berbungl Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan
2 (dua) pasal yakni Pasal 3A dan Pasal 38, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 34

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, _yang
dilakukan oleh Bupati dengan kewenangannya meliputi:
a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b. pembentukan Instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya

dibidang Administrasi Kependudukan ;

c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-utrdangan;

d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi
l(ependudukan;

e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi
Kependudukan;

f. penugasan kepada Desa untuk menyelrvenggarakan sebagian
urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas
pemban tu an;

C. penyajian data kependudukan berskala daerah berasal dari data
kependudukan yang telah d il<on sol id asil<a rr rlatr dibersihliatr olch
licrrrcrrtritrn yirrrg bct'tanggu r rgiirrvi tlr tlirLrttt ttrttsittt l'ctttt:r'itrIithiur
Dalam Negeri; dan

h. koordinasi pengawasan
I(cpcrrcluclukan.

lll

atas penyelenggaraan Administrasi



Pasal 38

Instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi
Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
memberikan pelayanan yang sama dan profesional, kepada setiap
penduduk atas pelaporan peristiwa kependudikan dan peristiwa penting;
mencetak, menerbitlal, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
menjamin kerahasiaaa dan keamanan data atas peristiwa kependudukan
dan peristiwa penting; dan

f. melakukan verifftasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan
oleh penduduk da.lam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk
pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang
beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai
pencatat pada I(UA Kecamatan.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan
dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang
agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pada Perubahan Raperda ketentuan nomor 5 dlubah sehingga
ketentuan nomor 5 berbungl Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga
Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pada Perubahan Raperda ketentuan nomor 7 dlubrrh sehingga
ketentuan nomor 7 berbungl Pasal 10 Ketentuan ayat (1) dan ayat (4)
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pada Perubahan Raperda ketentuan nomor 8 dlubah sehingga
ketentuan nomor 8 berbungl Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c ayat
(1) dan ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai
berikut:

7. Pada Perubahan Raperda ketentuan nomor 16 dlubah sehingga
ketentuan nomor 16 berbungl Ketentuan ayat (1) dan a1'at $l Pasd 22
diubah, ayat (21, ayat (3) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 22
berbunyi sebagai berikut :

(1)

a.
b.

c.
d.
e.

4.

5.

6.

8. Pada Perubahan
ketentuan nomor
diubah, ayat (3)
sebagai berikut :

Raperda ketentuan nomor l8 d.lubah sehingga
18 berbungt Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25
dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 25 berbunyi

D. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan 2 (dua) Raperda yaitu Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan dan Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011

tentanB Pedoman Penyelenggaraan dan Retriblrsi Pcrrgcrrclalian Mcnara
Telekomunikasi Panitia l(husus ll DPRD l(abupaten l?embang dapat mencrima

n



dan menyetujui 2 Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas ditetapkan

menjadi Peraturan Daerah dengan perubahan dan penyempurnaan sesuai'hasil

Rapat Panitia Khusus II.

E. PENUTI'P.

Demikian Laporan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang dalam

membahas 2 Raperda Kabupaten Rembang yang selanjutnya sebagai bahan

pertimbangan Persetujuan DPRD pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 23

Agustus 2016.

Rembang, 22 Agustus 2016
PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN R E M B A N G

Ketua,

Ttd
SUGIHARTO

Wakil Ketua,

ttd
MUHAMMAD IMRON

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATE}I REMBANG

Pembina tama Muda
198803 1011

t2
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PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PENDAPAT AHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

3 (TIGA)RAPERDA KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2016

Selasa , 23 Agustus 2076

Dibacal<an oleh : ZAIMUL UMAM, NS

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi, dan Salarn sejahtera bagi kita semua ....

BISM I LAH I RROH MANI RROH I M.....

Alhomdutillohi Robbil o'lomiin, osholatu wossolomu o'lo Soyyidino Womoulono

Muhommadin, wo'olo olihi wosohbihi oima'iin..., Ammo ba'du ...

Yong kaml hormoti :

=> Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

=> Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.

=> Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.

=> sdr. Pj. Sekretaris Daerah, Staf Ahli,, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala

Badan, Kepala Dinas, fepala Kantor, Kepala Bagian Setda, clan

para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang.



Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf.

Sdr. Pimpina n Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan,
dan semua hadirin yang berbahagia.

sebelum kami lanjutkan penyampaian pendapat ahir ini, terlebih dahulu marilah
kita tak henti-hentinya, selalu memanjatkan puji dan syukur kehadlirat ALLAH swr, atas
segala limpahan Rohmat, rrlikmat, Taufik dan HidayahNyA yang dikaruniakan pada kita,
sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pade Rapat paripurna

DPRD kali ini, dalam keadi an sehat Wal afiat.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi besar ,

MUHAMMAD SAW, para shahabat, dan seluruh keluarganya.

Sdr, Bupoti don wdkil Bupoti, serto segenop Sidong Dewon yong komi Hormati,..,

Mengawali penyampaian Pendapat Ahir partai persatuan pembangunan 
,

terhadap Tiga Raperda tahun 2016, yang merupakan tindak lanjut atas jawaban dan
penjelasan sdr. Bupati, terhadap Pemandangan Umun Fraksi-fraksi, dalam rapat
paripurna ke ll, pada hari Senin,.tanggal 15 Agustus 2015.

Dan setelah 3 (tiga) Raperda 2016 ini dilakukan kajian, dengan diawali pembahasan
bersama, antara anggota DPRD, dengan nara sumber para pakar dan ahli, dari
Akademisi Untag semarang, kemudian dilanjutkan rapat pansus bersama sKpD terkait,
untuk melakukan pembahasan yang lebih detaialdan mendalam.

Adapun 3 (tiga) Raperda dimaksud adalah :

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah

. Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021.

2. Raperda tentang Perubahan, atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 200g,
tentang Penyelerggaraan Administrasi Kependudukan, dan

3. Raperda tentang Perubahan, atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011,

tentang Pedoman Peneyelengga raa n dan Retribusi pengendalian Menara
Telekomunikasi.

Sdr. Bupati don Wakil Bupati, serta Sidong Dewon yang komi hormati.....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah y.'rng menrJ.rlam, terhaclap ke 3 (tiga)
Rancangan Peraturan Da:rah tersebut di atas, kami dari Fraksi partai persatuan

=>



Pembangunan, dalam Pendapat ahir ini, menyampaikan beberapa catatan sebagai
usulan dan masukan, untuk dapat dijadikan dorongan kepada pihak excutif , didalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan kabupaten Rembang , antara lain :

A. Berkaitan dengan Raperda RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021.

1. Pemerintah Kabupaten Rembang, harus memastikan bahwa, semua jajaran

SKPD Kabupaten Rembang, memahami dan mampu menterjemahkan secara
detail tentang esensi maksud dan tujuan materi yang terkandung dalam
Raperda RPJMo 2016 -202Lini, sehingga untuk program-program tahunan
dalam 5 (lima) tahun ke depan, selalu berpedoman sesuai dengan yang

direncanakan diaatam RPJMD 2016 - 2021. dimaksud.

i

2. Dalam pelaksaan program tahunan atau yang disebut Perda APBD, Pemkab

Rembang harus benar-benar serius melaksanakan sesuai dengan target yang

direncanakan, karena Perda APBD adalah product hukum yang harus ditindak
lanjuti, dengan melaksanakan sesuai program yang telah direncanakan,

dengan tolok ukur mampu meraih capaian indicator yang telah disepakati

bersama, seperl:i yang dituangkan didalam RPJMD Kabupaten Rembang 2016

- 2021, Bila hai ini benar dapat dilakukan kami yaqin bahwa, insyaALLAH 5

(lima) tahun ledepan, Kabupaten rembang akan terwujud sesuai dengan

yangtertuangdi dalam visi dan misi Kabupaten Rembang 201,6-2027,Vakni

" TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI

PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA, YANG

DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

KEWIRAUSAHAiTN".

3. Didalam penyusunan program yang menggunakan data base, kami minta agar

PemKab Remba'ng memrintahkan kepada semua SKPD terkait, untuk bekerja

sama dengan Le mbaga Pemerintah pemilik data , dalam hal ini adalah BPS,

hal ini dimaks,rdkan agar supaya didalam membuat perencanaan akan

diperoleh hasil yang benar-benar sesuai yang dibutuhkan, dalam arti tepat

sasaran, dan mudah untuk dilakukan evaluasi.

Berkaitan dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan. Meskipun Regulasi ini secara hukum sudah terpenuhi dengan

ketentuan peraturrn dan perunda ng-u nd a nga n, untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dan un.'uk mewu.judkan pelayanan yang prima, diminta agar pelayan

kependudukan dapat dilaksanakan yang lebih dekat yakni di tingkat Kecamatan.

Berkaitan dengan Raperda tentang Pedoman Penyelenggaraan dan retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dal.rm rangka untuk menambalr
pendapat daerah, dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah yang telah

disesuaikan dengan peraturan perundang-Lrndangan yang berlaku, diminta agar

SKPD terkait, benar-benar melaksanakan sesuai tuBas pokok fungsinya, untuk

mendukung meningkatnya pcndapatart Daor,tlt K,tbttltitlt'tt rt'tnlt,rttg.

B.

C.



:

I

D' Kami dari Fraksi partai persatuan pembangunan minta, agar sdr, Bupati
mengingatkan kepada Tim penyusun 3 (tiga) Raperda 2016 ini, supaya didaram
penyusunan diteriti yang betur-betur benar, baik yang berkaitan dengan dasar
hukum diatasnya, maupun penulisan redaksinya, agar didalam evaluasi oleh rim
Propinsi tidak terdapat koreksi kesalahan yang prinsip.

Demikian pendapat Ahir Fraksi partai persatuan pembangunan, Terhadap 3(tiga)
Raperda Tahun 2016 ini , seterah dirakukan pembahasan, dan pengan mengucap
Bismillahirohmanirrohim, 3 (tiga) Raperda tahun 2016, kami Fraksi partai persatuan
Pembangunan Menerimo dan Menyetujui untuk dijadikan perda Kabupaten Rembang
tahun 2016, semoga kita semua seraru diberikan petunjuk dan kemudahan, sehingga
apa yang kita lakukan mandapatkan hasir, dan manfaat yang maksimal untuk
Masyarakat dan pemerinta h Kabupaten Rembang tercinta.

Trima kasih atas segala perhatianya, dan mohon maaf atas segara kekurannya.....

Billahi Taufiq Wal Hidayah .....

Wassalamu a'laikum Waro,rmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 23 Agustus 2016

PIMPINAN FRAKSI PARTA! PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA

(t.*N
SUGIHARTO

ll l; Iil.;



PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
ATAS

3 (TIGA) RAPERDA
Tentang :

l.RAPERDA RPJMD
2.RAPERDA Perubahan Atas PERDA No.4

Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudu kan

3.RAPERDA Perubahan Atas PERDA No. 3
Tahun 2011 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi

FRAKSI DEMOKRAT

DPRD KABUPATEN REMBANG

Rembang,

Dibacakan oleh : Hj.

23 Agustus 2016

HIKMAH PURNAMAWATI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT
Jl. Diponegoro No.88 Rembang

Telp. (0295) 691194; 693290; 693291

PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
ATAS

3 (TIGA)RAPERDA
Tentang :

RAPERDA RPJMD
RAPERDA Perubahan Atas PERDA No.4 Tahun 2008
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependud ukan
RAPERDA Perubahan Atas PERDA No.3 Tahun 2011

Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi

SELASA, 23 AGUSTUS 2016

Dibacakan oteh : Hj. HIKMAH PURNAMAWATI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan Salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kamihormati:

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten

Rembang

3. FORKOPIMDA KabuPqten Rembang

4. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan,

Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan

Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang

5. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama Staff

6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-

rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang beroahagia

1.

2.

3.



Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi ini kami mengajak

kepada semua hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan

syukurkepadaAllahSWT,TuhanYangMahaKuasadimanapada

hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan dan kemudahan

sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti rapat paripurna tni

dengan baik.

Dalan kesempatan yang baik ini pula tidak salah kita untuk

merenungkankembaliapayangtelahkitaperbuatdalarhsatutahun

ini, sehingga untuk tahun yang akan datang kita akan lebih baik

dalam bekerja.

Kami Fraksi Demokrat mengucapkan selamat jalan bagi calon haji

Kabupaten Rembang yang insyaallah akan berangakat mulai pada

malamhariini,semogasemuanyaselaludiberikankesehatan'
kelancaran dalam menjalankan rukun dan wajib haji di tanah suci

dan semoga pulang menjadi haji yang mabrur" 'amin'

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang

Terhonnat,

Dalam pembahasan MPERDA iniAnggota Dewan dan SKPD terkait

sudahbekerjakerasmembahasRAPERDA.RAPERDAtersebut,

akan tetapi waktu yang tersedia untuk pembahasan hanya sedikit

dan terbatas sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang

diharapkan, seolah-olah pembahasan ini hanya formalitas' padahal

yang dibahas adalah masa depan Masyarakat Rembang untuk lima

tahun kedepan dan data pendukung yang ada tidak lengkap

sehingga hasilnya tidak bisa maksimal'

Fraksi Demokrat melihat bahwa konsep penyusunan RPJMD masih

terkesan asal-asalan terbukti masih banyaknya revisi dan perbaikan'

Kami Fraksi Demokrat juga menyampaikan beberapa penegasan

yang terkait dengan 3 RAPERDA yang telah dibahas Pansus 1 dan

Pansus 2, antara lain :



PANSUS I :

1. Proyeksi penyusunan keuangan daerah untuk RpJMD 2016-

2021 terlalu pesimistis dimana proyeksi pertumbuhan

pendapatan rata-rata yang hanya kurang lebih 10 persen

dibandingkan dengan,pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya

yang rata-rata 15,18 persen, yang juga nampak sangat ironis

laporan keuangan dimana proyeksi keuangan daerah tahun

2016-2021 selalu . direncanakan defisit 85 M padahat

historisnya pengelolaan keuangan daerah antara tahun 2014-

2015 selalu surplus.

Kami Fraksi Demokrat berharap agar proyeksi penyusunan

keuangan daerah ini dijadikan sebagai standart minimum

sehingga diharapkan pencapaiannya lebih tinggi dari yang

ditargetkan.

2. Penetapan indikator belum mencerminkan pencapaian yang

maksimal terbukti masih banyaknya angka indikator yang

kenaikannya sangat kecil dibandingkan dengan pencapaian

tahun sebelumnya.

Kami Fraksi Demokrat berharap agar angka indikator ini

merupakan batas minimal yang harus dicapai.

PANSUS 2:

1. Terkait dengan RAPERDA Tentang Perubahan PERDA No. 4

Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

Walaupun pembuatan dan pelayanan KTP gratis tetapi biaya

transport kepengurusan sangat tinggi disebabkan pelayanan

masih sangat terfokus di Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil, untuk itu Kami Fraksi Demokrat meminta supaya

didekatkan ke masyarakat.



2. Terkait dengan MPERDA Tentang perubahan pERDA No. 3
Tahun 20'11 Tentang pedoman penyelenggaraan dan retribusi
pengendalian menara telekomunikasi.

Kami Fraksi Demokrat merihat pERDA baru ini dibuat bertujuan
untuk meningkatkan pAD, untuk itu kami Fraksi Demokrat tetap
berharap supaya tahun-tahun kedepan bisa ditingkatkan.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat paripurna ,Dewan yang
Terhormat,

Dengan berbagai kekurangan dan masukan yang ada akhirnya
secara umum Fraksi Demokrat dapat memahami dan mengerti dari
awal pembahasan sampai selesainya pembahasan, dengan
mengucap Bismilrahirrohmanirrohiimi kami Fraksi Demokrat
menvetuiui atas 3 Rancangan peraturan Daerah yang telah dibahas
Pansus 1 dan pansus 2 untuk disahkan menjadi peraturan Daerah
Kabupaten Rembang dengan segala perubahannya.

Demikianrah pendapat akhir Fraksi Demokrat ini kami
sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati,
Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DpRD serta segenap
tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan
seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha
Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan
perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wat Hidayah

Wassalam u'a la iku m Wr. Wb.



Rembang, 23 Agustus 2016

FRAKSI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATENREMBANG I

6v<

s.E., M.H.



PARTA TEBATAKIAI{ BA]ICSA
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PENDAPAT AKHIR

FRAKS! PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKITAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

MNCANGAN 3 (T|GA) RAPERDA

KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016

disampaikan oleh Muhammad lmron

Pada Sidang Paripurna DPRD kabupaten Rembang, Selasa 23 Agustus 2016

Assalamu'alaikum wr wb.

Yang terhormat, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab

Rembang

Yang KamiHormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten tlt*-t,*t -
Yang kami Hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten

Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Pj. Sekretaris Daerah dan para calon Sekretaris Daerah serta

Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami Hormati, kawan-kawan pers, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang

berbahagia.



Sebagai pembuka, kami masih mengharap agar Saudara Bupati menyampaikan kinerja

SKPD mana saja yang masih minim menyerap anggaran yang sudah ditetapkan meniadi

Peraturan Daerah APBD tahun 2016. Terutama untuk anggaran belania langsung dalam

nomenklatur belanja modal.

Juga kami menghimbau agar Saudara Bupati memberikan teguran kepada para Camat

dan SKPD yang mendapat undangan paripurna DPRD tetapi tidak menghadiri dengan alasan

yang tidak jelas, Marilah kita jadikan rapat paripurna DPRD yang terhormat ini sebagai ajang

silatunahmi yang mampu menyelesaikan mis informasiikomunikasi antara legislatif dengan

eksekutif.

Dirgahayu Negara Kesatuan Republik lndonesia semoga dalam peringatan

kemerdekaan ke 71 Rl ini kita masih tetap mempertahankan PBNU yaitu Pancasila, Bhineka

Tunggal lka, NKRI dan UUD 1945.

Sekalipun masih ada ormas yang belum mau berideologi Pancasila, tapi kami yakin

mereka-mereka akan sadar hidup di lndonesia dan akan segera bersama sama kita untuk

membangun dan mempertahankan NKRI. Bagi kami lndonesia adalah sajadah panjang

tempat kami sujud dan sembahyang.

Apresiasi setinggi tingginya, kepada Pemkab Rembang, para Camat, Kepala

Desa/Lurah, lembaga dan ormas yang telah memperingati HUT Rl dengan berbagai kegiatan

semacam kamaval, permainan tradisional hingga diskusi kebangsaan dan do'a bagi Negara

tercinta. lni bentuk kecil dari ungkapan cinta tanah air,

Kemerdekaan kita yang diplokamirkan oleh Soekarno-Hatta adalah nikmat dari Allah

SWT melalui ihtiyar panjang dengan perjuangan air mata, darah, dan jiwa. lnilah yang disebut

dengan mencintai negara dimana kita hidup di dalamnya. Hubbul Wathon atau Bela Negara

menjadi penting bagi bangsa lndonesia

Sidang Dewan yang kami hormati

Sekalipun dalam pemandangan umum kami beberapa waktu lalu, masih ada beberapa

pertanyaan yang tidak dijawab, kami dapat memahami bahwa kadangkala harus ada

pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tetapi dijawab melalui sikap dan tindakan.

Fraksi PKB perlu memberikan catatan terhadap tiga raperda yang telah dibahas di

DPRD kabupaten Rembang mulaitanggal 15 Agustus 2016 hingga hari initanggal 23 Agustus

2016 dengan catatan sebagai berikut :



1. Catatan internal untuk penjadwalan pembahasan Raperda sebaiknya waktunya tidak
pendek. Sebisa mungkin melibatkan masyarakat melalui stakeholdersnya.

2. Perda RPJM yang kelak menjadi acuan Rembang 5 tahun ke depan dapat
diimplementasikan secara efektif dan efisien. Menjadi dokumen sekaligus acuan bagi

Pemkab Rembang karena hal ini mencerminkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati teripilih.

Mampu menciptakan the winning tim bagi KESEJAHTERAAN REMBANG

3. Naskah Akademik sebagai salah satu prasyarat usulan Raperda sebaiknya
dikoordinasikan lebih dahulu dengan BapemPerda, karena melalui NA ini legislatif dapat

secara optimal melakukan pembahasan raperda yang diusulkan.

4. Konsistensi Pemkab untuk memenuhi dokumen- dokumen yang diinginkan oleh DPRD tidak

sepenuhnya dapat dilayani. Penting kiranya dalam pembahasan Raperda terhadap

dokumen yang tersedia tidak perlu lagi melakukan buying time, mengulur waktu hingga
pembahasan selesai.

Sidang Dewan yang kami hormati

Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan catatan- catan di atas, Fraksi PKB

dapat menerima ketiga Raperda ini untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Diakhir penyampaian ini FPKB juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji

kepada jamaah haji kabupaten Rembang, semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan

dalam menjalankan ibadah dan di catat oleh Allah SWT sebagai haji yang Mabrur, seia
kembali ke negeri ini dalam kesehatan, keberkahan dunia akherat, dan nulari kepada kita

semua yang belum menjalankan ibadah haji. Aamiin

Wallahul muwa fiq illa aqwa mifthariq

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rembang, 23 Agustus 2016
Fraksi Pailai Kebangkitan Bangsa

Sekretaris,4L,bT
llyas
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FRAKSI PARTAI PDI PER.IUANGAN NASDEM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABTiPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Kode pos 59212 Rbg'

PENDAPAT FRAKSI

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJI.IANGAN NASDEM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Tentang:

3( Tiga) RAPERDA 2016

Hari / Tanggal : Selasa / 23 Agustus 2016

Pukul : 10.00 WIB

Dibacakan Oleh :

Assalamu' alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

MERDEKA.....!!!

) Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

) Yang terhormat Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang

) .Yang terhormat Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

) Yang terhormat FORKOMPINDA Kabupaten Rembang

) Yang terhormat Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Sctda Kab. Rcmbang

) Yang terhormat Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Cantat se-Kabupaten

Rernbang,

) Yang terhormat Sekretaris DPRD beserta staf,

) Dan yang kami hormati Lembaga-lembaga yang bergerak dibidang kemasyarakatan ,

l,SM, tenran - tcman Wartawatt, dan senrua hadirin yang tclah hadir.



Hadirin sidang Paripurna yang terhormat,

Setelah melakukan pembahasan dan pengkajian atas iarvaban saudara Bupati tcrltadap

Pemandangan Umum Fraksi serta laporan yang telah disampaikan oleh Pansus I dan Il tentang

3 Raperda . Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem akan menyatnpaikan Pendapat Fraksi terkait

3 Raperda, diantaranya:

A. Raperda tentang RPJMD 2016 - 2021'

B. Perubahan atas Perda No 4 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan

C. Perubahan atas Perda No 3 tahun'201ltentang Pedornan Penyelenggaraan dan Rctribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dalam penyampaian Pendapat Fraksi ini ada beberapa hal yang akan kami santpaikan

diantaranya:

A. Tentang RPJMD

l. Setelah Perda ini diundangkan Pemkab segera mensosialisasikan Perda ini agar bisa

dipahami seluruh stakeholder yang ada. Dan kenrudian nrasyarakat bisa ntemtterikan

kontribusi dalam menyusun program tahunan.

2. Dalam menindaklanjuti Perda tersebut Pemkab mengumpulkan data yang akurat sehingga

dalam merencanakan APBD tahunan bisa tepat sasaran yang akhimya bisa meningkatkan

kehidupan masyarakat Rembang utamanya mengentaskan kerniskinan masyarakat.

3. Kami berharap untuk waktu yang akan datang pembahasan llapcrda dibcri waktu yang

cukup agar dalam pembahasan bisa lebih sempurna.

D. Tentang Perubahan atas Perda No 4 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan

l. Dcngan diterbitkannya Rapcrda tcntang l)cnyclcrrgguraart Adtttittistrasi Kcpcntludukan

Pemda berkewajiban meningkatkan penyelcnggaraan urusan Adntinistrasi Kcpcrr<ludukan

dan diharapkan pelayanan masyarakat bisa lebih prima.

2. Kami berharap mengingat data kcpcndudukan sarrgat vitul utrtuk percttcanaan

pcnrharrgunarr tlitrr.jtrgn rncrrrplkart hlk tttirsyitrakitl tlrlttk 1tr:t ltt.;ttg.rt tlrsirr;tliirtt sittitttit tlittl

prasarana yang mcntadai.

3. lrcnirrgkatan kualitas SDM ( Surrrtrcr l)aya Manttsra ).jugir tlibtttrtlrklrt ttlttttk tttctttlukttttg

pt:litynnitn kepitrlit tllitsyllrilkill yitltg lchilr hirili



E. Tentang Perubahan atas Perda No 3 tahun 20lltentang Pedoman Penyelenggaraan dan

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

l. Dengan adanya Perda ini kami berharap Pemkab dapat rreningkatkan pendapatan asli

daerah dan Pemkab bisa melakukan pengawasan lebih intensif. serta melakukan

pengendalian keamanan dan pemanfaatan ruang menara telekomunikasi yang diberikan

oleh Pemerintah Daerah.

2. Dalam pengawasan dan pengendalian rnenara telekomunikasi ini perlu segera disusun

SOP ( Standar Operasional Prosedur ) sehingga Pemerintah Da'erah mempunyai acuan

baku tentang pelaksanaan kegiatan ini.

Kami dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem sangat berharap setelah Raperda ini disahkan

menjadi Perda agar segera dilaksanakan. Supaya menjadi dasar hukum dalam penyelesaian

beberapa permasalahan yang ada.

Hadirin Sidang Paripurna yang terhormat,

Demikian Pendapat Fraksi dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem terhadap 3 Raperda ini dengan

mengucap " Bismillahinohmanninohim " kami dari Fralisi PDI Perjuangan Nasdem

"menerima dan menvetuiui" 3 Raperda tahun 2016 untuk dijadikarr Perda Kabupaten

Rembang tahun 2016. semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. apabila ada

kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya kami haturkan permintaan maaf yang

sebesar-besamya.

Wabillahi Taufiq wal Hidayah

Wassalamu' alaikum wr. Wb.

MERDEKA.!!!

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

DEWAN PERW YAT DAEITAH

yBANc
t--

STJKI(E'I'N I(ISKETUA
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PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )

DPRD KABUPATEN REMBANG

ATAS

3 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016

PARTAI

GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

REMBANG, 23 ACUSTUS 2016



Pendapat Akhir
FRAKSI PARTAI GERAKA.N INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAI\ RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBAIIG

TERHADAP
3 ( TIGA) RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBAIYG TAHUN 2016

Disampaikan oleh Yudianto, SH.

Pada sidang paripuma DPRD Kabupaten Rembang, Selasa 23 Agustus 2016

Assolamu'alaikum wr. wb.

S alam I n don esia Ray o......

Yang terhormat Saudara BLJPATI dan WAzuL BUPATI Rembang.

Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD dan segenap anggota Dewan.

Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Yang kami hormati Saudara Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten Bupati, Kepala Badan,

Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat se Kabupaten

Rembang

Yang Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan

Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia

Mengawali penyampaian Pendapat akhir Fraksi Partai Gerakan Indonesia

Raya terhadap 3 Raperda Non APBD Kabupaten Rembang, kami tiada lupa

mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala

limpahan Rahmad, Nikmat dan karuniaNya sehingga kita bisa melaksanakan

Rapat paripurna hari ini dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam senantiasa

kita sampaikan kepada baginda Rosulullah Nabi Muhammad SAW.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Berdasarkan pembahasan yang cukup singkat dan dengan memaksimalkan

waktu yang ada maka Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada pansus I dan

II bersama-sama dengan steakholder terkait, karena telah menyelesaikan tugas

yang telah diberikan kepada kita sekalian dengan baik dan lancar.

Terkaid 3 Raperda yang telah dibahas, kami berharap dengan sangat setelah

Raperda tersebut disyahkan pada rapat paripuma hari ini dan mendapat evaluasi



dari Gubemur klusus untuk Raperda yang mengatur tentang Retribusi dan Raperda

RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016 - 2021, maka pemerintah Kabupaten

Rembang agar konsekwen dan konsisten melaksanakan Peraturan Daerah tersebut.

Sebelum kami mengakhiri Pendapat akhir kami, Fraksi Gerindra

mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang terkait rendahnya serapan

APBD sampai dibulan Agustus ini, kami sebagai representasi dari Rakyat meminta

kepada Bupati dan wakil Bupati unhrk segera melaksanakan seoptimal mungkin

kegiatan yang telah tertuang di dalam APBD tahun 2016 ini. Waktu efektif tinggal

3,5 bulan, anggaran kita tahun ini sangatlah besar, belum lagi ditambah Anggaran

dari APBD Perubahan yang sampai saat ini juga belum dibahas.

Demikian pendapat akhir kami, dengan mengucap

Bissmillahinohmonirrohim, kami menyetujui 3 Raperda Non APBD yang telah

dibahas untuk ditetapkan menjadi Perda dengan segala pengurangan maupun

penambahannya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu menunjukan

jalan yang benar dan jalan yang terbaik bagi kita semua. Amiiin YA Robbal

alamiin. Atas perhatian dan kekurangan kami sampaikan permohonan maaf yang

sebesar-besamya dan kami ucapkan terima kasih.

llos s alanu' oloi k um Wr. W b.

Rembang, 23 Agustus 2016

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG

ITERI KT'RI\IAWAI!. SE.

Ketua

?
Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEMH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA
Sekretariat Jl.Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290

E@tr

ffi

PENDAPAT FRAKSI
ATAS 3 (TIGA) RAPERDA NON APBD

1. Raperda tentang RPJMD Kab Rembang Th 2016 - 2021

2. Raperda tentang Perubahan Perda No. 3 Th 2011 ttg.
Pedoman Penyetenggaraan dan Retribusi

Pengendatian Menara Telekomunikasi

3. Raperda tentang Perubahan Perda No. 4 Tahun 2008
tentang Penyetenggaraan Administrasi Kependudukan

DISAMPAIKAN DLM
RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. REMBANG

HARI SELASA TGL 23 AGUSTUS 2016

JURU BICARA : GATOT PAERAN, SH, M Si.



Assa lomu' alai kum W r. W b,

. Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakit Bupati Rembang.

. Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DpRD

Kabupaten Rembang.

. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten

Rembang.

. Yang kami hormati Sdr. Pj. Sekretaris Daerah, Assisten Sekda dan

Kepata Bagian di tingkungan SETDA Kabupaten Rembang.

. Yang kami hormati Kepata Dinas, Badan, Kantor dan lnstansi

Kabupaten Rembang.

. Yang kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang.

. Yang kami hormati Sdr. Camat dan semua hadirin yang berbahagia.

Mengawati penyampaian Pendapat Fraksi kati ini, perkenankantah

kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Attah

SWT yang senantiasa memberikan rahmat, anugerah dan kenikmatan

kepada kita. Pada kesempatan ini pula kami rnengucapkan selamat

kepada saudara-saudara kiti yang akan berangkat ke tanah suci

menunaikan ibadah haji, semoga menjadi haji mabrur. Amin.

Pimpinan rapat don hadirin yang terhormat.

Setetah melalui pembahasan yang cukup hangat datam rapat-rapat

Panitia Khusus DPRD dengan SKPD terkait, Fraksi Karya Sejahtera

menyampaikan pendapat akhir atas 3 Raperda yakni Raperda tentang

RPJMD, Perubahan Perda No. 3 Th 201 1 ttg. Pedoman Penyelenggaraan

dan Retribusi Pengendatian Menara Tetekomunikasi serta perda No. 4
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sbb.

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan

(RPJMD) Kab. RembangTh.2016 - 2021.

Sebagaimana tetah kami sampaikan

yang [atu, Fraksi Karya Sejahtera

Jangka Menengah Daerah

pada Pemandangan Umum

mengharap agar setetah



2.

ditetapkannya Perda tentang RPJMD nanti para pemangku

kepentingan (SKPD) datam membuat rencana hendaknya disusun

secara akurat sehingga dalam petaksanaannya tidak banyak

perubahan.

Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. Rembang No. 3 Th.

2011 ttg Pedoman Penyetenggaraan dan Retribusi Pengendalian

Menara Tetekomuni kasi.

Akibat dibatatkannya oteh MK dengan keputusan No 46lPUU-

Ylll2014, pasal 124 Undang-undang No. 28 Th 2009 ttg Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah yang dianggap bertentangan dengan pasat 152

dan pasal 161, dan sesuai dengan UU No. 12 Th 2011 ttg

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan dasar

dari pembentukan Perda No 3 Th 2011 ttg Pedoman

Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendatian Menara

Tetekomunikasi, setetah melatui pembahasan maka Fraksi Karya

Sejahtera sepakat Raperda ini ditetapkan sebagai Perda.

Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. Rembang No. 4 Th.

2008 ttg. Penyetenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomer 24 Tahun 2013

tentang Administrasi Kependudukan, yang memberikan penekanan

peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah dalam memenuhi

hak-hak administrasi penduduk metalui pemberian petayanan pubtik

serta memberikan pertindungan yang berkenaan dengan penerbitan

dokumen kependudukan, Fraksi Karya Sejahtera sepakat untuk

penyesuaian perubahan Perda Kabupaten Rembang No 4 Th 2008 ttg

Penyetenggaraan Administrasi Kependudukan, agar petayanan publik

tebih baik tagi.

Demikantah Pendapat Fraks'i Karya Sejahtera, dengan

beberapa catatan tadi Fraksi Karya Sejahtera setuju ditetapkannya

3 (tiga) Raperda tersebut menjadi Perda.

3.



Bapak Bupati, Wakil Bupati dan hadirin yong berbahagia,

sebetum turun dari mimbar ini kami mengingatkan bahwa kita
sebagai manusia Jawa tidak boteh "ketangan jawa"ne, maka akan kami
sampaikan sebuah Piweting Jawa, sbb.

"Aja adigang-adigung-adiguna, sok ngendet-endetake kaluwihan, apa
maneh mamerake kasugihan, kapinteran [an katungguhan. Laku

ngongasake dhiri mau, tekane enggon mung bakal dadi ora aji. Luwih
prayoga tirunen pralambange pari, saya mentes malah sangsaya
ndhingktuk. Pari kang ndhangak nuduhake nek kothong mrompong tanpa
isi". Artinya: Jangan menunjukkan kelebihan, apatagi memamerkan
kekayaan, kepandaiaan dan kedudukan. perbuatan itu, suatu saat akan
menjadi tidak ada harganya. Lebih baik ikuti sifat padi, yang semakin isi
semakin merunduk. Padi yang menengadah menunjukkan kosong btong
tanpa isi.

Bita ada kata dan ungkapan yang kurang berkenan pada
penyampaian Pendapat Fraksi ini, kami mohon maaf yang sebesar-
besarnya. semoga Tuhan yME senantiasa memberikan berkah dan
bimbingan untuk kita semua datam menjalankan tugas dan pengabdian

kita untuk membangun Kabupaten Rembang. Rahayu ingkang sami
pinanggih -

Wossalamu' ataikum Wr. Wb

DPRD KABUPATEN REMBANG
A SEJAHTERA.l'a\ A,,t-

*/ rra\ ti
etua, f'\\ Sekretaris,
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FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PENDAPAT AKHIR

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH :

t. RPJMD KAB. REMBANGTAHUN 2016 -2O2r

2. PEDOMAN PEI{YELENGGARAAN Eg RESTRIBUSI

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKAS I

3. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dibacakan Oleh : SUKARMA'IN

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rernbang.

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris

Daerah, Kepala DinasiBadan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal

se Kabupaten Rembang.

Camat se Kabupaten Rembang

Kerua KPUD Kab. Rembang, Kerua Ormas, Parpol, LSM Kab.

Rembang dan hadirin yang berbahagia.



Assalaatnu'alaikum Wr. Wb-

syukur Alhamduli[ah kira panjatkan kehadirat A]lah swT

ams limpahan Rahmar serta KaruniaNya, sehingga pada hari

ini kita dapat menyelesaikan pembahasan 3 (tiga) Raperda

dalam keadaan baik.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Memperharikan penjelasan Bupati dalam rapat paripurna

pengantar Rancangan Peraruran Daerah Kabupaten

Rembang, maka kami dari fraksi Harapan perlu kiranya

menyampaikan beberaPa hal :

l. Tenrang Raperda RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016

2021. Dengan disusunnya RPJMD adalah kauri

mengharapkan pemerintah daerah untuk senantiasa

memafLlhinya sebagai panduan dalam penyusunan rencana

pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Kualitas

perencanaan pembangunan unruk senantiasa ditingkatkan

dengan sepenuhnya melibatkan semua unsur masyarakat

sebagai subyek pembangunan cli t(abupatcn Rcrnbang'

2. Tentang Raperda , Pedoman Penyelenggaraan dan

Resrribusi Pengendalian Menara Telekomunil<asi. Dalam

pengawasan dan pengendalian menara telel<omunikasi ini,

perlu segera disusun SOP (Standlrt Operzrtional Proscdur)

schingga pctncrintaha clitcritlt tllcllrllutttyiti

tcrltittl!I 1'rclrtl<sittlitrttr l<cgirtrrtlr itri.

lcr.utn l'litl<Lt



3.Tcntarng Rapcrda Pcnyclcnggaralll'l Aclrninistrasi

Kependudukan. Mengingat data kependudukan sangat

vital unruk perencanaan pembangunan dan juga

merupakan hak masyarakat, unruk perlu juga disiapkan

sarana dan prasarana yang mencukupi. Peningkatan

kualitas SDM jugu diburuhkan unruk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Harapan, dan kami

mensepakati 3 (tiga) Raperda ini untuk ditetapkan menjadi

peraruran daerah.

Billahi t auf iqw al hiday ah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wa barakatult.

Rembang, 23 Agusrus 2016

FRAKSI HARAPAN

DPRD KAB. REMBANG

SekretarisWakil Kerua

SAHNINGSIH, SE



BUPATI REMBANG

SAiIBUTAN BUPATI REITIIBANG

PADA ACARA RAPAT PARIPURNA
PENDAPAT AKHIR BUPAT! TERHADAP HASIL

PEMBAHASAN RAPERDA

Rembang, 23 Agustus 2016

Assalamu' al ai ku m W r. Wb.

Yth. - Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan
Penrrrakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.

Ykh. - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab.
Rembang.

Ykh. - Para Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati.
Ykh. - Fara Pimpinan SKPD, Camat, Kabag serta

Hadirin sekalian yang berbahagia.



)

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah

kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat

Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

limpahan rahmat dan ridho-Nya, kita dapat hadir

bersama dalam keadaan sehat wal'afiat pada acara

Rapat Paripurna Dewan Penrakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang.

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, Rapat

Paripurna DPRD dengan agenda Persetujuan 5 (lima)

Raperda, 3 (tiga) merupakan pengajuan Raperda baru

Tahun 2016 dan 2 (dua) merupakan Raperda yang

dievaluasi dengan pengajuan pada tahun 2015 yaitu

Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor '12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Usaha, telah dapat berjalan dengan lancar dan

menghasilkan ketetapan-ketetapan dari agenda yang

telah disepakati bersama.



Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta

hadirin yang saya hormati,

Perlu diketahui bersama, bahwa proses

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem

formulasi kebijakan publik, yang diharapkan dapat

memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan

masyarakat seelra oPtimal.

Kebijakan publik yang tepat, merupakan kata

kunci bagi keberhasilan sebuah era pemerintahan'

atau dengan kata lain, hanya pemerintahan yang akan

memiliki peluang untuk maju bersama masyarakat.

Oleh karena itu, dalam hal ini Eksekutif sangat

menghargai semangat dan kerja keras Legislatif'

sehingga dari seluruh Raperda yang kami ajukan telah

diproses melalui pembahasan yang efektif dan akurat

dalam rapat Pansus DPRD Kabupaten Rembang'

Besar harapan kami prestasi ini menjadi stimulan dan

pemacu semangat sehingga mampu meningkatkan

kinerja dalam penyusunan produk hukum daerah yang

berkualitas.
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Adapun Rancangan Peraturan Daerah tersebut

yaitu;

a. Raperda tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah T ahun 201 6-2021 ;

b. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun

201 1 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

c. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun

2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

d. Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi

Jasa Umum (Evaluasi);

e. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi

Jasa Usaha (Evaluasi).

Oleh karena itu, dengan kerja keras Dewan

Peruvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang,

dalam membahas 5 Rancangan Peraturan Daerah

menjadi Peraturan Daerah melalui rapat Paripurna ini,



saya atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang

menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang

tinggi.

Terkait dengan disetujuinya 5 (lima) Raperda

tersebut menjadi Perda:

Perlama. RaPerda tentang Rencana

PembangunanJangka Menengah Daerah Tahun

2016-2021; Penyusunan rancangan pembangunan

jangka menengah daerah RPJMD adalah bertujuan

untuk mengakomodirkan berbagai kepentingan

aspirasi seluruh masyarakat, terutama untuk lebih

menetapkan pencapaian visi misi dan program

prioritas bupati dan wakil bupati Kabupaten Rembang

yang akan dilaksanakan kurun waktu selama 5 tahun'

Dengan pencapaian visi dan misi tersebut diharapkan

dapat disetujui menjadi perda, sehingga visi dan misi

dapat dilaksanakan dan kesejahteraan masyarakat

akan meningkat.

Kedua. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011

tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi;
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Meningkatnya kegiatan usaha jasa di bidang

telekomunikasi di Kabupaten Rembang yang sejalan

dengan perkembangan kebutuhan masyarakat

terhadap fasilitas alat komunikasi, telah mendorong

peningkatan pembangunan menara telekomunikasi

dan sarana pendukungnya' Sehingga untuk menjamin

kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta

menjaga keindahan lingkungan, perlu dilakukan upaya

pengendalian terhad'ap keberadaan menara

telekomunikasi di Kabupaten Rembang.

Keliga. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008

Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan. Dengan adanya perubahan Undang-

Undang Administrasi Kependudukan tersebut, yang

merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, diharapkan mampu

mendukung akurasi terbangunnya database

kependudukan di Kabupaten/Kota, Provinsi maupun

database kependudukan secara nasional' Sehingga
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nantinya dapat diantisipasi adanya data kependudukan

ganda.

Keemoat. Raperda Tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum (Evaluasi);

Kelima. Raperda tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang

Retribusi Jasa Usaha (Evaluasi).

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan

hadirin yang saya hormati,
Kami dari jajaran Eksekutif sangat menghargai

pendapat, saran dan harapan dari seluruh anggota

dewan pada saat penyampaian pandangan umum,

fraksi maupun pada saat pembahasan di tingkat
Pansus. Kami meyakini bahwa pada saat proses

pembahasan maupun sebelumnya telah banyak

mendapat masukan/saran yang menurut kami

merupakan input yang positif dalam penyempurnaan

Raperda tersebut, guna peningkatan penyelenggaraan

pelayanan publik yang lebih baik.

serta
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Semua masukan dan harapan yang tercermin

dalam laporan panitia khusus tentunya akan dapat

kami jadikan sebagai referensi, sekaligus sebagai

bahan pertimbangan kami dalam merumuskan

berbagai kebijakan pemerintah di waktu yang akan

datang.

Demikian beberapa hal yang dapat kami

sampaikan dalam Rapat Paripurna persetujuan 3buah

Rancangan Peraturan Daerah, melalui Sidang Dewan

yang terhormat.

Semoga Allah Swt memberikan petunjuk dan

bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan

mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang'

Sekian terima kasih.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

H. ABDUL HAFIDZ



BERITA ACARA

NOMOR i gOO F4s12016
NOMOR : 900 IEJ?I 20'16

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE:RAH
KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPA EN REMBANG

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2O1E;.2021

Pada Hafi ini Se/asa tanggat Dua Putuh Tiga bulan Agustus Dua Ribu Enam

Eelas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ABDUL HAFIDZ

2. H. MAJID KAMIL MZ.

3. H, GUNASIH,S.E.

: Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten
Rembang yang beralamat di jalan P. Diponegoro
No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA .

: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang.

:Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang .

4. H. BISRI CHOLIL LAQUF : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

5. SUMARSIH

Kabupaten Rembang .

: Wakil Ketua Dewah Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembar,g

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pe'rwakilan Rekyat Daerah

Kabupaten Rembang, selan.iutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA



Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menbahas dan menyetujui

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Remt'ang tentang 
- I:e^n9ana

b".Gn-grn"n Jangka Menengah Daerah Ka.bupaten Rembang Tahun 20'16-2021

rnlnj"Oi "p"r"trran Daerah yaig tetah diajukan oleh F'IHAK PERTAMA dengan

p".i"rrii", oin perubahan se6agaimana-tertuang pa(la catatan terlampir berita

acara ini;

2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gube'rnur Jawa Tengah untuk
-,"no"p"tpengesahanselambat.lambatnya3(tiga)rarikerjasetelahditanda

tangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam

LngLup 2 ( dua ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana rnestinya'

BUPATIREMBANG

Rembang, 23 Agustus 2016

KETUA DPRD KABUPATEN

ilu'
s.E.

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG

M. BtsRtch LAQUF

WAKIL KET'JA KABUPATEN
R':M

(

ID
G

SUM



BERITA ACARA

NOMOR | 9oO t$et20',t6
NOMOR : gOO t85il 2016

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2OO8 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN KABUPATEN REMBANG

Pada Hari ini Se/asa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus Dua Ribu Enam
Eeras kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ABDUL HAFIDZ

2, H. MAJID KAMIL MZ.

3. H. GUNASIH,S.E.

: Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten
Rembang yang beralamat di jalan P. Diponegoro
No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA .

: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang.

:Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang .

4. H. BISRI CHOLIL LAQUF : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang .

5. SUMARSIH : Wakil Ketua Dewah Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.



Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjadi Peraturan Daerah yang

telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan

sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini;

2. PTHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk
mendapat pengesahan selambaf lambatnya 3 ( tiga ) hari kerja setelah ditanda
tangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam
rangkap 2 ( dua ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATIREMBANG

Rembang, 23 Agustus 2016

DPRD KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN

WAKIL KETUA D KABUPATEN
G

M. BISRI LAQUF

WAKIL KETUA
REM

KABUPATEN

r($,*g



BERITA ACARA

NOMOR | 9oO ttlttt 2016
NOMOR : 9001t83il 2016

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN

REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

KABUPATEN REMBANG

Pada Hari ini Se/asa tanggal Dua Puluh Tiga butan Agustrs Dua Ribu Enam
Eelas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. H. ABDUL HAFIDZ : Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten
flembang yang beralamat di jalan p. Diponegoro
No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.

2. H. MAJID KAMIL MZ.

3. H. GUNASIH,S.E.

: Ketua Dewan Perwakilan
Kabupaten Rembang.

Rakyat Daerah

: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang .

4. H. BISRI CHOLIL LAQUF : Wakil Ketua Dewan penvakilan Rakyat Daerah
Kabupaterr Rembang .

5. SUMARSIH : Wekil Ketua Dewah Penrrakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Knbupalon Rombnng. solonjulrlya crisobut sotlnoflr pIHAK KEDUA



Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten
Rembang menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA
dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir
berita acara ini;

2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk
mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 ( tiga ) hari kerja setelah ditanda
tangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam
rangkap 2 ( dua ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 23 Agustus 20i6

BUPATIREMBANG KABUPATEN REMBAN

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
G

M. BISRI LAQUF

WAKIL KETUA D KABUPATEN
REM

6vl

KETUA DPRD KABUPATEN

+4
SUMARSIH



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 13 TAHUN2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PEMTURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021

Menimbang : a.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
I(ABUPATEN REMBANC

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah,
pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangl<a
Menengah Daerah untuk kurun u,aktu 5 (lima) tahun yang
merupakan penjabaran uisi, misi dan program Bupati dan
Wakil Bupati terpilih;;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 267 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah din-r'atakan bahrva
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; ;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b
perlu persetujuan Dewan Perwakilan Ral+'at Daerah
Kabupaten Rembang dengan menetapl<an l{eputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

: 1 . Undarrg-Undang Republik Indonesia Nontor l3
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupalcn <lalam l,inp,kung:rn [)r<rltinsi ,litwn
'l'engah;

2. tlrrrlrrrrg.t)rrrlrrrrg Notrror 2lJ 'litlrrrrr I ()()() l(.lllnnl,,
l'jenyelenggara Negara -var-rg l3ersih dan !]eltas clari
I(ort tpsi, liolrrsi rlnn Nepolisrrre;

b.

c.

Mengingat
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025;

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007' t'elrtang

Penataan Ruang;

g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pela.vanan Publik;

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengeiolaan Lingkungan Hidup;

12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindunlan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan;

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur SiPil Negara;

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

16. Undang-Undang Nomor B Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor I Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undarrg-Undang;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang I)ana Perimbangan ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor .56 'lahrrn 2005
lcl llrtr r,-: l"inlrtt l ltllirl rttrrqr l(r'ttnttplrtt l)rr''l trl!.

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 'l'ahun 2005
lelll n lll{ l'tltpirlolrrlrtl l( t' t t t r t , 11t t t t l)rrtt lt} r .

<-
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zu. reraruran remenntan r\omor oc I anun .zuuJ
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

22. Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan Dan Kineq'a Instansi Pemerintah;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tenta.ng Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah l(epada Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah, Dan Informasi la.poran
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerin tahan Daerah;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi Dan T\rgas Pembantuan;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunaa
Daerah;

29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

30. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

3 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;

32. Peraturan Presiden Nomor l5 Tahun 20lO tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

33. Peraturari Presiden Nomor 32 'l'ahur-r 2O I I tentang
Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pemlrangunan likonomi Indonesi;r 2Ol I -2025

34. Peraturan Presiden Nomor 87 'l'ahurr 201 4 'l'entang
Pcrntttt'ntr Pelnl<snrrrrrrrr I lndlurfl I lnrlrrnll Nontor I2
'l'alturr 20 I I 'li:rrl:rrrg I'crrrlxrrrtul<irrr l1'r.rtLu'{u}
Perundang- Undangan ;



35.

40.

Memperhatikan : 1.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona'l
Tahun 2015 - 2019;

Peraturan Daerah Provinsi Jara'a Tengah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Must anrarah Perencanaan
Pembangunan Provinsi Jaw-a Tengah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jau'a Tengah Tahun 2005-
2025;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 20i0 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

Peraturan Daerah Provinsi Jarva Tengah Nomor 5
Tahun 2Ol4 tentang Rencana Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor I
tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Rembang tahun 2005-
2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencala Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Rembang tahun 201 1-2031;

Peraturan Dewan Perwakilan Rahvat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang
Perubahan Pcrtrturtrn l.)r:u,an l)t:rrvaliiliirr Rnl<.yat
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang.

Laporan Panitia Khusus I Dewan Peru'akilan Ralryat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus
2016.

Pendapat fral<si- ll'al<si [)ewan Perwnl<ilan Ral<yat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus
2016.

36.

37.

38.

39.

41

42

2.

3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripuma
Dewnn Perrvnl<ilnn Rnl<t,nI f)ncrnlr l(nlrrrprrlcrr RemhnnJ',
lrrrr6l.',rrl '.1.1 Atr,rl3l rr:r 2() l(r



Menetapkan:
PERTAMA :

KEDUA :

MEMUTUSKAN

Menyetu-iui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir .

Menyerahkan proses penetapan Rancangan peraturan Daerah
sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, 'kepada Bupati
Rembang.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 23 Agustus 2016

AKILAN RAKYAT DAEMH
ATEN REMBANG

I

KAMIL MZ

,*,

.i F
:luJ\9\w'\.t>----

-\-c l,t B



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANC

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2OO8 TENTANG PEI{YELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Menimbang: a.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
IGBUPATEN REMBANG

bahwa Pen1,'elenggaraan Administrasi Kependudukan di
Kabupaten Rembang telah diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Penyelen ggaraan Administrasi l(epend ud u kan ;

bahwa dengan, berlakunya Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2Ol3 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Penyelenggarhan Administrasi Kependudu kan ;

bahwa untuk maksud tersebut pada hurLrf a dan huruf b
perlu persetujuan Dewan Perw'akilan Ralcyat Daerah
Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan
Dewan Penvakilan Ra(vat Daerah Kabupaten Rembang .

b.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Lingkungan Propinsi Jau,a Tengah:

c.

2.

Tahun 1974

Republik

tentang
dalam

tentang3. Undang-Undang Nomor I
Perl<tuvinan;

Undang-Undarrg Nornor' I
Keimigrasian:

4. 'l'ah rrrr 1(D2 ter'l t il ng.



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

" il;;;;"gt'aitt RePublik lndonesia;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O.O: tentang

Administrasi x"ptt'atti"'rtui-"eU"gaima"a ^telah 
diubah

ffiffi;;ilglu"i""* Nomor 24 Tahun 2013 tentans

Perubahan^t""''iait'j-u"a'ngNomor23Tahun
;;il;;;c Administras-i KePendud u kan ;

7. Undang-Undang Nomor t2 Tahun '2011 
tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undalg Nomor 23 Tahun '2014 
tentang

Pemerintahan p""t"i' 
"Iu"gai*l"" l"]q beberapa kali

diubah terakhir ;;"t"""'uloang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentan! *it""g p"*o;111 atas Undang-

Undang Nomor ZS ?"hun 2-014 tentang Pemerintahan

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan u"dJ;-u";;g Notnot -23..Tahun 
2006

tentang ndministrJJ""u"e"ii'''13 le\ah 
di.ubah dengan

;;;;;;;P"tttitilt' Noilor 102 rahun 2012 tentang

Perubahan "o" Et"i"t"t Pemerintah Nomor 37

Tahun 2ooz tentaiif 
- 
e!!4'*"t"1,, 

-unda:rs-undarsNomor 23 tafrun' ZOOO tentang Administrasi

KePendudukan;

10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Pers) aratan a"'.' rttt iutu Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan SiPil:

1 1. Keputusan Presiclen Nomor 88 Tahun 2004 tentang
'' ;;;"bl;.n tniorn'iasl Administrasi Kependudukan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Remban-g Nomor 4 Tahun

2OO8 tentang Penyelenggaraan Administrasi

KePendudukan;

l3.PeraturanDaeralrKabupatenRembangNomor12
Tahun 2OO8 t""t""e- dtganijnsi. Dan Tata Kerja

Perangkat o""tu't'' 
"[u8'patEn 

Remuan g-- sebagarmana

telah diubah d;;g; ieraturan Daerah Kabupaten

Rembang Nornot"i*iui'"" ZOfZ tentang Perubahan

Atas Peratura''t o""tJ X'Uupaten Rembang Nomor 12

Tahun 2oos t;;;;;;'o'et"i"""i 1"n Tata Ke{a

p"i""gt", Daerah Kabupaten Rembang;

14. Peraturan Dewan Penvakilan - Raklat Daerah

Kabupaten nemUtte Nomor Ol Tahun 2014 tentang'

Tata Tertib otttln pent'akitan . Rakyat Daerah

K;;;, p^i;'; n"nti'i'.l [ "tt'aga 
i m ana t el;rh rli u bah den gan

Pcratut'atr r'x'*"'i tlci*ttttitn''- llirklitl l)a<'r'alr

i<^t "p",'"" 
nernt'n'lg Nomor 0l Tahun 2015 tentang

Perubahatr Pt';;it;t?t" 
-- 

Dcrvan l'trtrval<ilan Rakvat

Daerah X"r''lp"i"" rrl-tr^tlg Nornor ol Tahun 2()l'l

tentang r,'n r"'iil'' ;;tt:;; Fenvakilan Rakl'at Daerah

lr.allttpzttt''t t l{r''tttlr;r t t ti



Memperhatikan : l.

Menetapkan:
PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA :

laporan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus
2016.

Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus
2016.

Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat paripuma
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
tanggal 23 Agustus 2016.

MEMUTI,'SKAN

Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor
4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudu kan sebagaimana terlampt .

Menyerahkan proses penetapan Rancangan peraturan Daerah
sebngnimsl6 dikhrm PERTAMA Keputusan ini menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada .Bupati
Rembang.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

2.

3.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 23 Agustus 2016

RAKYAT DAERAH
N REMBANG

KAMILMZ



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAE RAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2011 TBNTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a.

b.

!uhy. Penyelenggaraan dan Retribusi pengendalian Menara
Telekomunikasi di Kabupaten Rembang telah diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Rembaig Nomor 3 Tahun2Ol1 tentang Pedoman penyelenggarian dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi;

bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor 46lpUU-Xll/2014 menyatakan
penjelasan Pasal 124 yang mengatur tarif retribusi Menara
Telekomunikasi tidak memiliki lekuatan hukum sehinggaperlu melakukan penyesuaian terhadap pengaturan tarif
dalam Peraturan Daerah Kabupaten RemUaig Nomor 3
Idy-" 2011 tentang pedomin penyelenggaraan dan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b
geylu persetujuan Dewan penvakilan Raky.at Daerah
Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaien Rembang .

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

U ntla ng-U-nr larrg Nornor. l.l 'l'rrlrurr lg50 tetrl.alrgPembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungai
Propinsi .larva'lengnh ;

c.

Mengingat : l.

2.

3. Undang-Undang Nomor
Tr.lrl<ornr I r r ikrr rri ;

36 Tahun 1999 tentang



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomu nikasi ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun
2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Ke{a Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun
2Ol1 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi;

13. Peraturan Dewan Perwakilarr Raky'at Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 0l Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Ra\yat Daerah Kabupaten Rembang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01
Tahun 2015 'tentang Perubahan Peraturan Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01
Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perr.r'akilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. l,aporan Panitia Khusus ll Deu,an Penvakilan Rakyat
Daeralr l(abupatr:rr Rr:rnbang, tan6igal 23 Agustrrs
2016

2. Pendapat fraksi-lral<si l)ewan l)erwakilarr ltakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus
2(ll(t.

3. Pernbica raan-perr ltica rzra tr dal;rm ritl),ll Pariprrrrra
l)r.tr,irtr ll.r'rvirliilirrr l(irlit,;rl l)irr.r';tlr l(lrlrrrpirl<.rr lit:nrlxur11
ta rr or,:r | ?? Atrrrslrr.:')O1/'r

4.

6.

7.

8.



MEMUTUSKAN
Menetapkan:
PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan peraturan Daerah tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembaag Nomor
3 Tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana terlampir .

KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan peraturan Daerah
sebqgaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati
Rembang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 23 Agustus 2016

1:t.
DEWAII P,ERWAKILAN RAKYAT DAERAH

.KABUPATEN REMBANG
. Ketua, I


